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ABSTRAC
“THE SHELTER OF LAW TOWARD THE EXPORTIR IN THE JOB
AGREEMENT WITH THE LETTER OF CREDIT (L/C) AS APAYMENT”

“ By
Fatoni Hadiyanto, SH

The general banks in Indonesia as L/C’s first performer do not have
the similarity on the L/C transaction yet. This different opinion can be
proved by a lot of questions from general banks to the Indonesia bank about
the same problems of L/C. the different opinion also can be proved based on
the debates, in the forum between general banks and indonesian banks, about
the L/C problems faced by general banks. If the general banks act like that,
how the other performers of L/C, like the applicant and beneficiary, must act.

From the exporter and importer’s angle of vision interest, the most
prosecute and excellent payment system, is what they called “Letter of Credit”.

“Letter of Credit” is the way offered by the Foreign Exchange banks, in the
settling of transaction payment for the international business.

The export import business also called as document business or share
business, because the realization of the transaction generally, is represented
by shipping documents, such as “Bill of Lading”, Trade Invoice, Draft, Insurance
Policy and the others. ,

“Letter of Credit” as one of the documents, has a good position as

~means of compiler for other shipping documents. So that, “Letter of Credit”
also function as a means for research, investigation, and as a completeness of
a shipping documents.

Even after even that inflicted the local businessman in Indonesia had
showed that “Letter of Credit” as a means of transaction payment was not
absolutely safe.

According to that situation the more experience about the “Letier of

- Credit” is very important for the exporter, importer and especially for the
bank’s executives who has relationship with the international payment traffic.




Kasus yang bermula dari dibukanya suatu L/C (Letter of Credit)
oleh pihak importir Lady Bay yang berkedudukan di Inggris telah 111émbawa
bencana bagi eksportir Asia Jati Furniture yang berkedudukan di Jepara
Indonesia yang notabene adalah milik penulis. '

Peristiwa ini telah membuka mata bagi penulis bahwa “Lefter of
Credit” sebagai salah satu sarana yang banyak dipakai dalam memperlancar
transaksi perdagangan belumlsh aman sepenuhnya melainkan el:sporti:r
harus ekstra hati-hatibila tidak mau ada permasalahan dikemudian hari dan
perlu mempelajari secara mendalam oleh semua yang terlibat dalam
perdagangdn internasional. | :

Berkenaan dengan itu, pendaleman pengetahuan tentang “Letter of
Credit” sangat diperlukan oleh para eksportir, importir dan terutaxﬁna oleh
para eksekutif perbankan yang berhubungan dengan lalu lintas pemﬁayaran
internasional.

Semakin abli dan terlatih para eksportir dalam menyiapkan
masing-masing dokumen pengapalan, semakin mudah pula bagi para
pejabat perbankan dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan déknltten
pengapalan. Hal ini dengan sendirinya akan sangat mempertinggi efisiensi
pengelolaan dokumen di bank devisa. Proses ini akan sangat memperlancar
lalulintas barang dan penyelesaian pembayaran dalam bisnis ekspoir impor
pada umumnya. |

Dalam era globalisasi kelak, penulis berkeyakinan bahwa ﬁeranan
“Letter of Credit” sebagai sarana pembayaran internasional, bukannya akan
berkurang, malah akan memegang peranan yang sangat penting.

Hal inilah yang mendorong penulis menyusun thesis dle:n ga:n judul
"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAF EKSPORTIR DALAM FERJANJIAN
KERJA DENGAN L/C (LETTER OF CREDIT) SEBAGAT ALAT
FEMBAYARAN",




Didalam menyusun thesis ini penulis memohon m:aaf kepada
semua pihak yang buku-bukunya saya kutip dalam thesis ini, kai‘ena semua
ini penulis lakukan semata-mata terdorong untuk dapat m;emperkaya
khasanah ilmu bagi kalangan akademisi dan bagi pengusaha Indonesia yang
bergerak dalam bidang ekspor impor, para eksekuti:f'perbasnkan serta

pemerhati masalah “Letfer of Credit”, |

Penulis bersyukur kehadirat Allah SWT. atas segalai ridlo-Nya
sehingga saya bisa menyelesaikan tulisan thesis ini sebagai tugas riikllil untuk
mendapatkan Sarjana Strate 2 Fakultas Hukum Program Kenotarmtan di
Universitas D1p011eg010 Semarang. Kemudian tak lupa penulis |sampaﬂ.an
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BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalalt

Di dalam era pembangunan ekonomi Indonesia saat ini,
partisipasi masing-masing pibak baik perorangan maupun secara
kelompok sangat diperlukan agar pembangunan di segala bidang yang
sedang berjalan dapat lebih ditingkatkan lagi. Kegiatan-kegiatan dalam
pembangunan mem’mbuﬂ;an masalah yang tidak kecil, sebab &isatﬁ
pihak diperlukan partisipasi masyarakat, sementara dilain pihak
membutuhkan dana ataun modal yang merupakan salah satu faktor
proses produksi dalam pembangunas.

Di dalam masa-masa fndonesis membangun, partisipasi masing-
masing pihak baik perorangan maupun secara kelompok sangat
diperlukan agar pembangunan yang sedang berjalan dapat lebih
ditingkatkan disegala bidang. Kegiatan- kegiatan dalam pembangunan
menimbulkan masalak yang tidak kecil, sebab disatu pihak diperlukan
partisipasi masyarakat, sementara dilain pihak membutuhkan modal
atan dana yang merupakan salah satu faktor proses produksi dalam

pembangunan. Berbicara mengenai masalah permodalan atau




pendanaan, maka akan erat kaitannya dengan lembaga perbankan,
untuk itulah peranan bank diperfukan dalam proses pembangunan.

Disamping adanya persamaun, setiap negara yang ada di dunia
ini antara satu dengan lainnya juga mempunyai perbedaanuperbedaax;
baik ditinjan dari sudut letak geografinya, ekologinya, demografinya,
ekomomi dan sosial budaya, hukumnya, hasil produksinya dan
sebagainya,

Hal-hal seperti ini mengakibatkan antara satu negara dengan
negara lein saling membutuhkan baik dalam bidang ekonomi, tenaga
kerja (termasuk di dalamnya temaga ahli), dan lain-lain. Semwua itu
dimungkinkan karena ada kepertingan atau barang yang hanya dapat
diproduksi dan dihasilkan disalah satu négaramegara tersebut.
Adakalanya produksi yang dihasilkan negara itu belum dapat
dikonsumir seluruhnya di dalam negeri dan ada puls yang masih
memerlukan bantuan negara lain untuk mengolahnya. Karena IaﬁI
karena konsumsi di dalam negeri sudah melebihi dari yvang dibutuhkan,
maka kelebihannya itu dapat di ekspor ke negara lain. Justra karena hal-
hal demikian ity maka menimbulkan perdagangan antara negara satu
dengan negara lainnya,

Dalam setiap transaksi perdagangan selalu m'enimbu]kan hak

dan  kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu, pihak penjual
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di‘;fvajibkﬂn melakukan penyerahan barang yang telah diperjamjikan dan
berhak pula sesuai dengan prestasinya untuk menérﬁnﬂ pembayaran
atas harga barang yang telah dijualnys, begitu pula sebaliknya pembeli
berkewajiban 1£1e111baya1‘ atan melunasi harga dari barang yang
diserahkan dan berhak swcevuntut penyerahan barang yang dibelinya.
Apabila pembeli dan penjual sama-sama berada di dalam suatu
negara atau suatu tempat, maka untuk pemenuhan hak dan kewajiban
masing-masing pihak dapat mudah dilaksanakan dan tidak banyak
mempunyai problem atau masalah yang pelik karena dapat dilakukan
secara cash and carry., Tetapi tidak demikian halnya di dalam
perdagangan antar negara, pembeli dan penjuan terpisah satu sama
lainnya baik secara geografis maupun oleh batas kenegaraan. Begitu
juga dengan perbedasn jenis mata nang yaz-lg berlakn di masing-masing
negara dan peraturanm-peraturan yang 'dikelua'rkan oleh Pemerintah
negara masing-masing dalam bidang perdagangan luar negeri sangat
relevant dan harus pula diperhatikan, Karena dapat terjadi suatu
contrak jual beli (salecomtract) yang telah dibuat antara penjual dan
pembeli tidak dapat dilaksanakan dengan baik akibat dari peraturan
suatu megara yang melarang mengimpor maupun mengekspor atas
barang-barang tertentu seeprti misalnya yang pernah terjadi pada

Persatnan Industri Barang Jadi Tekstil frndonesiz (PIBTI) secara tiba-tiba




telah menerima telex dari pihak pembeli di MEE (Masyarakat Ekonomi
Eropa;‘l) yang isinya meminta agar eksportir pakaian jadi di Fndonesia
menghentikan pengiriman kemeja pria yang dipesannya. Alasannya
mereka tidak lagi memperoleh izin impor dari negaranya karena ada
quota atas pemasukan kemeja pria (katagori 8) dari fndonesia, Begitu
pula pemerintah [ndonesiz telah melarang impor telur dam ayam
pedaging untuk memenuhi kebutuhan hotel-hotel atau keperluan
lginnya di Jakarta.

Pillﬁk penjual ataut eksportir akan berusaha bagaimana cara yang
sebaik-baiknya agar dapat memenuhi kewajibannya untuk mengirim
dan menyerahkan barang atau barang-barang yang dipesan pembeli
ataw importir itu dan menerima haknya atas pembayaran dari barang
atau barang-barang yang telah dikirim dab diserahkanmya kepada
pembeli atau importir. Sebaliknya pembeli atau importir harus
memikirkan pula untuk dapat dengan mudah melakukan kewajibann ya
melunasi harga barang yang dibelinya dan menerima barang ataun
burang-barang itu dengan sebaik-baiknya.

Apalagi pembeli/importir memiliki dan menguasai sendiri
sejumlah alat pembayaran Iuar negeri (devisa), maka ia dapat
melekukan pembayaran baik secara langsang atau setidak-tidaknya

melalui perantaraan Bank kepada penjual/eksportir, Pembayaran




demikian disebut cash payment. Pembayaran secara cash payment ini
bagi pembeli/importir sangat besar resﬂconjﬂ.

Adakalanya  karena  penjual/eksportir  sudah sangat
mempercayai pembeli/importir ataupun karena importir itu adalah
agent dari eksportir, maka eksportir mengirimkan saja barang-barang
yang dipesan importir tanpa menunggu pembayaran atau menuntut
pembayaran pada saat itu, dan akan dibayar setelahbarang sampai atau
barang sudah laku dijual, Dalam hal ini eksportir hanya membuka suatu
rekening tersendiri untuk importir itu dan pembayaran ini dﬂakukaﬁ
dengan melalui open account (rekening terbuka). Cara ini sangat besar
resikonya bagi penjual/eksportir,

Untuk menghindari segala resiko tersebut baik bagi importir
maupun bagi eksportir maka cara yang baik dan relatif sedikit resikonya
inlah dengan cara pembayaran melalui Letter of Credit (L/C) dimana
Bank berfungsi sebagai pemengah antara penjual/ eksportir dengan
pembeli/importir yang masing-masing bertahan tidak mau melepaskan
uangnya. Untuk mengatasi hal itu maka dipakai cara pembayaran
melalui Letter of Credit (1./C).

Bank-bank umum di Indonesin sebagai pelaku utama di dalam

transaksi bisnis antar pihak antar negara dimana ada kesepakatan Letter




of Credit (L/C) sebagai alat pembayaran antara pihak importir pada
eksportir .

Letter of Credit (L/C) yang merupakan primadona dalam
pembayaran transaksi ekspor- impor Mndoresis ternvata dalam
pelaksanaannya adakalanya menimbulkan perbedaan pendapat
diantara para pihak terkait. Perbedaan pendapat timbul karena di
Indonesia belum terdapat keserwgeman pemahaman masalah- masalah
Letter of Credit (L/C). Pevaturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 yang
merupakan dasar hukum Letfer of Credit (L/C) di Indonesia tidak dapalt
dijadikan pedoman pelaksanaan L/C karenma Peraturan Pemerintah
tersebut tidak memuat aturan rinci mengenai L/C. Demikian juga
peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah dimaksud belum

mengatur rinci Letter of Credit (L/C) .

Kasus Asia Jati Furtiture Jepara dengan PT, BNI cabang Jepara

Yang menjadi latar belakang penulisan thesis ini adalah
dikarenakan belum ada pengaturan yang tegas mengenai pelaksanaan
Letter of Credit {L/C) pads hukum nasional untak melindungi
kepentingan eksportir di Indonesin, akibatnya telah dirasakan oleh Asia
Jati Furniture yang berdomisili di Jepara yang pada dasarnya telah

memenuhi segala kewajibannya sesuai yang tercantum di dalam Letter



of Credit (L/C) yang dikelnarkan oleh bank peneibit.. Dimana
penyelesaian kasusnya sampai tulisan ini ditulis belum terselesaikan
dalam arti masih dalam taraf damai belum sampai di pengadilan, dan
cenderung masing-masing pihak membiarkan masalah tersebut tidsk
terselesaikan baik pihak PT. BNI cabang Jepara maupun pihak Asia Jati
Furniture sebagai pihak eksportir. Kasus ini bermula dari hubungan
kerjasama Java Bay vang berkedudukan di negﬂrﬁ Irlandia Utara yang
berkantor cabang di London Inggris dengan pihak Asia Jati Furniture
yang berkedudukan di Jepara Indonesis, yang mana hubungan ini telail
berlangsung lama dan lancar dalam art penyelesaian pembayarannya.
Pada saat order turun lewat faximile yang nantinya menjadikan kasus
Ini terjadi, terjadi kesepakatan bahwa pembayaran memakai Letter of
Credit (L/C) antara kami sebagai pihak eksportir dan Lady Bay sebagai
pihak importir..

Kemudian Letter of Credit (L/C) turun dari bank penerbit
kepada bank kami yaitu bank BNI cabang Jepara maka kami segera
stapkan dan dikirimkan barang sesuai dengan nilai rupiak di isi dazi
Letter of Credit (L/C) tersebut dengan kekurangan/kelebihan yang bisa
ditolerir sebesar +5 % . Pada langkah selanjutnya setelah barang dikirim
kami mengurusi dokumen yang diminta Letter of Credit (L/C) seperti

Bill of Lading dan sebagainys yang setelali terpenuhi segers kami




serahkan kepada bank BNI cabang Jepara sebagaibank penerima Letter
of Credit (L/C), dan selanjutnya dipandang telah memenuhi syarat
yang diminta Letter of Credit (L/C) oleh bank BNI cabang Jepara
memberi kami uang sebesar 80 % dari total Letter of Credit (L/C),
dengan catatan kekurangan 20 % akan diserahkan setelah bank penerbit
membayar Letter of Credit (I/C) kepada bank BNI cabang Jepara.
Tetapi waktu berjalan tidak ada konfirmasi yang masuk, dan pada
saatnya ternyata bank penerbit menjawab “unpaid”. Dan yang kami
sesalkan bank BNI cabang Jepars menuntut pemenuhan pembayaran
tersebut kepada pihak kami sebagai eksportir. Disinilah pangkal
permasalahan mengenai kaburnya pengertian hak dan kewajiban antara
pihak di dalam Letter of Credit (L/C) yang peraturannya secara tegas
belum dibuat.

Disini yang akan dibahas lebih mendalam adalah mengenai
sejauh mana hak dan kewajiban dari eksportir dan Bank penerima
Letter of Credit (L/C) di dalam pemenuhan Letter of Credit (L/C)

sebagai kesepakatan alat pembayaran,

Perumusan Masalah

Berdasarkan apu yang diuraikan diatas beberapa masalah pokok

yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:




Bagaimana hubungan antara UCP dan hukum nasiopal dalem
pelaksanaan L/C,

Bagaimana kedudukan L/C terhadap kontrak dasarnya.

Bagaimana keberadaan L/C sebagai kontrak baku.

Kapan L/C sebagaialat pembayaran dapat dilaksanakan.

Sampai dimana hak dan kewajiban dari eksportir dalam Letter of
Credit (L/C) sebagai alat pembayaran importir sehingga tidak terjadi

salah persepsi/ paham,

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujiian pokok penelitian

thesis ini adalah sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara UCP dan hukum
nasional dalam pelaksanaan L/C .
Untuk mengetahui bagaimana kedudukan L/C terhadap kontrak

dasarnya,

Untuk mengetahui bagaimana keberadaan L/C sebagai kontrak

baku.

Untuk mengetahui kapan L/C sebagai alat pembayaran dapat

dilaksanakan.
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9. Untuk mengetahui sampai dimana hak dan kewajiban dazi eksportir
dalam Letter of Credit (L/C) sebagai alat pembayaran importir

sehingga tidak terjadi salah persepsi/ paham.

D. Kegunaan Penelifian
Dalam rangka menjawab permasalahan dan mencapai tujuan
penelitian, maka digunakan beberapa teori dan praktis dalam rangka
pelaksanaan L/C sebagai dasar analisis, yaitu:
1. Bersifat praktis,
Untuk mengetahui secara langsung praktek pelaksanaan L/C
dari diterbitkan sampai pencairan dana dan kendalanya.
2, Bersifat akademis.
Yaita untuk membantu perkembangan ilmu pengetahuan
khususnya bidang ilmu pengetabuan hukum perdata internasional

dalam kaitannya dengan masalah pelaksanaan prosedur L/C.

E. Sistimatika Penelitian
Disini diuraikan secara singkat isi dari bab per bab, sebagai
berikut :
BAB I :  Mengenai pendahuluan berisi tentang latar

belakang penelitian, pembatasan, masalah,




BAB

BAB

BAB

BAB

II
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pernmusan masalah, tujuan penelitian,
kegunaan  peneliian dam  sistematika
penelitian.

Introduksi teori yang meliputi pengertian
umum yang berisi tentang pengertian L/C
dan prosedur pelaksansannya.

Metodologi yang  meliputi  metode
pendekatan, spesifikasi pemelifian, metode
populasi dan metode sampling, metodé
pengumpulan data, metode penyajian dan
metode analisa data.

Akan  membicarakan  mengenai  Thasil
peneliian dan pembahasan yang melipot
ketentuan-  ketentwan yang mengatur
prosedur pelaksanaan L/C sebagai alat
pembayaran antara dua pihak di dalam
kontrak kerja yang disepakati.

Al%an memuat kesimpulan dan saran dari
hasil penelitian ini. Dan akan diakhiri dengan
lampiran- lampiran yang terkait dengan hasil

penelitian yang ditemukan dilapangan yang




dipergunakan sebagai

pembahasan atas hasil penclitian.
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pendukung
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

Istilak Letter of Credit (L/C)

Didalam dunia perdagangan khususnya dunia perbankan,
dikenal dengan apa yang disebut dengan Letter of Credit (L/C).
mengenai istilah Letter of Credit ini masih banyak terdapat keaneka
ragaman tentang penyebutannya. Biasanya lazim juga di dalam
percakapan sehari-hari Lembaga ini disingkat orang dengan sebutan L/C
yaitu singkatan Letter of Credit dan ada juga yang mengatakan credit
openin (accreditief opening) dimana dalam bahasa Belanda disebut
credietbrief dan dalam bahasa Perancis lettre de credet, sedangkan di
negara Jerman dikenal dengan nama Accreditief dan di negara Belgia
dan Amerika Serikat lebih dikenal dengan istilah crediet tetapi bukan
dalam arti yang sebenarnya bagi kredit,

Didalam buku Mr, WLPA. Molengraff 2e deel 1954 cetakan ke 9
(yang diperbaharui) oleh Mr. Cixr. Zevenbergen membuka kredit atau
Credit Opening sebenarnya adatah bukan credit opening di dalam arti

sebenarnya yaitu suatu pemberian credit (crediet varlening) melainkan

harus diartikan:

13
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“bahwa Bank memberitahukan kepada penjual bahwa uang
yang diperjanjikan dalam perjanjian  jual beli tersebut telah
dikuasai/dipegangnya untuk kepertingan penjualan”?

Untuk memenuhi pengertian sebenarnya tentang membuka
kredit (credit opening) maka perlu kirénya dilihat didalam Gemneral
Provisions of Difinitions article 1b yang isinya sebagai berikut:

“For the purpose of such provisions, definitions and articles the
expressions” documentary credit(s)”. and credit (s} used thevein mean any

arrangement, how ever named of decribed, where by a bank (the issumg bark),

acting at the request and in accordance with the instruction of a customer (the

applicant for the credit);
L. Is to make paymenti to the order of a third party (the beneficiary), or is to pay,
accept of negotinte bills of exc;‘m-iége (drafts) drawn by the beneficiary, or
Il Authorises such payment to be made or such drafts to be paits pccepted or
negotiated by another bank, agamst stipulated documents, provided that the
term and conditions of the credit are complied with,
Apabila kita hubungkan dengan pendapat sarjana CHR.
Zevenbergen tentang pengertian pembukaan kredit yang telah diciter
diatas dengan pengertian membuka kredit yang disebut dalam General

Provisions and definitions article 1b tersebut maka terdapat persamaan,

! Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak 3H., Pembukaan Kredit Rerdokiumen (Documentary
Creditopering) Cetaktan Kedua, Yogyakarta Seksi Hukumn Perdats Dagang Fakultas Hukurn UGM,
1297
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hal ini ternyata dari kalimat “Where by a bank (the issuing bank),
............. dan seterusnya.

Di samping istilah-istilak yang disebut diatas masih ada lagi
dikenal istilah lain untuk lembaga ini yaitu kredit berdokumen
(documenduey credit). Dikatakan demikian karena pembukuan kredit
tersebut dengan dasar penyerahan dokumen-dokumen tertentu
sehinggn apabila peajual (benelicinry) yang berhak atas hivrga harang
yang telah dijualnya kepada pembeli (applicant) maka ia hanyas dapat
meminta pembayaran sejumlah wang dari bank yang bersangkutan dan

bank tersebut harus meminta beberapa dokumen-dokumen tertentu.

Tetapi adakalanya suatu bank telah mensyaratkan untuk menyerahkan

dokumen-dokumen tertentn sewakin penjual (beneficiary) meminta
pembayaran.

Cara yang demikian di dalamn dunia perbankan disebut dengan
istilah kredit blanko (blanko credit). Biasanya dokumen yang dimaksud
adalah dokumen-dokumen dari perjanjian jual beli yang dibuat antara

penjnal dengan pembeli,

Definisi Letter of Credit (L/C)

Pembayaran dengan cara membuka Letter of Credit (L/C)yang
juga disebut acceditief opening terjadi dengan pembayaran yang
dilakukan oleh bank atas perintah dari pembeli untuk kepentingan
penjual. Mengenai definisi dari Letter of Credit (L/C) ini banyak penulis

(yang dapat kita baca di dalam literatur) telah membuatnya antara lain ;
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JT. Sianipar SE? memberi definisi tentang Letter of Credit(L/C)
adalah suatu alat atau surat, yang dikeluarkan olel suatu bank, atas
permintaan dan atas beban si pembeli, Dengan Letter of Credit (L/C) itu
bank tersebut menyetujuibahwa wesel-wesel penjual duput menarik atas
bank tersebut atau lainnya yang ditunjuk dalam Letter of Credit (L/C)
dan bahwa wesel-wesel tersebut jika memenuhi syarat-syarat yang
tercantum dalam Letter of Credix (L/C)nya akan dibayar sebagaimana
mestinya dengan akseptasi dan/ atan pembayaran yang terakhir ini
bergantung kepada jenis wesel-wesel yang ditentukan dalam Letter of
Credit (L/C) yaitu apakah wesel-wesel itu adalah “time bills of
exchange” atau “bill of exchange payable on demand”

Amir M3% Letter of Credit (L/C) adalah swatu surat yang
dikelnarkan oleh suatu Bank atas permintaan importir langganan bank
tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi
relasi imwportir itu yang memberi hak kepada eksportir itu untuk menarik
wesel-wesel atas Jmportir bersangkuta atas sejumlak uang yang
disebutkan dalam surat itu. Seterusnya bank bersangkutan menjamin
untuk mengakseptir atan menghonorir wesel yang ditarik itu asal saja
sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat itu.

Dari definisi-definisi diatas dapatlal kita menarik kesimpulan
bahwa Letter of Credit (L/C) itu adalah suatu perintah (order) yang

biasanya dilakukan oleh pembeli atau importir yang ditujukan kepada

2T Sianipar 8E., Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance) Bagian Pertamna, Jakarta, Penerbit
PT Asuransi Jasa Iidonesiz,

A Arriir MS., Teknik Perdagangan Luar Negeri, Cetakan Kedua, Jakarta, Penerbit Bhatara Karya
Aksara 1980,
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bank 11nfuk membuka Letter of Credil (T./C) agar membayar sejumlah
wang kepada penjual atau eksportiv. Biasanya sebelum . seorvang importix
membuka Letter of Credit (L/C) di suatu bank, si importir telah
membuat suatu perjanjian jualbeli(sale contract) terlebih dahulu dengan
si penjual (eksportir). Berdasarkan kontrak jual beli tersebut si pembel
tadi membuka Letter of Credit (L/C) di sebuah bank dimana ia
berdomisili. Hal ini dilakukannya tidak lain hanya sebagai alat untuk
mempermudah cara pembayaran yang aman kepada si penjual
(eksportir), apabila kalau tempat tinggal masing-masing pihak berlainan
negara, disamping juga untuk memennhi isi perjanjian jual beli yang
telah diperkuat oleh kedua belah pihak yang menjadi dasar pembukaan
Letter of Credit (L/C} tersebut. Letter of Credit (L/C) ini dapat juga
berfungsi melancarkan arus barang dari daerah/ negara surplus ke
daerah/ negara minus. Sebab dengan adanya Letter of Credit (L/C)
maka perdagangan menjadilancar dan mudah dilaksanakan, walaupun
misalnya antara satu negara dengan demgan negara lain yang saling

mengadakan transaksi perdagargan itu berjawhan, Sehingga barang-

- barang yang dihasilkan suatu n:gara yang sudah over produxsi tidak

menumpuk dinegara itu dan dapat diekspornya ke luar negerike negara
yang membutuhkannya.

Diatas disebutkan bahwa dasar daripada pembukaan Letter of
Credit (L/C) adalah pesjanjian jualbeli dimana siimportir (si pembeli) di
dalam salah sata clau-sule dari perjanjian itu menyatakan bahwa ia akan

segera membuka Letter of Credit (L/C) pada suatu bank tertemtu.
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Namun begitu tidaklah tepat apabila dengan adanya clausule itu lantas
dikatakan bahwa credit opening ini sama dengan suatu petjanjian yang
digantungkan kepada suatu syarat, walaupun sebenarnya si penjual
(eksportir) baru akan mengirimkan barangnya setelah si pembeli
menyurnh bank membuka kredit untuk kepentingan penjual atas beban
pembeli
Sehingga dengan demikian dalam pelaksanaan pembukaan
suatu Letter of Credit (L/C), ada beberapa pihak yang berkepentingan
yaitu:
2. Pembelt
Pihak ini mengadakan tramsaksi jual beli dengan pihak
penjual atau eksportir, mengajukan permohonan pembukaan Letter of
Credit {(L/C) untuk pelaksanaan pembayarannya kepada bank devisa
atas nama penjual atau eksportir setelah memenuhi ketentuan yang
berlaku untuk impor seperti Surat Ijin Impor dan lain sebagainya.
Pihak pembeli ini biasanya disebut sebagai importir accountee
ataupun principal.
b. Bunk Pembrkae L/C
Bank Pembuka Letter of C.redit (L/C) ini dalam bahasa
asingnya dikenal dengan the opening bank atau the issuing bank.
Bank ini melakukan pembukaan kredit setelal adanya permohonan
pengeajuan pembukaan Letter of Credit (L/C) dari pemohon kredit
yaitu pembeli.
¢, Bank Penerus I/C
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Setelah The Opening Bank membuka Letter of Credit (L/C),
maka bank tersebut meneruskannya kepada kantor cabang atan salah
satu dazri koresponden banknya di negara eksportir. Bank penerus ini
sering diseBut dengan the Advising Bank atau juga disebut dengan
Negotiating Pank apabila the advising bank ini dikuasakan untuk
membeli wesel-wesel yang ditarik oleh eksportir atas Letter of Credit

(L/C) tersebut.

. Pihak Perijual

Pihak penjual merupakan pihak wntuk mana suatu
permintaan pembukasn Letter of Credit (L/C) dibuke lagi
pelaksanaan pembayaran transaksi yang telah terjadi antars ia (pihak
penjual) dengan pihak pembeli. Biasanya pihak penjual disini disebut
juga dengan eksportir atau beneficiary atau vendor atau drawer yang
menerima Letter of Credit (L/C).

Bank FPernbuka L/C

Bank pembayar Letter of Credit (L/C) yaitu pihak bank yang

disebutkan dalam Letter of Credit(L/C) dimana diterbitkan wesel dan

yang melakukan pembayaran kepada pihak penjual apabﬂa dokumen-

dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi Bank pembayar biasanya -

merupakan pemelihara rekening atau depository corespondent bank

pembuka/ issuing bank.

S Confirming Bank

Confirming bank yaitu bank kedua selain bank pembuka atau

issuing bank yang ikut serta menjamin pembayaran Letter of Credit
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(L/C)ataw menjamin adanya pembayaran wesel yang diterbitkan atas

Letter of Credit (L/C) yang diterbitkan.

g. Negotinting Bank

Negotiating bank ialah bank yang tidak lercantum dalam
Letter of Credit (L/C) yang menyanggupi untuk membelif
mengambil alih/ menegosiasi wesel yang diterbitkan oleh pihak
penjual, Pembayaran ini segera dilakukan terhadap penjual disertai
dengan hak regres kepada penerbit wesel kecuali apabila negotiating
bank merupakan issuing bank, Jadi seperti dimuka telah saya katakan
bahwa advising bank dapat bertindak sebagai negotiating bank yaitu
apabila advising bank itu dikuasakan untuk membeli wesel yang
ditarik/ diterbitkan oleh eksportir/ penjual/ beneiciary atas Letter of
Credit {L,fC} tersebut. Disamping advising bank dapat bertindak

sebagui negotiating bank ialah confirming bank.

h. Rewmifing Bark
Remmiting bank irlah pihak bank yang menerusken
dokumen-dokumen dari penjual kepada issuing Dbank. Pihak
remmiting bank dapat dilakukan oleh advising bank, negotiating
bank atau paying bank.
1 Reimbursing Bank

Reimbursing bank yaitu bank yang melakukan penggantian
atas pembayaran reimbursement) terhadap bank yang melakukan
pembayaran atan membayar, mengakseptasi ataﬁ menegosiasi wesel

atas Letter of Credit(L/C). Dapatbertindak sebagaireimbursing bank
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ialah issuing bank atau bank lain yang mendapat kuasa dari issuing

bank untuk melakukannya.

Proses dalam Pelaksanaan Pembayaran Dengan L/C

Setelah diketahui temtang pihak-pihak yang dapat tesrlibat
dalam suatu hubungan hukum Letter of Credit (L/€), maka sekarang
perlu kiranya diketahui pula tentang bagaimana Letter of Credit (L/C)
itu harus diterbitkan sampai dengan pembayarannya kepada ben eficiary.
Untuk itu aken dikemukakan tahapan-tahapan dari proses tatacara
pembayaran dengan Letter of Credit (L/C) sebagaiberikut:

Pertama, yaitu tahap penerbitan Letter of Credit (L/C) yang
dimulai dngan adanya perjanjian jual beli antara penjuel dan pembeli
(sale contract), dimane disepakati pula bahwa pembayaran akan
dilakukan demgan Letter of Credit (L/C). Oleh karena itu tindak
selanjutnya ialah pembeli/ importir, mengajukan permohonan kepada
bank untuk membukakan credit dengan disertai perintah untuk
membayarkan kepada penjual atau eksportir.

Sehingga dengan demikian importir disebut sebagai pembuka
Letter of Credit (L/C) atan opener, pihak bank disebut Bank Pembuka
(Opening Bank/ Issuing Bank) dan eksportir disebut Beneficiary.

Selanjutnya setelah bank menerima perintah dari importir lalu
meminta pada bank koresponden, yaitu bank di negara eksportir agar

memberitahukan kepada eksportir bahwa telah dibukakan kredit untuk
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pembayaran jual beli itu. Bank vang mempunyai kewajiban untuk
memberitahukan itu disebut dengan Advising Bank.

Kedua, yaitu tahap presentasi/ pengunjukan dokumen, Dalam
tahap ini setelah benefiaisary menerima pemberitahuan dari advising
bank, maka ia segera akan melakukan pengiriman barang-barang yang
telah diperjanjikan dalam tenggang yang telah ditetapkan dan dilengkapi
dengan dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan dalam Letter of
Credit (L/C). Selanjutnys beneficiary menyampaikan dokumen tersebut
kepada Advising Bank atau Confirming Bank dan seterusnya Advising
Bank menyampaikan dokﬁmen-dokumen tersebut kepada Issuing Bank.

Ketiga, tahap pembayaran yaitu setelah issuing bank menerima
dokumen-dokumen dari advising bank, lalu mengadakan penelitian
tethadap dokumen-dokumen tersebut. Apabila telah sesuai dengan apa
yang disyaratkan dalam Letter of Credit (L/C)maka ia akan melakukan :
O pembayaran kepada penjual/eksportir/beneficiary, atau
o reimburs kepada Confirming bank atau kepada bank lain yang telah

melakukan pembayaran atau mengakseptasi atan menegosiasi wesel
~atas Letter of Credit (L/C).

Akhirnya Issuing Bank menyampaikan dokumen itn kepada

pembeli atau opener, setelsh pembeli membayar kredit yang telah

dibuka dari Issuing Bank tadi.

D, Jenis-fenis L/C

1. femis-jemis L/C menurut bentuknya

4. Revocable Letter of Credit (L/C)
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Yang dimaksud dengan Revocable Letter of Credit (L/C)
adaizih Letter of Credit (L/C) yang dapat dibatalkan/ dirubah setiap
saat tanpa persetujuan para pihak oleh Issuing Bank.

Meskipun begitu, penarikan kembeli dari Letter ed:Credit
(L/C) ini dapat dilakukan oleh salah satu pihak sebelum habis
berlakunya Letter of Credit (L/C) tanpa persetunjuan pihak lain.
Menurut article (art. 3a UC-1983) yang menyatakan bahwa:

Suatu revocable credit dapat dirubah atau dibatalkan setiap

waktu oleh bank penerbit Letter of Credit(L/C) tanpa pemberitahnan

terlebih dahulu képa da beneficiary,

Tetapi dalam praktek pembatalan atau perubahan harus

dengan suatu pembatasan yaitn apabila revocable Letter of Credit

(L/C) telah dinegocieer pada suatn tanggal dan pencabutan Letter of
Credit (L/C) diterima,/ dicounter bank sesudah tanggal negotiatie,
maka Letter of Credit (L/C) ini akan dibayar oleh opening bank.

Halitu harus dibuktikan dengan datum post stempelkarena
itu faktor pemanggalan sangat penting. Bila pencabutan revocable
Letter of Credit (1./C) telah diterima sedang Letter of Credit (L/C)
belum dipergunakan, Letter of Credit (L/C) itu batal dan sekali-kali
tidak boleh dipergumakan. Sehubungan dengan hal itu maka sesuai
dengan ketentuan article 9 sub i UC-1983 yang mengatakan

Namun demikian Issuing Bank berkewajibar untuk
meremburs kepada suatu cabang bank atau bank lain kepada siapa

credit itu telah dikirim dan dikuesakan wuntuk melakukan
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p.emba}raran, akseptasi atau negosiasi atas setiap pembayaran,
akseptasi, negosiasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
dan syarat-syarat credit serta setisp amandemen yang diterima
sampai saat pembayaran akseptasi atau negosiasi itu dilakukan oleh
cabang bank atan benk lain tadi, mendshului diterimanya
pemberitahuan perubahan atau pembatalan.

Pengertian Revocable Letter of Cradit (L/C) ini tidak akan
menempatkan penjual dalem posisi yang menguntungkan. Itulah
sebabnya kenapa di dalam praktek Letter of Credit (L/C} demikian
jarang yvang dipergunakan.

Tetapi kadang-kadang penerbitan Letter of Credit (L/C)ini
dijumpai didalam perasuransian, karema Letter of Credit (L/C)
semacam ini dilakukan wuntuk kepentingan cabang/perwakilan
perusahaan asuransi, di dalam melaksanakan pembayaran atas claim

asuransibila ada.

b, Irrevocable Letter of Credit (L/C)

Pengertian Irrevocable Letter of Credit (L/C) adalah Letter
of Credit (L/C) yang diminta oleh bank pemuka Letter of Credit
(L/C) atas permintaan pembeli, yang diterima oleh bank penerus
{Advising Bank) untuk disampaikan kepada penjual/ eksportir,
dimana Irrevocable Letter of Credit (L/C) mempunyei bentuk tidak

dapat dibatalkan di dalam masa berlakunya Letter of Credit (L/C)
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expiry date oleh pihak manapun juga, terkecuali bila telah disetujui
oleh semua pihak. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:
a. pembeli/importir
b. Opening Bank
c. penjual
d. advising bank (mengikat Xkemungkinan bank tersebut telah
memberikan suatu fasilitas kepada relatienya).

Jadi menurut jenis Irrevocable Letter of Credit {L/C) ini
yang bertanggung jawab atas pembayaran Letter of Credit (L/C)
adalah bank pembuka. Hal ini sesuai dengan fungsi Letter of Credit
(L/C) yaitu swatn jaminan yang akan diberikan oleh bank pembuka
Letter of Credit (L/C) kepada penjual bahwa bank akan membayar
berdasarkan dokumen-dokumen yang ditarik sesnai dengan syarat-
syarat Letter of Credit (L/C).

Oleh karena itu dalam hal terjadi permintaan pembatalan
sesuatu Letter of Credit (L/C), bank pembuka Letter of Credit (L/C)
senantiasa mengawatkan kepada advising bank yang berbunyi antara
Iain sebagai berikut:

“Please obtain the consent cancellation of credit no X
cablersply”

Sehingga dengan Irrevocable Letter of Credit (L/C) ini
kepentingan para pihak dapat dilindungi.

[UPT-PUSTAK-UNDIP
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Dalam praktek banyak dilaksanakan pembukaan Letter of
Credit (L/C) dengan irrevocable karena para pihak tidak perln
mere.lsa khawatir bahwa Letter of Credit (L/C) akan dibatalkan.

Meskipun menurut pengertian jenis irrevocable Letter of
Credit (L./C) tidak dapat dibatalkan di dalam masa berlakunya Letter
of Credit {I./C) oleh pihek manapun juga, terkecuali bila telah
disetujui oleh semua pihak, namun ménurut praktek perbankan jenis
Letter of Credit (L/C) ini dapat dibatalkan sebelum jangka waktu
berlakunya Letter of Credit (L/C) habis dan negotiating bank belum
mengambil alih Letter of Credit (L/C) tersebut..

Jangka waktu berlakunya irrevocable Letter of Credit (L/C)
tergantung lamanya waktu yang diminta oleh eksportir, untuk
menyiapkan barang-barang dan dokumen-dokumen sesuai yang
diminta Letter of Credit (L/C) dimana ini telzh disetujuilebih dahnlu

antara penjual dan pembeli sebelum Letter of Credit (L/C) dibuka

Untuk itu jangka wakiu yang dibutohkan harus diperhitungkan .

benar-benar, hal ini untuk menghindari perpanjangan berlakunya
Letter of Credit (L/C) yang akan berakibat kesulitan-kesulitan bagi
pelaksanaannya.

Apabila itrevocable Letter of Credit (L /C) waktuberlakunya
telah habis maka Letter of Credit (L/C) itu dengan sendirinya atau
secara otomatis batal dan tidak boleh sama sekali dipergunakan/
direalisir terkecuali dengan persetujuan tertulis/ kawat dari pembeli

melaluibank pembuka/ opening bank.
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Jika Letter of Credit (L/C) akan diperpanjang masa
b:.erlakunya, maka sebelum Letter of Credit (L/C) tersebut habismasa
bérlakunya semua pihak harus diberitahu dan menurut praktek yang
bertanggung jawab atas ongkos perpanjangan vaitu orang kepada
siapakah perpanjangan yaitu orang kepada siapakah perpanjangan
Letter of Credit (L /C) diminta.

Untuk setiap pembukaan Letter of Credit (L/C) harus
disebutkan secara tegas dan menantumkan secara jelas apakah
irrevocable atau revocable Letter of Credit (L/C).

Hal ini sesuai demgam article 7 sub b UC-1983 yang
menyatakan sebagaiberikut:

Karend itu pada semua kredit harus dengan jelas tercantum
petunjuk, apakah kredit itu bersifat revocable atau irrevocable,

Apabila Letter of Credit (L/C) itu sama sekali tidak
menyebutkan irrevocable maka Letter of Credit (L/C) tersebut
walaupun mencantumkan suatu tanggal yang menetapkan akhir
berlakunya itu harus dianggap sebagai revocable. Ketentuan ini
sesuai dengan article 7 sub ¢ UC-1983 sebagai berikut :

Dalam hal tidak terdapat petunjuk demikian maka kredit akan dianggep
sebagal revocable.

Irrevocable Letter of Credit (L/C)juga diatur pada article 3
UC 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

Asal saja ketertuan dan syaret-syarat credit diperuhi, suatu irrevocable
credit menimbulkan swatu kewajiban mudlak di pihak !'st'??.;g bark unfuk

membayar atau mengatur pelaksenaan pembayaran, bak denigan atau tanpe
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we:sei, jika kredit menjanjikan suatu pembayaran, mengaksep tast wesel-wesel
jika credit menjanjikan akseptasi oleh issuing bark, atau bertangoung jmwab
atas akseptasi dan pembayarsn pads ssat jatuh fempo, jika credit
menjanjikan akseptasi bagi wesel-wesal yang ditarik atns pemohon atau atas
tersangkut lammya yang disebut dalam credit, mewnbely/ menegosiasi tanpa
regres kepada drawers dan atau bonafide holders wesel atas penglihatan atau
wesel berjangka yang ditarik oleh beneficiary atus applicent atau atas drawer
latnnya yang disebut dalam credit, ataupun mengatur pembeliary negostast
wesel oleh bank lair, fika credit menjanyjtkan pembelian,

Suatu irrevocable credit dapat diadopsikan kepada
beneficiary melalui bank lain (the advising bank} tanpa iketan pada
pihak bank itu. Tétapi bila issuing bank memberi kuasa atan meminta
banklain untuk mengeonfirm irrevocable creditnya dan bank tersebut
melaksanakannya, confirmation demikian itu menimbulkan suatu
kewajiban yang mutlak di pihak confirming bank disamping
kewajiban issuing bank. Kewajiban démikian tidek dapat dirubah
atan dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak. Menyetujuisebagien

perubahan tidak berlaku efektif tanpa persetujuan semna puhak.

¢. Irrevocable and Confirmed Letter of Credit (L/C)
Yang dimaksud dengan confirmation of a Letter of Credit
(L/C) adalah surat penegasan dari suatu Letter of Credit (L/C)
yang telah dikawatkan sedangkan confirmed Letter of Credit
(L/C) mengadung arti bahwa bank kedus bertanggug jawab

untuk meneruskan Letter of Credit (L/C) melaksanakan Letter of
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Credit (L/C) tersebut. Antara pengertiamn iirevocable Letter of
Credit (L/C) dengan confirmed Letter of Credit (L/C)itu terdapat
adanya perbedaan, sebagaiberikut

Irrevocable Letter of Credit (L/C) mempunyai pengertian
sebagai suatu Letter of Credit (L/C) yang tidak dapat dibatalkan/
dirubah kecuali dengan persetujuan para pihak, sedangkan pada
confirmed Letter of Credit (L/C), maka Letter of Credit(L/C)ni
merupakan yang diterbitkan oleh issuing bank dan diperkuat lagi
oleh bank lain yaﬁg biasanya berkedudukan di negara penjual,
bank lain itu yang disebut Confirming Bank.

Menurut pendapat beberapa satjana antara lain oleh
Molengraaf-Zevenbergen?! itn mempermasalahkan  istilah
revocable dengan credit yang tidak dikonfirm, sedangkan
irrevocable disamakan dengan credit yang dikonfirm. Namun
menurut pendapat FP. De Rooy kedua istilah tersebut yaitu antara
irrevocable dan confirmed Letter of Credit (L/C) mlempunyai
pengertian yang berbeda. Berdasarkan pengertian tersebut diatas
maka yang dimaksud dengan irrevocable and confirmed Latter of
Credit (L/C) yaitu :

Suatu Letter of Credit (L/C) yang tidak dapat dibatalkan/
dirubah kecuali apabila ada persetujuan dari para pihak, dalam
jenis Letter of Credit (L/C) ini yang bertanggung jawab bank

pembuka/ opening bank selama jangka waktu berlakunya Letter

* Emmy Pangaribuan Simenjuntak, Op. cit.
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of Credit (L/C), dan bank kedua juga bertanggung jawab atas
pembayaran tersebut.

Sehingga dapat terjadi peng-confirm Letter of Credit(L/C)
bersangkutan dilakukan oleh dua bank yaitu bank pembuka dan
dilain pihak oleh bank kedua.

Oleh karena itu jenis Letter of Credit (L /C) ini merupakan
pembayaran yang paling dijamin oleh bank pembuka dan bank
kedua. Sebab jenis Letter of Credit (L/C) ini tidak dapat

dibatalkan/ dirubah sebelum tanggal berlakunya Letter of Credit

(L/C} habis, atau dirubah tanpa persetujuan semua pihak dan

konfirmasinya oleh bank beneficiary menunjukkan bahwa jika
bank pembuka tidak membayar berdasarkan syarat-syarat Letter
of Credit (L/C) yang telah dipenuhi maka confirmed bank akan
melakukannya.

Bagi eksportir jenis Letter of Credit (L/C) ini merupakan
Letter of Credit (L/C) yang paling sempurna, sebab kepentingan
eks,portir dapat lebih terjamin. Bank yangmenambahkan
confirmasinya atas suatu Letter of Credit (L/C) atas permintaan
bank pembuks, lazimnya memperhitungkan confirmation fee
yang bisa dibayar oleh pembuka/ penerima Letter of Credit (L/C)
sesuai dengan bunyi Letter of Credit (L/’C)njm.

Permintaan confirm ini semamntiasa datangnya dari pihak
eksportir barang-barang mengenai transaksi yang akan/sedang

dilaksanakan itu, dengan alasan sebagai berikut:
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o Karena jumlah yang meliputi transaksi besar.

D'“ Karena penjual/ eksportir kurang mengenal/ sangsi mengenai
reputation dan atau credit dari pembeli.

G Karena penjual/ eksportir harus/ akan mengikat kontrak/
memesan barang-Barang dari penjual lain baik di negerinya
maupun dinegeri lain.

0 Karena tidak cukup modalnya dan transaksi meliputi jumlah
yang besar sehingga penjual/ eksportir berhasrat meminta
fasilitas dari bank relatienya.

0 Karena Letter of Credit(L/C) tersebut telah diconfirm oleh dua
bank maka bank-bank relatienys akan lebih mudah untuk
memberikannya.

Sehingga dengan demikian maka penjual/ eksportir dapat
dijamin penuh terhadap pembayaran terhadap transaksi itu dari
dua bank yaitu bank pembuka dan advising bank. Tentang sikap
pihak bank pembuka tentang confirm Letier of Credit (L/C)
bersikap sebagaiberikut:

1. Pihak bank pembuka selalu bersedia memenuhi permintaan ini
asal bank tersebut pada gilirannys mendapat jaminan penuh
pula dari nasabahnya.

2. Bagipihak yang berwenang mempunyai sikap sebagai berikut:
“Mengconfirm suatu Letter of Credit (L/C) mmport tidak keberatan
dalam hal import dengan devisa pelengkap dan devisy bersungkutan

sudah fercatat dan tersedia”
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Kebaikan dari izrevocable and confirmed Letter of Credit
(L/C) yaitu unconfirmed irrevocable Letter of'Creditj(L/C) yang
berarti hanya pembukaan Letter of Credit (L/C) yang bersifat
irrevoceble, tetapi pembukaan Letter of Credit (L/C) ini tidak ada
jaminan daribank kedua terhadap terlaksananya pembayaran.

Pertu diketahui disini bahwa pengertian di Inggris dalam
hal unconfirmed irrevocable, perkataen unconfirmed dianggap
sebagai tidak ada, karena sifat dazi irrevocable tersebwt diartikan

dengan sendirinya dijamin oleh bank pembuka Letter of Credit

(L/C).

2. Dilikat dari segi yang mengeluarkan Letter of Credit (L/C)
a. Bankers Letter of Credit (L/C)

Pengertian dari Bankers Letter of Credit (L/C) yaitu Letter
of Credit (L/C) yang dibuka oleh suatu bank, dimana bank
membuka Letter of Credit (L/C) atas permintaan pembeli texsebut
bertanggung jaws atas pembayarannya, bila syarat-syarat Letter of
Credit {L./C) dapatdipenuhi.

Sehingga Letter of Credit (L/C) yang dikeluarkan bank
mengandung suatu jaminan yaitu :

& Jaminan kepercayaan dari Bank.
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Dalam hal ini bank memberikan/ meminjamkan nama saja
sehingga si pembeli menjadi lebih pecayé, tanpa melibatkan
dirinya untuk bertanggung jawab atas pembayaran atau bank
mengambil alﬂt seluruh kewajiban membayazr, sehingga terjadi
substitusi dari kemampuan membayar si pembeli oleh bank
pembuka,
Adanya Term and Condition, untuk mana si penjual nanti akan
depat memperoleh pembayaran atas barangnya dengan
menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta sesuai dengan
syarat Letter of Credit (L/C). Term and Condition isnya antara
fain :
1.  Invoice harus jelas maksudnya,@élams diterbitkan oleh
"pefijnal dimana harus ‘ménunjukkan nama “pembeli
sebagaimana tertera pada Letter of Credit (L/C)
ii. Dokumen harus diserahkan kepada paying bank pada/
sebelum tanggal pengapalan berakhir atau tanggal

negotiatiie..

iii. B/L harus menyatakan on borad,

¢ Menyatakan tanggaljatuh tempo.

¢ janji untuk membayar.
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Menurut praktek perbankan Letter of Credit (L/C) hanya

da.pat dibenarkan dengan menggunakan bankers Letter of Credit

(L/é).

b. Merchant Letter of Credit (L/C)

Yang dimaksud dengan Merchant Letter of Credit (1/C)
adalah Letter of Credit (L/C) yang dikeluarkan oleh suatu
perusahaan dan bank biasanya hanya meneruskan Letter of Credit
(L/C) tersebut tanpa suatu ikatan maupun tanggung jawab atas

pelaksanaan pembayarannya.

Merchant Letter of Credit (L/C) ini Hdak lazim
dipergunakan disebabkan perkembangan industri dan dagang
yang menghendaki modal yang lebit besar dan perputaran yang
lebih  cepat  mengalili¥an  aktivitas  pembiaysan ke
tanganperbankan.

Menurut SK. Menteri Perdagangan no. 212/ Kp/X1/1970
dinyatakan bahwa |
Atag permintaan importir, Bark devisa dapat fugs meneruskan Merchant
Letter of Credit (L/C) untuk kepentingan supplier di luar negeri. Untuk
pengiriman Merchant Letter of Credit (L/C) ifu bark devisa tidak

memikul tanggung jawab mengenai permbayarannya,
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' Tetapi dalam praktek perbanken di Indonesis Merchant

Letter of Credit (L/C) tidak diperkenankan karema melihat

resikonya yang terlalu besar bagi masing-masing pihak.

3. Jenis-jenis L/C menurut syarat-syaratuyq
@, Documentary Letter of Credit (L/C)

Pengertian documentary Letter of Credit(L/C)adalah suatn

Letter of Credit (L/C) dimanapun pembayarannya dilakukan

dengan penarikan wesel yang dilengkapi dengan dokumen-

dokumen lain sebagaimana disebut pada syarat-syarat Letter of

Credit (L/C). Sehingga di dalam Letter of Credit (L/C) |ini,

dokumen-dokumen merupakan syarat yang pewling vang harus

dipenuhi oleh penjual/ eksportir untuk menerima pembayaran,

Untuk kepentingan importir, maka Letter of Credit {(L/C)

menentukan sendiri syarat-syarat yang harns dicantumkan di

yang dibuka haruslah documentary cedit dimana importir dapat

dalam Letter of Credit (L/C) bersangkutan yang disesuaikan

dengan kebutuhannya baik untuk keperluan pengamanan

administrasi maupun wuntuk memenuhi syarat-syarat yrng

dikehendaki oleh instansi yang mengeluarkan surat izin import.
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Dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan di dalam Letter of

" Credit (L/C) yaitu :

#  Setlengkap dari Bill of Lading
» Commercial invoice

s Insurance Certificate

Selain itu dapat pula ditambahkan dengan dokumen-dokumen
lainnya seperti

= Certificate of Origin

* Packing List

* FEight and measurement list

» Chemical analysis

* Inspection Certificate

* Assembling guide book

* Layout sheme

* Booklet/ brochure

. Open/ Clean Letter of Credit (L/C)

Yang dimaksud dengan Clean Letter of Credit (L/C)yaitu
bahwa di dalam Letter of Credit (L/C) itu tidak dicantumkan
syarat lain untuk penarikan wesel, dalam arti tidak diperlukan

dokumen-dokumen, bahkan pengambilan credit yang tersedia, si
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penerima hanya akan menyerahkan tanda terima kwitansi atan
bukti lain seeprti factur, debet nota, rekening dan lain-lainnya
tergantung keinginan dari si pembuka Letter of Credit (L/C) dan
atau sifat transaksi atau jasa-jasa bersangkutan, Biasanya Letter of

Credit (1. /C) ini dipergunakan untuk pembayaran dalam hal:

Pembelanjaan sekolah anak-anaknya/ keluarga yang berada di

tempat lain

* Pembayaran langganan majalah, pembelanjaan buku-buku
secara teratur dan terus menerus.

* Pembayaran Iain asuransi oleh cabang/ perwakilan di luar
negeri.

= Jasa-jasa lainnya.

Menurut Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH di
dalam bukunya Pembukaan Kredit Berdokumen yang menyatakan
bahwa credit opening dengan syarat blanco berarti bahwa penjual
dapat meminta pembayaran dari bank tanpa penyerahan
ﬁokumen—dokumen dari perjanjian jual beli. Dalam hal demikian
sebagai suatu tagiham luwtang vang pada azasaya adalah takluk
pada sifat dapat diperalihkan.

Meskipun clean Letter of Credit (L/C) tidak teratur secara

jelas pada UCP tetapi melihat pendapat diatas maka berarti clean
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“Letter of Credit (L/C) tunduk padas Pasal-Pasal UCP yang

mengatur tentang transfer/ pengalihan.

4. Dilihat dari segi cara pembayarannya
a. Sight Letter of Credit (L/C)
Pengertian Sight Letter of Credit (L/C) adalah Letter of

Credit (L/C) yang pemwbayarannya oleh negotiatiﬁg bank
dilakukan pada saat wesel diunjukkan oleh eksportir, disertal
dokumen lain yang sesuai dengan syarat-syarat Letter of Credit
(L/C). Tentang kepada siaps yang harus bertanggung jawab
tethadhp pembayaran transaksi tersebut, maka di dalam Letter of
Credit (L/C) bersangkutan dicanlumkan atas nama siapa .Wesel
bersangkutan harus diterbitkan. Wesel tersebut ada yang
diterbitkan atas:
* Bank penerus Letter of Credit (L/C) / advising bank atau
» Bank pembuka Letter of Credit (L/C) / opening bank atau
* Bank ketiga yyaitu principal dari bank pembuka Letter of

Credit (L/C)
* pembeli itu sendiri.

Bila wesel diterbitkan atas pembeli (bukan bank) maka

dikatakan wesel diterbitkan atas pihak ketiga. Tetapi lazimnya




39

Sight Letter of Credit (L/C) senantiasa ditujukan secara khusus
kepada bank-bank koresponden bersangkutan dan bank penerima
Letter of Credit (L/C) sekaligus juga merupakan sebagai bank

pembayar.

b. Usance Letter of Credit (L/C)

Pengertian Usance Letter of Credit (L /C}) adalah Letter of
Credit (L/C) yang pelaksanaan pembayarannya dilakukan pada
saat jatuh temponya wesel berjangka (usance draft) yan‘g
bersangkutan, jangka wakta wesel tersebut bisa bervariasi antara
30 sampai dengan 180 hari.

Untuk Usance Letter of Credit (L/C) ini pada saat wesel

dan dokumen diserahkan negotiating bank tidak melakukan ™

pembayaran, namun eksportir bisa mengajukan permintaan agar
Letter of Credit (L/C) tersebut di discount dengan pembayaran

diskonto yang berlaku,

Usance Letter of Credit (L/C) biasa diterbitkan pada

waktu-waktu hubungan yang normal tidak dapat dijalankan lagi,
dimana keinginan pembeli tidak dapat dipaksakan kepada penjual.

Kemungkinan yang lain si penjual menerima tawaran untuk




melaksanakan pembayaran dengan Usance Letter of Credit (L/C)
bila pembeli itu langganan baik dan sudah dipefcaya.

Di dalam transaksi ini bank memegang peranan sebagai
tersangkut/ bank pembayar. Karena itu pada saat wesel dan
dokumen diserahkan negotiating bank tidak melakukan
éembayaran, namun eksportir bisa mengajukan permintaan agar
wesel tersebut di discount demgan pembayaran disconto yang
berlaku, Ketentwan untuk melakukan diskonto didalem suatu
wesel adalah ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentralnya.
Menurut praktek perbankan di Indonesis diskonto dihitung
pertahun sebanyak 6%, Dengan mendisconto wesel tersebut, maka
si penjual telah mendapat uang tunai dari bank yang mengambil
alih wesel berjangka itu dengan jumlah yang kurang dari jumlah
wesel. Berarti bunga yang akan diterima penjual dioper oleh bank
penjual dan penjual menerima barang bersih,

Penerbitan Usance Letter of Credit {L/C)inibiasanya atas
kehendak pembeli dengan alasan sbagai berikut:

* Pembeli menginginkan kredit barang sedang pembayarannya

ditangguhkan selambat mungkin.

Mendapatkan pinjaman yang sedikit ringan yaita kredit barang.
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* Modal kurang, tetapi kesnggupan, kepercayaan dan repuatasi di
kalangan dunia dagang telah mendapat tanggapan baik sekali.

Menurut BHKPLLD Pemerintah Indonesin tidak melarang
melaksanakan eksport dengan syarat Usance Letter of Credit(L/ C).
karena pemerintah mempunyaimaksud untuk merangsang jumlah
komoditi yang dieksport, bila ekspor banyak maka devisa yang
masuk juga besar.

Demikian juga dalam.hal import diperbolehkan dengan
Usance Letter of Credit (L/C), tetapi tidak semna barang boleh-
diimport dengan Usance, hanya barang-barang tertentu dengan
izin dari Departemen Perdagangan.

Ketentuan tersebut dapat diperkuat dengan kebijakan
Pemerintah dalam bidang eksport dan import, dimana pemerintah
mempunyai tujuan untuk niendorong eksportdenganjalan adanya
kebebasan memilih cara pembayaran maupun menerima cara
pembayaran dari lnar negeri. Usance Letter of Credit (L/C) juga
harus memuat syarat:

* Wesel berjangka ditarik atas dan diaksep oleh bank pembuka.
* Tanggal pembayaran wesel berjangka tesebut selambat-

lambatnya 180 hari setelah tanggal pengapalan barang,
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5. Dilihat memurut Hak Beneficiary
a. T}ansfemb!e/Assignable/Divisiabla Letter of Credit (L/C).

Ketiga istilah itu mempunyai pengertisn yang berbeda-

beda, Transferable Letter of Credit(L/C) yaitu dapat dipindahklan,

Alssignable Letter of Credit (L/C) yaitu orang lain yang dapat
|

ditunjuk dan Divisiable Letter of Credit (L/C) yaitu yang dapat

dibagi-bagi.

w Tetapi pada hakekatnya ketiganys mempunyai maksud
yang sama vaitu Letter of Credit (L/C) yang mengizinkan pihak
penerima Letter of Credit (L/C) memindahkan Letter of Credit
(L/C) tersebut untuk sebagian/ selurnhnya dari be-ne;ficiafy

pertama kepada beneficiary kedua baik seorang maupun beberapa

orang beneficiary, yang berada dalam suatu negara maupun
i

| o
negara yang berlainan.

| Untuk Indenesia lebih condong menggunakan Transferable

Lfetter of Credit{L/C) karena istilah inilah yang dipergunakan oleh
UCP.

Yang menjadi latar belakang adanya Transferable Letter of
C;redit (L/C) disebabkan adanya kedangkalan penjual/ eksportir

it§u sebenarnya bukanlah penjusl/ eksportir dari barang, ia hanya




sebagai perantara, akan tetapi karema bonafiditasnya dan
reputasinya baik maka relasi luar negeri itu hanya mengenal dia
dan menginginkan dia sebagai peilyelextggara dari transaksinya.
Disamping hal tersebut diatas latar belakang adanya Transferable
Letter of Credit (L/C) juga dapat disebabkan karena peraturan
suatu negara mengakibatkan penjual/ eksportir tidak dapat
berhubungan langsung.

Dalam hal suatu Transferable Letter of Credit(L/C) harus
tegas dinyatakan di didban  Letter of Credit (L/C) yan‘g
bersangkutan. Hal ini sesuai dengan article 54 b UC-1983 yang
menyatakan : |

Suatu kredit dapat ditransfer jka secara tegus disebutkan
Transferable Letter of Credit (L/C) oleh 1ssumng bark,

Bila dinyatakan secara tegas itu berarti bemneficiary
mempunyai hak menginstruksikan kepada advising bank dari
Letter of Credit (L/C) ity untuk memindahkan atas nama dan
untuk beneficiary yang lain yang ditunjuk oleh beneficiary pertama
untuk jumlah sebagian atau seluruhnya, dan menegocicer Letter of
Credit (I./C) tersebut yang telah dirubah atas nama beneficiary

yang kedua.




Dari beneficiary pertama pemindahan tersebut dapat
dilakukan sebagian kepada satu atau lebih sébagai beneficiary
kedua. Tetapi davi beneficiary icedua tidak boleh memindahkannya
lagi kepada beneficiary yang lain. Hal ini sesuai dengan article 54e
kalimat pertama UC-1983.

Tegasnya pemindahan hanya dapat dilaksanakan satu kali
saja seluruhnya ataun sebagian dari dan oleh beneficiary semlﬁa
kepada seorang atan lebih beneficiary lain. Alasan ketentuan
tersebut yaitu hwiiwa transferable hanya boleh dipmdahkaﬁ]
diperalihkan satu kali saja disebabkan
a faktor politik
0 faktor harga
0 faktor kerugian

0 faktor barang dengan kwalitas rendah dimasukkan.

6. Dilikat dari Perjanjian
. Restricted/ Straight Letter of Credit (L/C)

Yang dimaksud dengan restricted Letter of Credit (L/C)
yaitu Letter of Credit (L/C) yang hanya dapat dinegosiasi oleh

bank yang disebutkan secara khusus dalam Letter of Credit (L/C)




tersebut. Klausula pembatasan negosiasi oleh bank ini akan
ﬁijumpai p.adu Letter of Credit (L/C) yang berbunyi:

“This eredit is only available with Bank X atau This credit is
restricted to Bank X7

Adanya restricted Letter of Credit (L/C) ini mempunyai |
alasan tertentu yaitu karena adanya hubungan koresponden yang
telah mereka jalin diantara kedua Bank itu, disampi:ng itu adalah:
g untek memudahkan penagihan pembayaran bagi bank

negotiating,

o untuk memberikan kepastian kepada bank pembuka bahwa

bank yang menegosiasi adalah bank yang mereka kenal.

. General Letter of Credit (L/C)

Pengertian dari general Letter of Credit (L/C) adalah bila
suatu Letter of Credit (L/C) yang telah dit;erusk}xamnelalui suatu
bank {advising bank) tidak berisikan klausula tertentu, siapa yang
menegocieer, maka selain dari advising bank itu sendiri, juga bank-
bank lain boleh menegocieer Letter of Credit (L/C) tersebut.

Aspek-aspek ysng harus diperhatikan bank terhadap
kebebasan untuk menegocieer Letter of Credit (L/C) itu, maka

terlebih dahulu harus diteliti:




. 0 siapa yang membuka Letter of Credit (L
bertanggung jawab terhadap pembayaran
atas Letter of Credit (L/C}itu,

o bagaimana kemudian creditstanding
bertanggung jawab terhadap pembayaran

o Adakah syerat-syarat yang luar biasa
dengan Usance bank, perdagangan
peraturan-peraturan dalam negeri

o Siapakah beneficiary Letter of Credit (L/C)

o Apakah dia bonafide dan amankah menego

C) dan siapa yang

‘wesel yang ditarik

dari personalia

esel,
yang bertentangan

Internasiomal dan

i,

cires weselnya,

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 mengatur bahwa

Menteri Perdagangan dan Koperasi (sekarang Menteri Perindustrian dan

Perdagangan ) dan Gubernur Bank Indonesia bersama- sama atan masing-

masing dalam bidangnya mengeluarkan peraturan pelaksanaan atas L/C.

Jika dihubungkan demngan tugas Bank Indoresia

di dalam bidang

pengaturan bank sebagaimane dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999

Tentang Bank [ruloresia sesuai dengan kewenangannya seharusnya telah

mengeluarkan peraturan rinci mengenai L/C bagi

sampai saat ini Bank Indonesis baru mengatur L/C

perbankan. Namun,

secara parsial dan

tidak rinci yang dimuat dalam beberapa peraturan Bank Indonesia.
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Bank-bank umum di fndonesiz sebagai pelaku utama L/C belum
memiliki kesamaan dalam melaksanakan transaksi 'Lj'C. Perbedaan
pendapat ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pertanyaan dan
pernyataan mengenai masalah-masalah yang sama dari L/C yang
diajukan bank-bank umuim kepada Bank Indonesis. Perbedaan pendapat
juga dapat dibuktikan berdasarkan perdebatan-perdebatan mengenai
masalah-masalah L/C diantara sesama bank umum dalam forum
pertemuan Bank Indoresis dengan bank umum. Kalau kalangan bank
umum saja demikian apalagi halnya dengan pendapat para pelaku L/C
lainnya seperti pemohon (applicant) dan penerima (beneficiary),

Perbedaan pendapat rupanya tidak hanya terjadi dalam lingkup
nasional, tetapijuga dalam skala antar negara. Perbedaan pendapat dalam
skala antar negara dapat dibuktikan melalui pernyataan, komentar atau
pertanyaan atas masalah-masalah yang sama dari L/C yang disampaikan
oleh bank-bank komersial luar negeri termasuk bank-bank umum di
Indonesia kepada International Chamber of Commerxce (ICC), dalam hal
terjadi perbedaan pendapat antar sesama bank atau antara bank dan
nasabahnya. ICC diharapkan dapat meluruskan perbedaan pendapat
dimaksud. Perbedaan pendapat secara internasional juga dapat
dibuktikan dengan keberadaan kasus-kasus L/C yang diputus terautama

oleh pengadilan-pengadilan Amerika dan Inggris.




Dalam transaksi L/C, Bank Indonesic mendukung agar semua
L/C diterbitkan bank umum tunduk pada Ltm'_fomt Customs and
Practice for Dvcumentary Credits (UCP) yang berlaku secara
internasional Bank-bank umum sudah melaksanakannya. Demikian juga
di luar negeri, bank-bank komersial sudah menundukkan L/C yang
diterbitkan pada UCP. Persoalannya bukan mengenai penundukan
dimaksud tetapi bagaimana merealisasi L/C berdasarkan LUCP.

LCP tidak mengatur kerjasama antara LICP dengan hukum
nasional dalam pelaksanaan L/C. LICP mengatur secara umum
pelaksanaan L/C secara lintas negara, Sementara hukum Internasional
mengatur teknis pelaksanaan L/C secara lintas negara, Sementara hukum
nasional mengator teknis pelaksanaan L/C  dalam skala nasional.
Masalahnya bagaimana kalau UCP bertentangan dengan hukum nasional
dalam pelaksanaan L/C, mana yang harus diikuti. Pengadilan Indonesiz
ada yang memberlaknkan hukum nasional. Sementara pengadilan
Amerika dan Inggris pa.da umumnya menerapkan UCP sepanjang L/C
tunduk pada UCP,

Sehubungan dengan status UCP yang tidak memiliki kekuasaan
hukum mengikat ( force of Imo ), UCP tidak mengikat secara hukum atas
L/C. UCP tidak bermaksud merumuskan “z complete sets of legal rules”.

Namun demikian, pengadilan Amerika sering menjadikan UCP menjadi
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petunjuk dalam menyelesaikan kasus L/C jika tidak ada peraturan
perundsng- undangan atau putusan hakim terdahulu yang dapat
dijadikan acuan, Sebaliknya pengadilan Indonests dalam penetapan atau
putusannya ada yang belum menyinggung UCP dalam pertimbangan
hukumnya.

L/C yang merupakan kontrak ba-ku (standari confract) ternyata
tidak selalu dapat dilaksanakan.

L/C merupakan kontrak internasional. Kontrak internasionalini
merupakan ketentuan UCP yang mengatakan bahwa L/C adalah janji
dari bank lpenerbit kepada penerima yang keduanya berada dalam negara
yang berbeda, Dalam hal L/C tidak tunduk pada UCP, maka status L/C
sebagai kontrak internasional timbul berdasarkan prinsip-prinsip hukum
perdata internasional yang berlaku bagi kontrak.

Hal lainnya, pemohon kadang-kadang mengkaitkan kontrak
penjualan dengan L/C  dalam transaksi L/C . Dalam hal pemohon
menerima barang yang dibelinya dari penerima tidak sesuai dengan
uraian barang dalam L/C dan kontrak penjualan, kadang-kadang
pemohon melalui penetapan pengadilan ({order) atau putusan sela
pengadilan (#mjuction) meminta bank peneﬂﬁt ﬁ11t111< melakukan
penundaan pembayaran kepada penerima sebelum penerima mengirim

barang yang seharusnya diterima pemohon. Perlaknan ini tidak
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dibenarkan UCP sepanjang semua dokumen { misalnya faktur, dokumen
transportasi, polis asuransi ) yang diajukan oleh penerima telah sesuai
dengan persyaratan L/C..

Yang menarik lainnya UCP tidak mengatur masalah penipuan
(fraud) dalam transaksi L/C. Padahal penipuan merupakan alasan hukum
bagi bank penerbit (issuing bank) atau kuasanya untuk menoclak
melakukan pembayaran L/C  kepada penerima walaupun semua

dokumen yang diajukannya kepada bank sesuai dengan persyaratan L/C,

Selanjutnya adalah perbedaan penafsi;an terhadap ketentuan-
ketentuan L/C . UCP mengatakan bahwa bank penerbit atau kuasanya
melakukan pembayaran L/C jika semua dokumen yang dipersyaratkan
L/C  telah dipenuhi oleh penerima. UC?P tidak mengatur kualitas
pemenuhan dimaksud apakah seratus persen atan boleh kurang seratus
persen. Konsekuensinya, kadang- kadang terjadi penundaan pembayaran
L/C karena harus ditemukan kesamaan penafsiran terlebih dahulu
diantara para pihak terkait atas ketentuan-ketentwan L/C. Kesamaen
penafsiran dapat diperoleh dengan merujuk pada pendapat ICC, putusan
pengadilan, buku ataun artikel mengenai L/C yang ditulis para penulis
terkemuka. Penundaan pembayaran terjadi karena perbedaan penafsivan

merupakan Kkerugian bagi penerima terntama dilihat dari sudut

[PT-TUSTAXWDIP)

B s aadias
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pendanaan. Akan tetapi, penerima tidak dapat berbuat lain sebab
perbedaan penafsiran menimbulkan penyimpangan (discrepancy) yang
merupakan dasar bagi bank pembayar (payimg bark) untuk menunda
bahkan menolak melakukan pembayaran kepada penerima,

Mengenai para pelaku L/C adakalanya memperlakukan L/C
yang berfungsi sebagai alat penjamin (instrumeni of guarantee) yang
dinamakan Standby L/C sama.dengan garansi bank. Perlakuan demikian
terjadi karena menurut para pihek fungsi standby L/C dan garansibank
sama yaitu sebagai jaminan bank yang dapat dicairkan dalam hal terjadi
warpresiasi atas kontrak dasar kedua instrumen tersebut, Para pihak tidak
menyadaribahwa persyaratan pencairan standby L/C tunduk pada UCP,

sedangkan persyaratan pencairan garansi bank tunduk pada Kitab:
Undang-Undang Hukum Perdats den Peraturan Bank Indonesia, |
L/C ada yang berlaku internasional dan ada yang berlaku
nasio;aal. Prinsipnya, L/C yang diatur hukum nasional berlaku secara
nasional, sedangkan L/C vyang tunduk pada UCP berlaku secara
internasional. Tetapi, L/C yang berlaku secara nasional ini adakalanya
terkait dengan L/C yang berlaku secara internasional. Konkretnya, L/C

yang diterbitkan di dalam negeri dilakukan berdasarkan L/C yang

diterbitkan diluar negeri. Dalam halini, bagaimana peranan masing L/C
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tersebut, apakah terpisah satu sama lainnya atau keduanya merupakan
satu kesatuan vang tidak dapat dipisahkan.

Hal menarik berikutnya, L/’.C memiliki sifat surat berharga
(riegitiable instrument). Sifatini tercermin dalam L/C yang dapat dialihkan
(transferable) oleh bank (transferrig pankHepada penerima lainnya atas
permintaan penerima semula, Pengalihan L/C merupakan cerminan
bahwa L/C memiliki sifat surat berharga. Cerminan sifat surat berharga
lainnya pada L/C yaitn bahwa L/C dapat dia]i_hkan pembayarannys
kepdda pihak lainnya atas permintaan penerima.

Hal yang tidak kalah menariknya, UCP tidak mengatur pilihan
hukum menyelesaikan kasus L/C . Sepanjang pelaksanaan L/C bgz‘jalan
Jancar tidak akan ada pertanyaan mengenai pilihan hukum. Akan tetapi,
begitu terjadi kasus L/C sepertiyang terjadi pada CV, Asia Jati Furniture
pertanyaan tersebut timbul untuk menentukan hukum nasional negara
mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan kasus L/C  yang
dihadapi. Pelaksanaan L/C  pada dasarnya melibatkan pemohon,
penerima, bank penerbit dan bank penerus. Hubungan hukum antara
pemohon dan penerima berbeda demgan hukum antara pemohon dan
bank penerbit, antara bank peﬁerbit dan penerima. Konsekuensinya,

penentuan pilihan hukum tergantung pada hubungan yang mana.
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Penentuannya harus sesuai dengan dengan prinsip-prinsip hukum
perdata internasional yang berlaku bagi kontrak, Ini tidak sederhana.

Terakhir, L/C memiliki peranan meningkatkan ekspor non

migas Indonesia, L/C di Indongsie merupakan alat pembayaran disamping

alat pembayarsn lainnya yang sering dipergunakan dalam transaksi

ekspor seperti Rekening Terbuka { Open Account) dan Inkaso (Collection)

Semua permasalahan diatas, pada dasarnya belum ditulis dalam
literatur Indonesis dan juga belum dikemukakan apalagi dianalisis dalam
putusan-putusan ataw penetapan-penetapan pengadilan [ndonesia. Oleh
karena itu, penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian atas
masalah-masalah tersebut dan dalam praktek di lapangan dunia bisnis
terdapat banyak kelemahan dalam pengaturan Letter of Credit (L/C)
yang banyak merugikan eksportir di [ndonesis dan kredibilitas bangsa
diuji disini. Mengenai kasus di Asia Jati Furniture Jepara khususnya,
adalah sebagian kecil dari kelemahan pelaksanaan Letter of Credit (L/C)
di Indonesia, dimana gambaran besar kasus di Asia Jati Furniture yang
merupakan dasar dari penulisan thesis ini.

Hakikat Letter of Credit (L/C) adalah alat pembayaran dan oleh
karena itu keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam

L/C Tharus dipertahankan secars adil dan terbuka. Keadilan dan
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keterbukaan dalam pelaksanaan L/C merupakan suatu keharusan karena

intiL/C adalah perwujudan pembayaran sejumlah uang senilail/C.

Dokumen-Dokumen Di Dalam L/C

Pengertian Letter of Credit yang terjemahannys “kredit
berdokumen”, dimaksudkasialah sebagai suatu cara pembayaran dengan
jalan membuka kredit dari Bank dengan jaminan dari dokumen-dokumen
atas barang-barang yang dibeli oleh pihak pembeli (importir). Oleh
karena itu di dalam L/C dokumen-dokumen yang menyertai sangat
penting artinya baik bagi pihak pembeli {importir) maupun pihak Bank
selaku pemegang kuasa dari pembeli (importir) yang harus melakukan

pembayaran tersebut. Bagi pihak penjual (=penikmat=beneficiary)

dokumen-dokumen itu juga mempunyai arti yang penting pula, karena -

beneficiary baru dapat menerima pembayaran dari issuing Bank apabila
ia telah menyerahkan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan
barang yang diexsport/ dijual.

Dengan demikian berarti dokumen-dokwmen itu tidak hanya
penting bagi para pihak tersebut di atas saja, melainkan juga penting bagi
semua Bank-Bank yang bersangkutan dengan pembukaan letter of credit

itu. Hal ini dengan jelas disebutkan di dalam art. 4 U.C - 1983, sebagai
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berikut : “bakuwa semua pihak yang bersangkutan hanys berurusan dengan
dokumen-dokumen dan bukan dengen barangnya”,

Dokumemdokumt;n yang disyaratkan di dalam L/C harus
disebutkan secara terperinci sebagaimana ditentukan di dalam art. 5U.C -
1983, sebagai berikut : “Semue fntrukst untuk membuka, menguatkan atau

rnerieruskan kredit harus menyphvdkan secara ferperinel dolumeri-dokumern

untuk mana pembayaran, akseptasi ataupun perervsarypenguangsn itu disebut”,

Ketentuan tersebut di atas bertujuan agar Bank-bank yang
membuks, menguatkan ataun menguangkan sebuah kredit dapat
mengetahui dokumen-dokumen mana saja yang harus diminta dari pihak
beneficiary.

Meskipun demikian biasanya dokumen-dokumen yang harus
dicantumkan di dalam L/C biasanya dokumen-dokuinen yang harus
dicantumkan di dalam L/C itu dibatasi pada yang penting-penting serta
sangat diperlukan. Selanjuinya agar diperhatikan pula jangan sampai
dimintakan suatu dokumen vyang tidak mungkin terpenuhi oleh

beneficiary.

Macam-macam Dokumen
Dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam Letter of Credit

“ialah dokumen-dokumen yang diperoleh penjual (beneficiary) pada
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pengd'palim barang-barang yang dikirim kepada pembeli dan lain-lain
dokumen pengawasan yang diperoleh penjual dari i;)ihﬂk-pih&k yang
berwenang sehubungan dengan pengiriman barang tersebut. Dokumen-
dokumen itu jenis dan jumlalinya haruas sesuai dengan syarat-syarat dan
ketentuan yang disebutkan di dalam perjanjian kredit.

Di antaranya dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam L/C
ialah : yang pokok Bill of Ladding, Invoice Polis asuransi dan Packsivg List;
dokumen-dokumen itu di dalam praktek sering disebut “Shipping
documents”. Shipping documents yang harus diserahkan kepada Bank
harus sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum di dalam L/C,
sebab apabila terdapat penyimpangan dari syarat-syarat dalam L/C dapat
merupakan alasan bagi Bank untuk menolak pembayaran kepada
beneficiary. Sehingga dengan demikian maka dokumen-dokumen yang
diterima oleh pihak pembeli (opener) benar-benar dokumen yang sesuai
dedngan syarat-syarat dalam L/C,

Di samping itu masih diperlukan pula doknmen-dokumen
tambahan yang disyaratkan di dalam L/C, yaitu dokumen-dokumen yang
berhubungan kualitas barang dan timbangan serta ukurannya, seperti :

certificate of origin, certificate of quality, certificate of analisys dan weight

certificate.
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Dokumen-dokumen seperti itu sangat berguna sekali bagi pihak
pgmbe]i/opener, karena itu sangat membantu sekali bagi pihak
pémbe]i/ opener untuk memperoleh data-data yang lebih lengkap dan
menjamin kebenarannya untuk mempermndah di dalam penawaran
selanjutnya. Sedang bagi pihak beneficiary dokumen-dokumen itu
merupakan dasar untuk dapat memperoleh pembayaran, persetujuan
ataupun penguangan.

Di bawah ini akan diuraikan satn persatu tentang dokumen-
dokumen serta kegunaannya terhadap L/C, sebagai berikut:

1, Bill of Lading (B/L)

Bill Lading (B/L) disebutkan juga dengan istilah yang sangat
terkenal “Cognossement” atau Surat Muatan Kapal Laut/ B/L ini sangat
penting karena hanya dengan B/L tersebut seseorang atau orang lain yang
ditunjuk dapat menerima barang-barang sebagaimana disebutkan di
dalamnya.

Di dalam hubungannya dengan penguangan L/C kepada Bank,
maka berdasarkan ketentunan-ketentnan pada Uniform Customs and
Practice for Documentary Credits 1983, tidak semua B/1 dapat diterima.
Oleh karena itu Bank wajib untuk meneliti tethadap B/L mana yang boleh
diterima dan mana tidak boleh diterima, seperti yang ditentukan dalam

Article 34 b U.C - 1983 : Bank akan menolak dokumen pengapalan yang memuat
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syarat atay catatan sedenikian iy, kecuali bile kredit itu secara jelas menyatakan

syarat atau catatarn yang boleh diterin.a,

Dari ketentuan itu yang dimaksudkan ialah bahwa Bank akan
menolak B/L yang kotor (Foul B/L = Dirty B/L), maksudnya B/L yang
mengandung catatan tentang kerusakan barang atan cacat-cacat barang.
Jadi yang boleh diterima oleh Bank haruslah B/L yang bevsili atau clean
B/L. Article 26 ¢ U.C - 1983 :

8, Kecuali apabila secara khusus dikuasakan di dalam kredit, maka B/L
dengan sifat sebagai berikut ini akan ditolak.

b. B/L yang dikeluarkan oleh Agen Ekspedisi

c. B/L yang dikeluarkan dalam rangke atau tergantung pada syarat-
syarat pada suatu Charter-party

d. B/L untuk pengapalan dengan kapallayar.

B/L sebagaimana ditentukan dalam Pa55126 ¢ U.C - 1983 akan ditolak
oleh Bank, karena ketiga macam B/L itu masing-masing mengandang
risiko yang tidak kecil, seperti:

0 pada B/L yang dikeluarkan oleh Agen Ekspedisi, ini disebabkan
behwa Agen Ekspedisi tidek mempunyai i<ewenangan untuk
menerbitkan B/, ia hanya berwenang mengurus dokumen-dokumen
pengapalan saja. Yang wenang mengeluarkan B/L menurut ketentuan

Undang-undang ialah Pengusaha perkapalan (Reder) atan agennya
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serta Nachoda. Oleh karena itu maka B/L yang boleh diterima oleh
Bank temtu saja B/L yang diterbitkan oleh pihak Pengusaha
Perkapalan atau Agennya. .

o Pada B/L jenis yang keduna Bank tidak dapat menerimanya, karena
Bank tidak mauberurusan dengan masalah-masalah perjanjian chaster
sebagaimana tercantum dalam Charter-party, Bank hanya mau
berurusan dengan B/L-nya saja.

o Sedang pada jenis B/L yang ketiga risikonya ialah bahwa pengiriman
yang dilakukan dengan kepal layar biasanya diusahakan oleh
prusahaan perkapalan yang tidak besar, serta bahayanya di laut pun
juga besar.

o Article 27 a U.C - 1983 Kecuali ditentukan sebaliknya di dalam credit, B/L
harus menunjukkan bahwa barang-barang telah dimuat di atas kapal yang
disebut atau dikapalkan dengan kapal yang disebutkan itu,

Atas dasar ketentuan tersebut di atas berartibahwa Bank hanya
boleh menerima B/L yang didalamnya menunjukkan bahwa barang-
barang yang dikirim itu benar-Lenar telah dikapalkan atau dimuatkan
pada sebuah kapal sebagaimana disebutkan delam B/L yang
bersangkutan, Untuk dapat mengetahui bahwa barang-barang telah
dimuat di atas sebuah kapal tertentu itu, maka pada B/L harus

menyebutkan dengan kata-kata “Shipped on board” ; dengan demikian
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berarti Perusahaan Perkapalan menyatakan dan mengakuibahwa barang-
barang yang akan dikirim benar-benar telah berada atau dimuat di dalam

kapal.

Tetapi apabila pads B/L memuat kata-kata “Received for
shipment”, maka biasanya B/L demikian akan ditolak oleh Bank, kareua
B/L yang demikian itu menunjukkan bahwa barang-barang yang akan
dikirim belum dibuat dalam suatu kapal tertentur S¢hingga akan dapat
menimbulkan risiko/bahaya-bahaya sebagaiberikut:

a. ketmunlgkinan barang akan dimuat dengan kapal lain, di Iuar kapal
yang telah diperjanjikan,

b. Kesulitan lain ialah apabila terjadi pemogokan di pelabuhan, maka
berartib‘arang-barang tersebut menjadi terbengkelai dan menyebabkan
rusaknya barang yang bersangkutan.

c. Risiko lainnya ialah kemungkinan penambahan ongkos-ongkos lain,
seperti ongkos sewa gudang dan lain sebagainya, Berdasarkan
ketentuan Pasal 506 ayat 2 KUHD maka B/L atau konsumen itu dapat
diterbitkan sebugai atas nama, atas pengganti maupun atas tunjuk.
Sehingga atas dasar halitu dapat dijumpaiedanya :

0 Bill of Lading atas nama,
o Bill of Lading atas pengganti,

o Bill of Lading tunjuk,

EORE IS N
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Klansula-klaunsula atas nama (op - naam}, atas pengganti (aan
order), berfungsi unl‘uk- menunjukkan bagaimana .Bill of Lading itu
harus diperalihkan. Seperti apa yang ditentukan di dalam Pasal 508
KUHD, bahwa sepucuk konsumen atas pengganti diperalihkan dengan
endosemen dan penyerahan suratnya, sedang bagi Bill of Lading atas
nama dan Bill of Lading atas tunjuk meskipun di dalam Pasal 508
KUHD tidak ditentukan bagaiman cara memperalihkannya, maka atas
dasar ketentuan dari Pasal 613 KUH Perd#ta, peralihan Bill of Lading
atas nama (op - naam) tentu saja dengan Akte van Cessie, dan Bill of
Lading atas tunjuk {aan toonder) dengan peralihan dari tangan ke
tangan.

Oleh karena Bill of Lading atau konosemen dapat diterbitkan
atas nama, atas pengganti dan atas tunjuk, maka Bill of Lading ite
dapat digolongkan sebagai surat-berharga (yaitu surat yang dapat
diperdagangkan).

Menurut Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. Bill of
Lading sebagai surat berharga tergolong sebagai surat berharga yang
bersifat kebendaan; karena isi perikatan yvang terkandung di dalamnya
bertujuen untuk penyerahan barang, Sedang menurut Dis, F.D.C.
Sudjatmiko membedakan jenis-jenis Bill of Lading ada beberapa

macam, seperti:
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Recta Bill of Lading, yaitu sebuah Bill of Lading yang ditujukan
kepada nama tertentu sebagaisatu-satunya yang berhak atasbarang
muatan kapal.

Order Bill of Lading, yaitu B/L yang tidak menyebut nama
penerima tertentu atau menyebutkan suatu nama penerima tetapi
dengan kemungkinan pemindahan tangan secara mudah. Cara
pemindahan tangan yeng mudah ini telah cukup diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Dagang (Pasal 508 KUHD), yaitu dengan
membuat endosemen {endossement). |

- Lebih lanjut belian membedakan adanya 3 macam Ozder Bill of

Lading, yaitu :

1.

3.

Order of Shipper

f

Kalau Bill of Lading dibuat berupa Order of Shipper B/L,
dalam instansi pertama pengirim barang dan penerima barang
{Shipper dan Consignee) adalah sama.

Order of Consignee

Dalam B/L jenis Order of Consignee pada kolom penerima

muatan dituliskan nama penerima (Consignee) lalu dibelakangnya

diberi tambahan perkataan of order.

Open Order (Order Blanco)
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Di sind kolom penerima muatan hanya memuat kata order

- saja, ataupun tidak memuat perkataam apa-apa {(blanco

cognossement); dalam kedua hal, siapapun yang memegang B/L
secara hukum dianggap sebagai pemilik sah dari B/L yang
bevsangkutan.

Sedang kalau ditinjau dari pelabuhan tujuannya, dikenal adanya

beberapa macam B/L, yvaitu :

1. Straight B/L (disebut juga Direct, B/L), vaitu B/L untuk

-~

pengangkutan barang dari pelabuhan pemuatan yang ditujukan
langsung ke pelabuhan tujuan.

Through B/L, yaitu Bill of Lading untuk pengangkutan barang dari
pelabuhan muatan yang ditwjukan ke pelabuhan tujuan vang tidak
disinggahi oleh kapal yang memuatnya di pelabuhan asalnya. Jadi
B/L jenisini di dalam pengangkutan barang melaluilaut digunakan
untuk pengangkutan berangkai atan doorgaand vervoer.

Optional B/L adalah B/L untuk pengangkutan muatan yang
pelabuhan tujuannya belum dipastikan pada waktu muatan dimuat
di pelabuhan pemuatan. Tetapi biasanya di dalam B/L itu
menunjuk adanya pelabuhan lebih dari satu pelabuhan tujuan,

misalnya New option New Orleans.
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2. Invoice (Factuur) - ps 41, UCP - 1983

Factuur atau disebut Commercial Invoice merupakan dokumen
yang harus disertakan di dalam L/C. Di dalam U.C - 1983 hal ini
ditentukan di dalam article 41 a, sebagaiberikut :

“Kecualt ditentukan lain di dalam kreditt, faktur harus dibuat qtas
nigma pernohion kredit”,

Faktur adalah merupakan suatu nota yang dibuat oleh penjual
atau eksportir mengenai barang-barang yang dijual kepada pembeli
atauw importir. Faktur itu berisidoterangan-keterangan tentang :

L. Nama, nomer dan alamat lengkap dari pembeli

2. Jenis dan kualitas barang, merk barang, nomer dan banyaknya colli

3. Cara pengepakan barang, nomer pak-paknya, berat bersih/kotor,
ukuran

4. Nama kapal yang mengangkut, nama pelabuhan pemuatan dan
pelabuhan tujuan

5. Persyaratan jual-beli, apakah atas dasar FOB.,C &F. AtauCLF.

6. Harga satuan dan jumlah yang harus dibayar oleh pembeli sesuai
dengan termsjual-beli

Mengingat hal itu, maka di dalam rangkaian dokumen
pengapalan, faktur merupakan sumber data dari kejadian-kejadian

dalam transaksi yang bersangkutan serta merupakan alat pengontrol
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‘mengenai jumlah yang harus ditagih dan keterangan barang. Dan
if.aktur itu sebagai keterangan mengenai pengiriman barang harus
dibuat secara ringkas, jelas dan tegas, serta harus ditanda-tangani oleh
orang yang berwenang di dalam pernsahaan yang bersangkutan.

Di samping itu semua, faktur itu juga mempunyai arti penting
sebagai dasar di dalam penarikan/penerbitan wesel, dan sebagei dasar
bagi jumlah perutupan asuransifpertanggungan serts apabila terjadi
perselisihaw wxtara penjual dengan pembeli, maka faktur itw dapat
dipergunakan suatu bukt tertulis adanya suatu transaksi.

Faktur penxjualan ini biasanya dibuat dalam beberapa eksemplar
sesuai dengan kebutuhan pembeli, serta untuk keperluan penyelesaian

bea masuk di Pabean dan untuk arsip penjual.

Polis Asuransi

Yang dimaksud dengan polis ial-ah akte perjanjian
asuransi/pertanggungan dapat dijumpai dalﬁlil Pasal 246 KUHD,
sebagaiberikut:

“Asuransi atan pertanggungan sdalah suatu perjanjian, dimana
penanggung dengan menikmati suatw premi mengikat dirinya
terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena

kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan,
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yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak
pasti”.

Dari pengertian tersebut di atas jelas bahwa dengan asuransi
seseorang vang memiliki suatn barang memperoleh juminan atas
bahaya yang menimpa serta menimbulkan kerugian, maka dengan
asuransiitu ia dapat memperoleh pengganti kerugian dari perusahaan
asuransi

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asuransi itu tujuannya
untuk meenperalihkan risiko, yaitu risiko yang seharusnya dihadapi
seseorang (tertanggung)kepada seseorang (penanggung) yang bersedia
untuk menanggung risiko tersebut.

Kemudian apa yang diperjanjikan antara pihak penanggung
dengan tertanggung itu semua dimasukkan dalam suatu akte yang
disebut polis. Sehingga di dalam hal ini polis sebenarnya hanya
berfungsi sebagai alat bukti bahwa telah ditutup adanya asuransi atas
suatu barang, dan apabila barang yang bersangkutan terti;npa bahaya
yang menyebabkan barang itu rusak atan hancur maka déngan polis

seseorang yang menderita rugi itu dapat menuntut ganti rugi kepada

penanggung.
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Tetapi di dalam praktek polis itu sudah disediakan oleh pihak
;;JeruSﬂIlaan asuransi, bahkan merupakan bentuk polis yang baku atau
standard.

Di dalam Uniform Customs and Practice for Documentary
Credits article 35 sampai dengan article 40, -tidak ada penyebutan
tentang polis itu, melainkan hanya disebut tentang Insurance
Document.

Meskipun demikian menunrnt hemat kami yang dimaksadkan
Insurance Documents, tentunya adalah polis (Pasal 255 KUHD)
Memang, sementara polis belum dibuat dapat pula diberikan sebagai
ganti sementara ialah Covernote (Sluit nota).

Sedang di dalam Documentary Credit Operations mengatakan
sebagai berikut:

Sedang di dalam Documentary Credit Operations mengatakan
sebagaiberikut:

"Unless the credit calls for an insurance policy, Insurance
certificates may be used to cover separate shipments”,

Dengan demikian insurance documents itu dapat berupa polis

atau sertificat (tergantung dari persyaratan yang dikehendaki dalam

kredit).
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Demikian juga menurut penjelasan di dalam “Recognizing and
handling documents” yang diterbitkan Bank Negara Indonesie 1946,
dikatakan :

“Dokumen asuransi dapat berbentuk polis dan sertificat.

Bila berbentuk polis, maka dokumen tersebut, berisikan lengkap,
semua ketentuan-ketentuan maskapai tersebut, demikian pula syarat-
syarat pertanggungan daeri masing-masing clausula dari risiko yang
dipertanggungkan. Certificaat of insurance berbentuk keringkasan
daripada polis ({abbreviated insurance pol = polis yang

diperingkas/ dipersingkat). Certificaat ini hanya berisikan conditie-

conditie daripada risiko yang pertanggunpgkan”.

Oleh karena itu dasar ketentuan tersebut, apabila yang
dipergunakan sebagai dokumen di dalam L/C itu polis, maka cara
pembuatan polis harus lengkap; temtunys minimal harus berisi
ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 256 KUHD
juncto Pasal 592 KUHD. Sedang kalau yang digunakan sertitikat boleh
dibuat secara singkat/ringkas.

Hal-hal yang perlu diperhatikan terhad'ap dokumen asuransi di
dalam L/C sesuai dengan ketentnan-ketentnan dari Uniform Customs
1983, antara lain :

8. Tentang pihak yang dapat mengeluarkan dckumen asuransi,




69

Dokumen asuransi harus  dikeluarkan dan/atan

ditandatangani oleh Perusaliaan asuransiatan Agennya ataw oleh si

penanggung. Sedang Cover note yang dikelunarkan oleh Perantara

(Broker) Bank akan menolaknya, kecualikalaw halitu
diizinkan di delam kredit itw (article 35 a dan

demikian?

memang telah

b). Mengapa

Ratio dari ketentuan ini ialah karena broker itu bukan

pihek yang berwenang mengeluarkan cover nota/polis asuransi

Broker adalah barang yang mewakili pihak terts
dengan Agen, agen merupakan wakil dari pihak pen
memang pihak yang berwenang membuat Cover n
dokumen asuransi itu,

. Tentang tanggal pembuatan asuransi

ngoung; lain
anggung, jadi

pte/polis atan

Tanggal pembuatan dokumen asuransi, yang dimaksudkan

ialah tanggal syah kapan penmanggung mulai bertanggung jawab

atas risiko yang diperalihkan kepadanya, Sebab berdasar ketentuan

article 36, apabila tanggal pada dokumen asuransi dipuat kemudian

daripada tanggal pengapalan atau pemberangkatan barang (tanggal

pada B/L), Bank akan menolaknya. Ratio dari persy|
bahwa apabila tanggal pengapalan barang sebagaim

di dalam B/L-nya, berarti sejak tanggal pengapals

aratan iniialah
ana disebutkan

n sebagaimana
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tersebut pada B/L sampai tanggal asuransi, imbul suatu waktu
yang vacuum, artinya barang yang dikapalken itu tidak ditutup
asuransinya, sehingga apabila terjadi kerusakan atau kerugian atas
barang-barang tersebut tidak dijamin penggantiannya oleh pihak
penanggung.

Oleh karena itu senantiasa disyara.t]::an, bahwa tanggal
dokumen asuransi harus lebih dahulu darvipada tanggal B/L.
sehingga kesdaan vacuum itw dapat dihindarkan. Untuk
menanggulangi keadaan seperti itu biasanya ditempuh dengan cara
menutup asuransi/pertanggungan dengan syarat “ware house to
ware house”.

Jummlah asuransi/ pertanggungan yang ditutup

Jumlah asuransi; pertanggungan ialah suatu jumlah wang
dengan nama seorang penanggung akan bertanggungjawab untuk
mengganti kerugian Kepada seorang tertanggung apabila kerugian
yang disebabkan evenement benar-benar terjadi.

H.M.N. Purwosutjipto, 5.F. mengatakan sebagai berikut:

“Tumlah pertanggungan (de verzekerde som), yakni
jumliah maksimum uang sebagai batasan tertinggi dan kewajiban

penanggung untuk mengganti kerﬁgian kepada tertanggung”.
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Jumlah asuransi/ pertanggungan inipada umumnya selalu
dicantumkan di dalam dokumen asuransi, seperti pada polis atan
pada  Cover note  atau  sertifikat  asuransi.  Jumlah
asuransi/ pertanggungan yang dicantumican di dalam polis dapat
maksimal senilai dengan nilaibenda pertanggungan (Pasal 253 ayat
(1) KUHD), tetapi dapat juga ditentukan dibawah harga benda atau
di atas harga benda. Apabila jumlah asuransi/ pertanggungan
ditentukan sama denggn.harga benda, maka pertanggungan itu
disebut pertanggungan/asuransi dengan jumlah penuh. Sedang
kalau jumlah asuransi/pertanggungan ditentukan di bawah harga
benda disebut pertanggungan di bawah nilai (Over-insured) Tetapi
dalam haljumlah asuransi/ pertanggungan ditentukan diatas harga
bendanya, maka yang akan diganti oleh penanggung maksimum
senilai dengan harga bendanya (Pasal 253 ayat (1) KUHD).

Dalam hubungannya dengan L/C mengenai dokumen
asuransi itn pada Pasal 37 a U.C - 1983 ditentukan bahwa jumlah
asuransi dalem dokwmen asuransi harus dinyatakan dalam mata
nang yang sama seperti pada kredit itu,

Ketentuan seperti itu mempunyai maksud agar kalau
barang-barang yang diasuransikan sebagaimana dimaksud dalam

L/C benar-benar mengalami kerusakan atau musnah, maka pihak
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Issuing Bank akan mendapat ganti rugi yang sama dengan nilai
L/C yang menjadi kewajibannya untuk membayaf.

Selanjutnya di dalam article 37 b U.C - 1983 menentukan
bahwa jumlah asuransi yang harus ditutup minimal senilai dengan
harga C.LF. berarti meliputi harga barang itu sendiri ditambah
ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh penjual untuk pengiriman
barang (Cost) ditambah biays penutupan asuransi (i=insurance)
ditambah uahg angkutan dengan kapal (F=freight). Tetapi apuabila
harga C.LF. barang tidak dapat ditentukan pada dokumen, maka
bank akan menerima sebagai jumlah minimum ialah jumlah dari
kredit yang dibuka atan jumlah dari faktur yang bersangkutan;
tergantung mana yang lebih besar.

. Risiko-risiko vang diasuransikan

Dalam article 38 a U.C - 1983 ditentukan bahwa kredit
haras secara jelas menyatakan jenis asuransi yang diminta serta
risiko-risiko tambahan bila halitu ada,

Penggunaan istilah-istilah vyang tidak tfegas agar
dihindarkan, tetapi apabila istilah yang tidak tegas dipergunakam,

maka bank akan menerimea dokumen sebagaimana adanya.
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Packing List

Packing List disebut juga sebagai draft pengepakan atau daftar
isi peti. Oleh karena itu maka di dalam packing list itu lazimnya berisi
dattar atau perincian lengkap mengenai barang-barang yang terdapat
di dalam setiap peti. Maksudnya agar supaya tiap-tiap peti dapat
dengan mudah diketahuiisinya, baik jenis maupun jumlahnya.

Packing list ini penting dalam hal barang-barang yang dikirim
itn tidak sejenis atau tidak sama benfuk atau warnanya. Sehingga
dengan adanya Packing list ini kemungkinan terjadingwukekeliruan
dapat dikurangi, misalnya pada barang-barang kelontoneg, tekstil,

mesin dan sebagainya.

Dokumen— dokumen Lainnya

Apabila dokumen-dokumen lain diperlukan, seperti resu
gudang, perintah penyerahan, faktur konsuler, sertifikat negara asal
barang, ukuran berat, kualitas barang atau sertifikat perincian dan lain-
lain,

Dengan demikian maka selain dokumen-dokumen yang telah
diuraikan di muka, di dalam Letter of Credit (L/C) masih disyaratkan
adanya dokumen-dokumen lainnya, seperti tersebut dalam article 33

UC-1974 yaitu antara lain :
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a. sertifikat negara asal barang (Cextificate of Origin)

b. faktur konsuler {Consuler Invoice)

¢. keterangan ukuran berat (Cortificate of Weight)

d. keterangan kualitas barang (Certificate of Inspection)

e, sertifikat perincian barang ((Certificate of Analysis).

Dokumen-dokumen ity mempunyai arti penting di dalam

Letter of Credit (L/C) antara lain :

0 bahwa dokumen itu diperlukan sebagal keharusan untuk
memenuhi  persyaratan  dari peraturan-peraturan  negara
pengimport.

g bahwa dokumen itu juga diperlukan oleh pembeli sehubungan
dengan bea masuk dan lain-lain.

0 bahwa dokumen itujuga berguna sebagai alat kontrel bagi pembeli
tentang pelaksanaan dari perjanjian jual beli yang bersangkutan.
Persoalan selanjutnya ialak, apakah dengan diserahkannya

dokumen oleh penjual kepada advising bank tepat pada waktunya secara

otomatis penjual akan meemperoleh pembayaran dari advising bank,

Karena pada saat penyerahan dokumen oleh penjual kepada advising
bank, maka advising bank tidak akan melakukan pembayaran kepada
penjunal. Melainkan dengan diterimanya penyér&han dokumen ifu,

advising bank selanjutnya mengirimkan dokumen itn kepada issuing
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bank dtan kalau confirming bank, dan pembayaran baru akan
dilaksanakan setelah mendapat perintah untuk itu dari issuing bank atau
confirming bank. Dengan demikian berarti advising bank tdak
mempunyai kewajiban kepada penjual, tetapi semata-mata advising bank
hanya sebagai pemegang kuasa dariissuing bank atau confirming bank,
Pemohon yang meminta bank genm%;it untuk menerbitkan L/C
berhak atas barang yang dibayar berdasarkan L/C tetapi berkewajiban
membayar kembali kepada bank penerbit yang untuk dan atas nama
pemohon melakukan pembayarvan harga barang dengan L/C kepada
penerima yang menyampaikan kepada bank penerbit dokumen-dokumen
yang dipersyaratkan L/C yang mewakili barang yang dijual kepada
pemohon, Jika bank penerbit memberi kuasa kepada bank yang ditunjuk
untuk melakikan pembayaran harga barang kepada penerima, bank
penerbit berkewajiban membayar kembali kepada bank yang ditunjuk
sejumlah wang yang telah dibayarkannya kepada penerima. Hak dan
kewajiban masing-masing pihak adalah sesuai dengan kesepakatan
berdasarkan kontrak vang disetujui pera pihak yang memuat jumlah
pembayaran -yang akan direalisasikan sebagai pengganti pengiriman
barang oleh penerima kepada pemohon., Saat pelaksamaan hak dan

kewajiban juga dilakukan dengan merujuk padas kesepakatan masing-

UPT-PUSTAR-UNDID
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masing pihak berdasarkan kontrak. Demikian juga halnya dengan
pembayaran biaya dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban.

Berkenaan dengan itu. Dikemukakeawbeberapa kerangka teori
dalam pelaksanaan L/C sebagai berikut, Ketentuan internasional L/C
d;.i_:muilt dalam UCP., UCP mengatur pelaksanaan L/C secara
internasional tetapi hanya bersifat pengaturan umum, Ketentuun teknis
pelaksanaan L/C tidak diatur oleh UCP, tetapi oleh hukum nasional.
UCP tidak dapat mencampuri apa vang diatur hukum nasional, tetapi
hukum nasional dapat mencampuri materi aturan UCP. UCP dan hukum
nasional tidak memiliki hubungan hierarkikarena UCP bukan bagian dari
peraturan perundang-undangan suatu negara.

UCP yang merupakan hasil karya ICC kekunatan mengﬂcatn;!a
secara hukum tidak dapat disamakan dengan kekuatan mengikat produk
hukum legislatif atau produk hukum yudikatif pada tingkatnasionalatau
konvensi pada tingkat internasional. UCP merupakan seperangkat
ketentnan mengenai L/C yang penggunaannya didasarkan pada
kesepakatan para pihak. 5ehingga, kalau para pelaku L/C man tunduk
pada ketemtuan-ketentuan UCP, maka dalam L/C harus dimuat
pernyataan tunduk pada UCP. Pernyataan tunduk dapat dilakukan
terhadap keselurnhan atan sebagian ketentuzn UCP. Dalam hal L/C

hanya tunduk pada sebagian ketentuan UCP, berarti L/C mengatur
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sendiri klausul-klausul tertentu yang berbeda atau klausul-klausul
tertentu dari L/C bertentangan dengan ketentuan pCP. Hal demikian
mencerminkan bahwa pemberlakuan ketentuamketéntuan ﬁCP adalah
seanﬂai.deﬁ.gan asas kebebasan berkontrak sebagaimana i Indonesia diatur

dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. L/C

diterbitkan untuk merealisasikan pembayaran konirak dasar. L/C adalah -

kontrak pembayaran, sedangkan kontrak dasarnya adalah kontrak
penjualan. Realisasi L/C dilakukan atas dasar penyerahan dokumen-
dokumen yang dipersyaratkan L/C , sedangkan ;‘eaﬁsasi kKontrak dasar
dilaksanakan berdasarkan pengiriman barang sesuai dengan persyaratan
kontrak dasar. Dikatakan, pelaksanaan L/C terpisah dari pelaksanaan
kontrak penjualan.

- Berkenaan dengan keterpisahan antara L/C  dengan kontrak
dasarnya terdapat sebuah teori yang dinamakan Absoluie Payment Theory,
Teori ini didasarkan pada putusan pengadilan Amerika dan Inggris yang
menga.takan bahwa dengan penerbitan L/C pembeli telah memenuhi
kewajibannya berdasarkan kontrak penjualan untuk membayar penjual.
Berdasarkarn L/C tersebut, penjual hanya berhak memperoleh
pembayaran hasil ekspornya dari bank penerbit, Penjual tidak dapat
menuntut pembayaran hasil ekspor kepada pembeli karema L/C

dianggap sebagai pembayaran mutlak (absolute payment).
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Sebagai kontrak, L/C merunpakan alat pembayaran, tetapi bukan
pembayaran itu sendiri. Oleh karena itu, L/C perlu dibakukan menjadi
kontrak baku agar seragam dan mudah direalisasikan menjadi
pembayaran. Ndmun demikian, jika kepentingan suatu mnegara
menghendaki lain, maka kontrak baku tersebut dapat tidak diikuti secara
ntuh melainkan  disesuaikan dengan kepentingan mnegara yang
bersangkutan, Di Indonesie terdapat penyimpangan-pemyimpangan
terhadap L/C sebagai kontrak baku yang diantaranys adalah
pencantuman klausul-klausul yang menyatakan bahwa L/C  hanya
dapat dialihkan ke negara ketiga atas persetwjuan bank penerbit,
perusahaan pelayaran yang mengangkut barang harus perusahaan
tertentu, L/C sebagai kontrak Laku dan L/C yang menyimpang dari
kontrak baku masing-masing berjalan sendiri- sendiri dan tidak perlu
dipertentangken satu sama lain,

Sebagai kontrak internasional, L/C lahir atas dasar ketentuan atan
berdasarkan kesepakatan antay banl; penerbit dan penerima. Dalam
mewujudkan L/C sebagai kontrak internasional baik karena ketentuan
UCP maupun karena kesepakatan satu hal harus dipenuhi yaitu terdapat
persetujuan penerima yang direalisasikan dalam bentuk penyerahan oleh
penerima kepada bank penerbit dokumen-dokumen yang dipersyaratkan

L/C . Persetujuan penerima merunpakan syarat terwujudnya L/C sebagai
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kontrak internasional karema L/C diterbitkan secara sepﬂak oleh bank
penerbit. Pank penerbit da.n peunerima terikat secara hukum sejak
penyerahan dokumen-dokumen L/C dari penerima kepada bank
penerbit.

Sebagai alat pembayaran, L/C dibayar oleh bank penerbit kepada
penerima vang menyerahkan dokumen-dokumen sesuai dengan
persyaratan L/C. Berkenaan dengan hal ini terdapat suatu teqri yang
dinamakan Agewey Theory, Menurut teori ini yang didasarkan pada
pemikiran H.C. Gutteridge seorang pakar hukum L/C Inggris, dalam
kontrak penjualan terdapat kuasa (suthorify) secara tersirat dari penjual
kepada pgmbe]i untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan
pembayaran dalam kontrak penjualan, Gutteridge lebih jauh mengatakan:
“Threfore a buyer who, at the tnsfance of the seller, procures ihe Issues of an

revocable credit in favowr of the seller, may be deemed ko act as the seller’s agent

Jor this purpose, and there comes mto exwstence g contract encillary to the

costtract of sale by which the banker promises fo pay the price fo the seller in
congideration of a promise by the seller fo place him m possession of the
ducuments of tittle fo the goods”

Inti teori ini ialah pembayaran L/C dilakukan oleh bank penerbit atau

kuasanya hanya jika penjual menyerahkan kepada bank vyang
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bersangkutan docusment of tiitle yaitu konosemen (Bl of Ladmg) yang
sesuai dengan klausul-klausul L/C .

Teori L/C berikatnya yang berkenaan dengan L/C sebagai alat
pembayaran adalah Trust Theory, Menurut Trust Theory dana pembeli
yang dibayarkmanlingsung kepada bank penerbit merupakan dana khusus
yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran kepada
pemegang wesel apakah penerima atau bank pengaksep (sccepting bark)
yang telah dilakukan pembayaran L/C kepada penerima. Bank penerbit
berfungsi sebagai “trustee”. Teori ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa
L/C mencerminkan kewajiban mutlak dari bank pembayar sebagaikuasa
dari bank peneibit untuk membayar wesel yang disertai dengan semua
dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C .

Teori lainnya vang sejalan dengan Agency Theory danm Trust
Theory adalah Seller’s Offer Theory. Teori ini yang didasarkan pada
pemikiran Thayer mengatakan bahwa penjual dengan mengatur dalam
kontrak penjualan ketentnan L/C  yang tidak dapat diubah ataw
dibatalkan (mrevocable) menawarkan untuk menyerahkan document of
tittle atas barang kepada bank pembayar, bukan kepada pembeli, sebagai
imbalan atas janji bank pembayar membayar wesel penjual. Bank
pembayar membayar wesel penjual jika tidak ada penyimpangan antara

dokumen-dokumen yang diajukan dan persyaratan L/C .
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Sebagai alat penjaminan, L/C dinamakan Standby L/C, Standby
L/C  memiliki persamasn dengan Garansi Bank yaitu sama-sama
merupakan alat penjamin, Tetapi, keduanya berbeda bila dilihat daxi
syarat-syarat yawgrdiperlukan untuk pencairannya. Standby L/C pada
prinsipnya dapat dicairkan tanpa diperiukan pembuktian {fakta
wanprestasi atas kontrak dasai, sedangkan Garansi Bank pada dasarnya
dapat dicairkan setelah ada pembuktian fakts wanprestasi atas kéntrak
desar. Penyebab perbedaan ini adalah UCP yang mengatur Standby L/C
tidak mengatur perlunya pembuktian fakta wanprestasi atas kontrak
dasar sebagai syatat pencairan Standby L/C , sebaliknya Kitab Undang-
undang Hukum Perdata yang mengatur Garansi Bank mengatur perlunya
pembuktian fakta wanprestasi atas kontrak dasar sebagaisyarat pencairan
Garansi Bank, Standby L/C  dapat dicairkan sesuai dengan persyaratan
yang dimuat di dalamnya, sedangkan pencairan Garansi Bank harus
memperhatikan peraturan perundanglundangan yang mengaturnya.

L/C untuk jenis “back to back”™ di Imdonesic hanya dapat
dilaksanakan jika dibantu oleh L/C  yang berlaku nasional yang di
Indoriesia dinamakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN),
Dalam hal ini Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
merupakan perpanjangan tangan dariL/C . L/C adalah dasar penerbitan

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Untuk merealisasikan
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L/C, maka Surat Kredit Berdokwinen Dalam Negexi (SKBDN) tidak boleh
bertentangan dengan L/C terlepas dari ketentuan yang berlaku terhadap
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Dengan demikian,
L/C vyang betlakn internasional dilaksanakan demgan Surat Kredit
Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang berlaku nasional. Kedua“—
duanya digunakan untuk merealisasi satu kontrak penjualan yang sama.

UCP tidak mengatur pilihan hukum untuk menyelesaikan kasus
L/C . Pilihen hukum pada kontrak dasar, tidak selalu dapat digunakan
untuk menyelesaikan kasus L/C . Ketiadaan pengaturan pilihan hukum
dalam UCP dapat diatasi dengan cara-cara pihak mengatur dalam L/C
pilihan hukum yang digunakan dalam hal terjadi kasus L/C . Jika L/C
tidak memuat klausul pilihan hukum, maka hukum nasiomal yang
berlaku atas [/C  ditemtukan berdasarkan teori hukum perdata
internasional.

Dalam hukum perdata internasional, pada dasarnya digunakan
dua (2) teori untuk menentukan hukum nasional yang berlakubagiL/C.
Teori yang pertama, adalah teori tempat pelaksanaan L/C (lex loci

solutiors). Menurut teori ini hukum nasiomal yang berlaku bagi L/C

adalah hukum negara bank penerbit karema pade negara tersebut

dilakukan penerbitan dan pembayaran L/C . Teori yang keduas, adalah

teori keterkaitan yang paling dekat dan paling nyata (losest ard most real
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corection). Menurat teori ini hukum nasional yang berlakn bagi L/C
adalah hukﬁm nasional dari negara yang memiliki keterkaitan yang
paling dekat dan paling nyata dengan transaksi L/C . Teori yang kedua
ini merupaizan teori yang paling umum digunakan dalam rangka

menentukan hukum nasional yang berlaku untuk L/C.

Dalam rangka meningkatkan ekspor, L/C hanyalah salah satu

alat pembayaran saja dari keseluruhan alat pembayaran yang ada satu
kesatuan. Sasaran akhir suatu ekspor ialah pembafaran. Pembayaran ini
akan lebih pasti jika ada janji pembayaran dari bank vang diwujudkan
dalam bentuk penerbitan L/C . L/C dengan démikian, memiliki peranan
penting dalam rangks meningkatkan ekspor. Peranan penting L/C ini
dapat lebih myata lagi dilihat berdasarkan angka-angka statistik yang
menunjukkan masih dominannya L/C  sebagai alat pembayaran
dibanding dengan alat pembayaran lainnya seperti Rekening Terbuka
{Open Account), Inkaso (Collection), dan Penitipan (Consignment). Oleh
karena itu, pemahaman yang baik dari pengusaha tethadap L/C sangat
diperlukan,

Demi mencegah perbedaan penafsiran atas terminclogi yang
digunakan dalam buku ini, perlu dijelaskan definisi operasiomal dari

beberapa terminologi dimaksud.
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L/C (Letter of Credit) adalah janji membayar dari bank penerbit
kepada penerima yang pembayarannys hanya dépat dilakukan oleh
bank penerbit jika penerimia menyerahkan kepada bank penefbit
dokumen-dokumen yang sesuai dengan pevsyaratan L/C.

Standby L/C (Standby Lettrr of Credit) adalah jaminan dari bank
penerbit untuk membayar kepada penerima jika persyaratan
pencairan Standby L/C dipenuhi oleh penerima,

Bank umum adalah bank komersial di Indonesie yang telah diberi izin
oleh Bank Indonesiz untuk dapat melakukan transaksi internasional,

Bank devisa adalah bank umum sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Bank penerbit (issuing bank) adalah bank komersial luar negeri atau
bank umum di Indonesic yang menerbitkan L/C,

Bank penerus (edvising bank) adalah bank komersial lnar negeri atan
bank umum di Indonesis yang menerima dan meneruskan L/C
kepada penerima.

Bank pengaksep (sccepting Bank) adalah bank penerbit atau bank yang

ditunjuk dalam L/C yang melakukan akseptasi atas wesel

berjangka yang ditarik penerima dan melakukan pembayaran pada
saat wesel berjangka yang ditarik penerima dan melakukan

pembayaran pada saat weseljatuh tempo.
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8, Bank pengkonfirmasi (coigﬁrmfﬁg bark) adalah bank penerus ataut bank
yang ditunjuk delam L/C yang turut iuenjamin pembayaran L/C
kepada penerima,

9. Bank penegosiasi (negotiating pamk) adalah bank penerbit atau ba;lk
yang ditunjuk dalam L/C yang melakukan pembelian wesel dati
penerima atan dari pemegang sal.

10, Rank pembayar (pryiig bank) adalah bank penerbit atau bank yang
ditunjuk dalam L/C yang melakukan pembayaran L/C kepada
penerima.

11, Pemohon (applicartt) adalah pihak yang meminta bank penerbit untuk
menerbitkan L/C kepada penerima.

12, Penerima (bengfictary} adalah pihak yang menerima L/C daribank
penerbit atau bank penerus.

13. Pelaku L/C adalah p ihak terkait dalam L/C yang pada dasarnya

terdiri dari pemohon, bank penerbit, bank penerus dan penerima.
14, Kontrak dasar adalah kontrak penjualan yang merapakan dasar

penerbitan L/C.
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METODOLOGI

Metodologi Penelitian

Dalam penulisan tesis berjudul “FERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAFP EKSPORTIR, DALAM FERJANJIAN KONTRAK KERJA
DENGAN LETTER OF CREDIT (LC) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ini
membutuhkan data yang akurat, baik data primer meaupun data
sekunder, Data tersebut dapat diperoleh melalui prosedur penelitian
sebagaiberikut;
A. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini metode yang dipergunakan adalah
pendekatan secara yuridis empiris. Permasalahan yang ada akan
bertitik tolak dari segi hukum dan bantuan-bantuan dari ilmu-ilmu
lain bersifat sebagai penunjang.

Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris ini
diperlukan mengingat permasalahan yang akan diteliti adalah
mengenai hubungan antara duwa faktor, yaitu faktor yuridis dan
faktor empiris. Dalam faktor yuridis akan berpegang pada dua aspek
yakni aspek keilmuan yaitu ilmu hukum perdata internasional pada

umumnya dan ilmu perbankan pada khususnys, dimana disini akan
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dinraiken mengenai pendapat para ahli/ para sarjana. Pada aspek
yvang kedua akan diuraikan mengenai peraturan.— peraturan dan
ketentuan- ketentuan yang mengatur mengenai fungsi Bank Sentral
delam memajukan perkembangan yang sehat dalam dunia
perbankan.

Dalam perkembangan terakhir, Bank Sentral di negara-
negara berkembang mempunyai tiga (3) peran pokok, yaita :1
1. memelihara stabilites moneter, intern dan ekstern.

2. melancarkan pembiaysan pembangunan ekonomi.

L]

mendorong pembangunan perbankan dan sistem kenangan yang
sehat.

Berangkat dari pendapat ini dapat dilihat bahwa salah satu
peran pokok dari Bank Seutral adalah mendoroné pembangunan
perbankan dan sistem kenangan yang sehat.

Sedangkan ketentuan- ketentuan yang mengatur mengenai
perbankan pada mﬁumnya dan fungsil Bank Sentral dalam
memajukan perkembangan yang sehat adalah sebagai berikut:

1. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bab VIII Pasal 23 ayat
{4).

2, Ketetapan MPRS Ne. XXIII/ MPRS/ 1966 Pasal 55.

1 . . .
Wasis, Perbankan Pendekatan Managerial, ( Semarang, Jatya Wacana, 1983)
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3, Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentanQPéxbankan.
4, Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral
5. Himpunan peraturan perandang-undangan, Paket Kebjaksanaan

. Keuailgail, Moneter dan Perbankan, 27 Oktober 1988,

6. Himpunan ketentuan lanjutan Paket 27 Oktober 1988 tentang

Penyempurnaan Pengawasan dan Pembinaan Bank, Paket 28
Februari 1991.
Sedangkan faktor empirisnya adalah pendekatan secara
langsung terhadap pedaksanaan fungsi Bank Sentral dalam
memajukan perkembangan dalam dunia perbankan dalam

kenyataan.

. Spesifikasi Penelitian

Seperti telah diterangkan sebelumnya behwa metode
pendekatan yang dipergunekan dalam tulisan ini adalah metode
pendekatan yuridis sosiologis, sehingga dalam penelitian ini tidak
hanya menonjoikan segi analitisnya saja akan tetapi lebik
menonjolkan segi deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan
untuk melukiskan realitas pelaksanaan dan prosedur pembayaran

atau pencairan Letter of Credit di dalam dunia perbankan.
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C,Metode Penarikan Sampel
Populasi adalah keseluruhian elemen dari suatu yang akan
diteliti atau dapat juga dikatakan bahwa populasi merupakan
sejumlah manusia atan unit yang mempunyai karakteristik yang
sama, Jadi populasi meruptkan keseluruban jumlah orung atau
lembaga yang diobservasi. Populasi dalam penulisan iniadalah :
1. Bank Indonest.
2, Bank nmum,
» Bank Negara
»> DBank Swasta
3. Nasabah Bank pada umumnya Asia Jati Furniture pada Khususnya,
Dalam swvey tidak selalu diperluken untuk meneliti
semua individu dalam populasi, kavena disamping membutuhkan
:bi&ya yang sangat besar juga memakan waktu yang cukup lama.
Untuk mencapai hasil yang dapat menggambarkan sifat dari
selurult populasi, maka pengambilan sample harus memenuhi

syarat- syarat tertentu. Sample adalah bagian dari keseluruhan (

oleh ahli statistika disebut population atau universe ) yang menjadi

obyek sesungguhnya dari suate penelitian. Sedangkan metode
untuk menyeleksi individu- individu masuk dalam sample vang

representatif, disebut sampling.
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Dalam penelitian ini digunakan cara purposive sampling

(sampling bertujuan) yang mana pemilihan sﬁbyek samplenya
diambil dari anggota sample yang dapat menggambarkan ciri-civi
populasi,

Dalam menggunakan purposive sample diharapkan dapat
diperoleh data yang lebih teliti dan terperinci, sehingga hasil
penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara
itmiak. Dengan mengambil sample yang tidak tepat, maka
kestimpulan atas penemuan- penemuan itu tidak dapat di-
generalisasikan pada populasi yang akan diteliti.

Oleh karena L/C, pada dasarnya merupakan kontrakbakn
dan bank-bank umum berpedoman pada UCP dan peraturan Barih
Indonesie ditambah kebijakan intern di bidang penerimaan dan
penerbitan L/C relatif sama disctiap bank nmnm untuk seluruh
kantornya, maka dengan meneliti sejumlah L/Cbaik yang diterima
bank-bank umum di Indomesie dari bank komersial luar negeri
maupun yang diterbitkan bank-bank wmum diluar negeri,
penelitian tersebut telah mewakili semua kantor kelompok bank-
bank nmum tersebut di Indonessa.

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sample adalah

sebagai berikut :
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Bank Indonesia i lbhank
cabang Semarang

Bank Umum

8. DBank Negara Indonesia 1940 : 1bank
b. Bank Central Asia | ¢ l1bank
Nasabah Bank pelaku L/C : 3 perusahaan

Para responden dipilih menjadi sample karena dianggap

dapat memberikan informasi yang jelas.

D M eto._d e Pen gum puian Dagta

Dalam kegiatan penelitian ilmiah ini dipakai dua {2) jenis

pengumpulan data, yaitu :

4,

Studi Kepustakaan

Dengan penelitian kepustakaan dinpayakan
pengumpulan data sekunder vaitu data yang lebih dahulu
dikumpulkan dan dilaporkan oleh penyeldik sendiri. Data

yang diperoleh dengan cara membaca buku- buku lteratur,

perundang-undangan dan peraturan pemerintah serta |

peraturan lain yang berhubungan dengan instansi terkait
Terhadap penggunaan data sekunder, terlebih dahulu harus

diteliti apakah isi dan keasliannya dapat dipergunakan sebagai
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data sekunder, sehingga hasil yang ada dapat dipergunakan
sébagai landasan teoritis penelitian,

Dalam rangks menjawab permasalahan, mencapai
tujuan dan menunjang kerangka teori maka thesis ini ditulis
dengan meneliti kepustakaan hukum berkenaan dengan L/C
yang berlaku internasional yang terntama terdiri dari:

a. pustaka hukum

b, jurnal hukum

uce

e

d. Surai-surat
e. Dokumen-dokumen
. L/C

Penelitian  kepustakaan dﬂélkukan untuk dapat
mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan/ atau komsep
para ahli yang telah melakukan penelitian atan penulisan
terlebili dalulu di bidang L/C . Sasaran utama yaitu hak dan
kewajiban para pelaku L/C.
Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan
pengamatan secara langsung didaerch populasi. Tujuannya

adalah untuk memperoleh data secara langsung pada




93

" sumbernya yaitu pikak-pihak yang bersangkutan dengan hal

vang dibahas. Penelitian lapangan meliputi:

i.

Wawancara (interview)
Metode  wawancara mencakup  cara  yang
dipergunakan seseorang antuk mendapatkan keterangan

atau pendirian secara lisan dari seseoramng responden,

“ dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang

tersebut. Dalam proses wawancara ini ada dua pihak yang
menempati kedudukan berbeda. Pihsk pertama bertungsi
sebagai pencari informasi atau pewawancara dan pihak lain
berfungsi sebagai pemberi informasi atau respon den.
Hasil penelitian  kepustakaan  tersebut diatas
dilengkapi demgan hasil wawancara dengan beberapa
pejabet bank-bank umum yang menangani ataw melakukan
pengkajian masalali-masalah yang timbulberkenaan dengan
L/C yang diterima dari Juar negeri. Selain itu wawancara
juga dilakukan terhadap beberapa pengusaha ekspor-mpor
berkenaan dengan pengalaman mereka dalam menangani
L/C yang mereka terima dari luar negeri Kemudian

wawancara junga dilakukan terhadap beberapa pakar atau
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teoritisi untuk mengetahui pandangan-pandangan mereka
mengenai masalah- masalah L/C.
b, Angket (quesioner)

Kecuali dengan cara langsung sepertli wawancara
pengumpulan data dalam penelitian inimenggunakan pula
quesioner atau daftar pertanyaan. Baik wawancara atau
quesionér mempunyai manfaat sendiri di dalam penelitian,
tergantung pada sifat data yang hendak dikumpulkan,
jumlah serta kualitas orang yang diharapkan memberikan
qﬁi%siozfer dimaksudkin sebagai Suatd daitdr p&‘.;]‘:'tﬂjll}’&ff'lwlw—“
untuk memperoleh jawaban dari responden (orang-orang
yang menjawab) |

E. Metode Penyajian Data
Metode penyajian data dalam tesis ini dilakukan melalui
data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan
melalui proses pengolahan data yang disebut dengan editing.
Dalam editing semua data diperiksa dan diteliti untuk menjamin

apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai
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dengan kenyataan dan sekaligus dilaksanakan perbaikan
terhadap data yang keliru, serta dapat ditambahken dan
dilengkapi untuk data yang masih kurang. Setelah pengolahan
data selesai maka selanjutnya secara sistematis dalam bentuk
uraian,
Metode Analisis Data

Setelah data hasil penelitian lapangan dan penelitian
kepustakaan terkumpul, kemudian dilakukan suatu analisa yang
dihubungkan dengan masalah-masalah yang telah diperiksa
untuk ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan
secara obyektif, Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah
ditetapkan maka analisis kualitatif ini berusaha untuk
menghubungkan fakta yang ada dengan berbagaiperaturan yang

berlaku untuk mengatur pelaksanaan pembayaran importir

kepada eksportir dengan memakai L/C sebagai alat pembayaran,

yang disepakati oleh kedua pihak maupun aspek-aspek
sosiologisnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dari
berbagai ketentuan tersevut. Selanjutnya hasil analisis tersebut

akan dituangkan dalam bentuk kalimat yang ringkas dan jelas.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBA}HASAN
|

A. Dasar Hukum L/C

Perataran Pemerintah No. 1 Tahun 1982 merupakan dasar hukum
L/C di Indonesia. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No, 1
Tahun 1982 yang secara rinci mengatur L/C belum ada. Sesnai dengan

kenyataan bahwa dalam praktik perbankan Indonesia telah digunakan

UCP sebagai ketentuan L/C sejak tahun 19?0—&11,: maka Bank Indonesia
|
mendukung keberadaan praktik tersebut. Bank [ndenesia mendukung

UCP dijadikan sebagai ketentuan L/C. bank Indonesia melihat bahwa

rasa aman tercipta jika L/C tunduk pada UCP.

Namun demikian, Herbet A. Getz, sarjana Amerika yang banyak

dikutip pendapatnya , mengatakan bahwa UCP ti!dak memiliki kekuatan
|

hukum mengikat (force of law). UCP bukan préduk hukum legislatif,

UCP juga bukan produk hukum yudikatif. UCPi merupakan kompilasi

kebiasaan dan praktik internasional mengenaii L/C5 Tetapi, UCP

diberlakukan secara sukarela di lebih 160 negara, Oleh karena itu C.F.G

* Banco Nan:ionailde Desarollo vs. Melion Bank, kasus ini dismnbil dari Perpustalaan Banl Indonesia
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Sunaryati Hartono berpendapat bahwa UCP dapat dikatakan merupakan
hukum kebiasaan yang berlaku secara internasional.
Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 26/34/ULN tanggal 17
Desember 1993 mengatur bahwa L/C yang diterbitkan Bank devisa (bank
umum)boleh tunduk atau tidak pada UCP. Bank Indonesia secara yuridis
formal memberikan kebebasan kepada bank devisa di Indonesia untuk
menentukan sikap®

Tsi Surat Edaran Bank Indonesia tersebut dilatarbelakangi status
UCP yang bukan sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan hukum
mengikat, Jika Bank Indonesia dalam Surat Edaran dimaksud secara
eksplisit merngharuskan L/C yang diterbitkan bank umum tunduk pada
UcCP, Jm berarti Bank Indonesia menjadiken UCP bagian dari hukum
nasional dan mempunyai keknatan hukum mengikat.
Bank Indonesia tidak menghendaki hal ini, Namun demikian secara
implisit Bank Indonesia mendukung agar L/C yang diterbitkan Bank
wmum tunduk pada UCP. Sikap diatas pada satu sisi mencerminkan rasa
percaya Bank Indonesia pada UCP sebagai satu-satunya ketentuan L/C
yang berlaku internasional, tetapi pada sisi lain Bank Indonesia

menghindari UCP berstatus sebagai bagian hukum nasional Indonesia

® Informasi hasil wawancars derigan Bank Indonesia di Semarang pada tanggal 06 3eptember 2002
dengan Pimpinan Perpustabaan Bank Indonesia
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demi fleksibilitas penerbitan L/C yang mungkin saja penerbitannya ke

negara tertentu seperti RRC tidak memerlukan penundukan pada UCP.

. Status Surat Edaran Bank Indonesia

Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS5/1966 yang mwigatur tata
urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan surat edaran tidak
termasuk didalam tata urutan tersebut. Produk hukum yang termasuk
didalam tata urutan tersebut terdiri dari UUD, TAP MPR(S), UU
(PERPU), PP, KEPRES, dan PERATURAN PEMERINTAH atau )
INSTRUKSI MENTERI atau lainnya. Isi produk hukum ini bersifat
pengaturan. Oleh karena surat edaran menurut tata urntan dimaksud
bukan produk hukum, maka seyogyanya surat edaran tidek berisi
pengaturan, tetapi pemberitahuan.

Namun demikian, Surat Edaran Bank Indonesia vang disampaikan

kepada Perbankan isinya bersifat pengaturan, Bank Indonesia sering

menyampaikan kepada perbankan suvat Keputusan Direksi bank
Indonesia, Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia
dalam rangka pembihaan dan pengawasan bank. Isi Surat Edaran Bank
Indonesia merupakan penjelasan lebih lanjut tethadap isisurat keputusan
direksi Bank Indonesia atau Peraturan Bank Indonesia sehiingga isinya

juga pengaturan, Kadang-kadang Bank Indonesia juga mengelunarkan
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surat edaran yang berdiri sendiri dan isinya juga bersifat pengaturan.
Surat keputusan direktur Bank Indonesia ataun peraturan Bank Indomesia
dan;’atan. Gurat Fdaran Bank Indonesia wajib ditkauti oleh perbankan
dalam\ rangka wupaya Bank Indonesta mengawasi dan membina
perbankan., Produk Bank Indonesia ini pada umumnya memuat
ketentuan ]‘gemberiau sanksi terhadap pelanggaran isinya. Selain itu bank
Indonesia juga menerbitkan surat edaran vang isinya bersifat
pemberitahuan terhadap perbankan. Surat edaran Bank Indonesia ada
juga yang isinya sekaligus bersifat pemberitahuan kepada perbankan.
Selanjutnya dalam hal ini L/C ingin tunduk kepada UCP, maka
agar UCP mempunyai kekuatan hukum mengikat atas L/ C bank penerbit
harus melakukan suatu tindakan yaitn mencantumkan suatu klansul
dalam L/C yang menyatakan bahwa L,’C. tunduk pada UCP. Lebih
lengkapnya dapat dibaca artikel 1 UCP 500 yang mengatakan:
“The wniform customs ani practice for doclimentary credits, 1993 revision,
I f_'.f_: pﬁbh’cat‘im?. No. S00. shall apply to il decurnentary credits (nchudmg to
fhe extent fo which ey may be applicatle, standbuy Tetter(s) of credii) where
they are z'w%curpomfmi mto the text of the eredit. They are binding onall partes

thereto, uniess othewise expressly stipulated m the credit”. 7

7 1AW, International vs, Chase Manhatten Bank
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UCP bukan lah satu-satunya sumber hukum L/C. Sumber hukum
lainnya yaitu hukum kebiasaan internasional, putnsan‘ pengadilan dan
petaturan Pemndang-undangan. Pengadilan sering menggunakan UCP
Larena keberadaan UCP telah diterima secara internasional Akan tetapi
perlu diketahuibahwa pencantuman clausul tunduk kepada UCP dalam
L/C bukan berarti larangan bagi hakim untuk menggunakan sumber
hukum lainnya dalam menyelesaiakan kasus L/C. Untuk mendukung
pendapat ini dikemukakan pendapat ICC¥yang mengatakan:

Because of its incorporation info fhe docwmentary credit, the UCP governs
documentary credits promarity, bui not solely. Courts avid  arbiration
tribunals often apply the LICP because it is the mostniversally flowed set of
customery documentary credir rules and because it Is perceived as being quite
close to the lewel of perfection permitted by the “Tazws™ of tnternational
compromise. However if must be recogrised that incorporation of the UCP
into the documentary credit does not prevent ¢ court from applying its

country’s nationsl sw.”

Pendapat ICC - ini yang menyatakan bahwa pengadilan dapat
menggunakan hukum nasionalnya dilatar belakangi kenyataan bahwa

tidak semta aspek hukwm L/C diatur dalam UCP. Masalah penipuan

80P, 500 dan UCP. 400

[UPT-PUSTAK-UNDIP
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sebagai contoh tidak diatur dalam UCP, tetapi dalam hukum nasional.
Hal ini bersrti pengadilan dapat menggunakan hukum nasionalnya dan
UCP secara bersamaan dalam menyelesaikan kasus L/C. Pengadilan juga

tentunya dapat menggunakan hukam kebiasaan internasional.

. UCP sebagai ketentuan L/C

* UCP merupakan kompilasi kebiasagan dan praktik internasiomal
mengenai L/C., kadang-kadang dikataken juga UCP merupakan
kodifikasi praktik, UCP bertujuan menciptaken keseraganman praktik
L/C secara internasional. UCP merupakan pedoman dalam pelaksanaan
L/C sehingga sejauh mungkin dapat dihindari perbedaan atau kesalahan
pen afsixgn diantara para pihak dalam melaksanakan L/C.

ticp pertama kali diterbitkan oleh ICC pada tahun 1933.° UCP
yang pertama ini hanya diadopsi oleh perbankan dibeberapa negara
Eropa tid&}c termasuk Inggris. 134 pada tahun 1951 dilakukan revisi
pertama atas UCP yang diterbitkan pada tahu 1933 tersebut. UCP hasil
revisi tahun 1951 ini kemudian diadopsi oleh perbankan di Amerika.
Kemudian pada tahun 1962 ini diadopsi termasuk oleh Perbankan Inggris

dan negdra-megara persemakmuran, Revisi ketiga terhadap UCP

9 ‘. f .o o ot ‘

Sumitro (Kepala Urusan Luar Negert Bank Indone sig), “Feranan UCE 500 dalarmn Mengantisipasi
Kerugian Eank Devisa dan Wasabah” Materi Sambutan Pengarahan pada Serminar § Strategd Kunci
Versi UCF 500, 1996,
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A

dilakukan pade tahun 1974, hasil tahun 1974 ini diadopsi oleh semua
perbankan internasional. Revisi yang keempat ditakukan tahun 1983 dan
juga tetap diadopsi oleh perbankan internasional. Kemudian revisi ke
lima terhadap UCP dilakukan pala tahun 1993 yang sampai sekarang
menjadi panutan para perbankan internasional dalam transaksiL/C. UCP
hasil Tevisi tahun 1993 tersebut sering juga dinamakan UCP 500 yang
mulai berlaku tanggal 1 Januari 1994. Penyebutan UCP 500 didasarkan
pada nomor publikasi UCP revisi 1993 yaitu nomor 200.

UCP 500 terdiri dari 49 artikel yang memuat ketentnan-ketentuan
yang bertujuan untuk mengatur aspek-aspek pelaksanaan L/C.
pemberlakuan UCP 500 berdasarkan kesepakatan para pihak yang
diwujudkan dalam pencatuman klausul tunduk pada UCP 500 dalam
L/C yang diterbitkan bank penerbit, UCP 500 hanya mengikat bagi para
pihak dalam L/C yang bersangkutan. UCP 500 tidak dimaksudkan
menjadi modifikasi yang memiliki kekuatan Thukum mengikat
sebagaimana halnya undang-undang atau putusan pengadilan,

UCP 500 berlaku terhadap L/C termasuk standby L/C . UCP 500
hanya berlaku terhadap L/C yang diterbitkan bank. UCP 500 berfungsi
sebagai pedoman yang berlaku internasional umtuk pelaksansan L/C
sehingga sejanh mungkin dapat dikindari perbedaan atau kesalahan

penafsiran diantara para pihak yang melaksanakan L/C.
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\”,UCP 500 menganut 2 (dua) prinsip dasar. Pertama, prinsip
ixidepe.ndensi L/C terhadap kontrak dasar dan kontrak lainnyal dan
kedua, prinsip bahwa bank hanya berurusan dengan dokumen tidak
dengan barang atau jasa atau pelaksanaannya ™

ucP 500 mengenal bank penerbit, bank penerus, bank
pengkonfirmasi jika ada, bank pengaksep, bank pembayar bank
penegosiasi, Masing-masing bank ini memiliki kewajiban yang berbeda
sesual dengan fungsinya. Klasifikasi jenis-jenis bank berdasarkan
fungsinya tersebut sejalan dengan diatwrnya pula dalam UCT 500, 4
(empat) macam cara pemyelesaian pembayaran L/C yaitu pembayaran
tunai (sight payment), pembayaran kemudian (deferend payment),
akseptasi (akseptance) dan negosiasi (megotiation) 2 Pembayeran tunai
berarti L/ C dibayar oleh bank pembayar pada saat pengajuan dokumen;
pembayaran kemudian berarti L/C dibayar oleh bank pembayarbeberapa
waktn kemudian sesuai persyaratan L/C; akseptasi berarti pembayaran
L/C dilakukan oleh bank pengaksep pada saat pembayaran jatuh tempo
setelah terlebih dahwlu dilakukan akseptasi oleh bank tersebut atas wesel

berjangka yang ditarik penjual dan negosiasi berarti L/C dibayar oleh

1% v 3P 500 article
" UCP 500 article 2
2 Uop 500 article 3
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benk penegosiasi pada saat pengajuan dokumen-dokumen kepada bank
tersebut dengan atau tanpa hak regres pada bank yang bersangkutan. 12

UCP 500 juga mengatur persyaratan dokumen-dokumen yang
digunakan dalam transaksiL/C. pengaturan dokumen-dokumen tersebut
mefupakan pedoman para pihak dalam L/C kecuali mereka mengatur
lain, Pemenuhan dokumen-dokumen yang dipersyaratakan dalam L/C
merupakan syarat agar L/C dibayar oleh bank penerbit atau kuasanya,
Ukuran untuk menentukan pemenuhan dokumen-dokumen telah sesuai
dengan persyaratan L/C tidak mudah. UCP 500 hanya mengatakan
bahwa antara dokumen-dokumen dibandingkan dengan apa yang
menjadi persyaratan L/C harus sesuai{complied with). Kondisi sesuaiini
ditentukan berdasarkan praktik perbankan internasional.4

UCP 500 mengelompokan dokumen-dokumen menjadi dokumen
transportasi, dokumen asuransi, dan dokumen lainnya. Seperti surat
keterangan imbangan, surat keterangan kesehatan, sural keterangan asal.
L/C jugs mengikuti pengelompokkan dokumen-dokumen tersebut, Bank
yang terkait dengan pelaksanaan L/C memiliki kewajiban untuk meneliti
kesesuaian dokumen-dokumen yang diajukan demgan persyaratan L/C,
Hasil penelitian ini menentukan apakah L/C dibayar atau tidak oleh

bank. Kalau hasil penelitian menunjukan terdapat keseusaian, L/C

T UCP 300 article 4
M130P 500 article 9, 10
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dibayar. Sebaliknya, kalan hasil penelitian menunjukan terdapat ketidafk
sesuaian, L/C tidak dibayar. Tetapi, dalam hal hasil penelitian
memmjukan ketidak sesuaian namun disetujui oleh bank penerbit dalam
haliniL/C tetap harus dibayar. |

Dalam meneliti dakwmen-dokumen, bank memiliki batas waktu 7

(tujuh) hari kerja perbankan seterimanya doknmen. Kalau batas wakiu

tersebut sudah lewat tetapi bank belum menentukan sikap untuk
menerima atau menolak dokumen-dokumen, artinys bank belum
menentukan apakah terdapat kesesuaian atau ketidak sesuaian, maka
bank dianggap menerima dokunien tersebut apa adanya 15 dun kalau
timbul resiko menjadi tanggungan bank yang bersangkutan.’® Ini bisa
diartikan resiko ada di pihak Bank tidak pada pihak eksportir. Dalam hal
ini kepentingan terlindungi, tetapi pada kenyataannya Bank tidak mau

menanggung resiko sendiri,?”

. 1/C sebagai Kontrak Baku

L/C adalah kontrak antara bank penerbit dan penerima. Michiael

Rowe seorang lawyer Inggris yang terkenal mengatakan bahwa L/C

P 00 articls 13

W UCP 500 article 13 |
17 Informasi hasil wawancara dengan OV, MAKMUE JAY A FURMITURE Jepara, pada tanggal 30,
Agustus 2002 dengan Direktur Bapak Wakudi di Jepara dan CV. KOTA JATT FURMITURE Jepara -
dengan Direktur Bapek Yusack, ‘
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h

sebagai kontrak mengikat bank penerbit sejak L/C diberitahukan kepada
penerima, tetapi penerima sendiri tidak terikat pacia L/C tersebut
Penerima bebas melaksanakan atan tidak melakasanakan L/C. Jika
penerima bersedia melaksanakannya, maka ia terikat pada L/C aksud
sejak pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C.1®

L/C diterbitkan oleh bank penerbit atas permintaan pemohon,
Pemohon menguatkan kepada bank penerbit L/C dan jika bank L/C
menyetujuinya pun diterbitkan. Permintaan penerbitan L/ C yang
disetujui bank penerbit merupakan kontraiz antara pemohon dan bank
penerbit. Kontrak ini adalah sumber penerbitan L/C yang merupakan
kontrak yang berdiri sendiri, Permintaan penerbitan L/C terdiri dari 2
(dua) dokumen format {formulir) permintaan penerbitan L/C dan
perjanjian jaminan kerugian (Security agreement).

Format permintaan penerbitan L/C yang dinamakan juga form of
application atan documentary credit application atau instruction to issue
letter of credit pads umumnya adalah baku (standar) secara internasional,
Format ini meliputi hal-hal yang pada dasarnya terdiri dari:

a. mama dan alamat lengkap penerima,
b. jumlah dan mata nang L/C,

c. tipeL/C,

'® Konsepsi L0 sebagai Kontrak didasarkan pada definisi L/C baik menurat TCF 500 article 2
maupun doktrin.




h.
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cara pfﬂtb&}-’ﬂl‘ﬁﬂ L/C.

pihak tertarik wesel dan jangka waktu wesel,

uraian barang termasuk rincian jumlah dan harga perunit,

rincian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan,

tempat pengiriman barang, tempat muat barang, dan tempat tujuan
barang,

cara pembayaran biaya angkut barang,

alih kapal diperkenankan atan tidak,

pengiriman sebagian-sebagian diperkenankan atau tidak,

tanggal pengiriman terakhiz,

batas wakitn pengajuan dokumen untuk pembayaran, akseptasi,

negosiasi, dan pembayaran kemudian,

. tanggal dan tempatjatuh tempo L/C,

L/C dapt dialihkan atau tidak,

. Cara penerusan L/C. Hal-hal yang termuat dalam permintaan

penerbitan L/C ini adelah juga hal-hal yang termuat delam L/C
karena L/C merupakan cerminan perwujudan dari permintaan

penerbitan L/C,

Penggunaan format baku diatas dilatarbelakangioleh rekomendasi

penggunaan format baku oleh ICC baik terhadap permintaan penerbitan
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L/C maupun terhadap L/C sendiri® ICC menerbitkan standard
documentary credits forms dan perubahan materimaataﬁnya disesunaikan
dengan perubahan yang terjadi tethadap ketentuan-ketentuan UCP. UCP
yang berlaku sekarang adalah UCP 500 den standard documentary cre dits
form-nya ialah the new standard documentary credit forms for the UCP
500, ICC publication nomor 516, karena L/C adalah kontrak maka dapat
juga dikatakan bahwa L/C merupakan kontrak baku {(kontrak standard}).
Berkenaan dengam kontrak baku ini Bernard § Whebel dari ICC
mengatakan :

“The natural corollary to any unification and hormorisation of practise is the

standurdisation of the forms used in applying that practise”.

ICC telah menerbitkan format baku untuk digunakan dalam
kaitannya dengan L/C (tetapi tidak untuk stand byL/C) sejak tahun
1979, F:ormat baku dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
perbankan internasional dan para pelaku dagang (pembeli dan penjual).
Format baku didasarkan pada “Un layout key”. Pemohon, penerima dan
bank sangat tertolong karena adanya format baku tersebut, Pemohon
akan yterhindar dari ketidakiengkapan, ketidaktepatan dan kesalahan

dalam memberikan instruksi dalam memberikan format permintaan

¥ 13CP 500 article 3
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penerbitan L/C yang bakn kepada bank penerbit. Penerima akan lebih
gampang Iﬁempersmpkan dokumen-dokumen yvang dlmml:a L/C karens
format baku L/C telah disesuaikan dengan keperluan L/C itu sendiri
Bank akan lebih mudak antara lain dalam mengidentifikasi cara
pembayaran L/C, meneliti dokumen-dokumen yang dipersyaratakan,
L/C dan mengidentifikasi uraian barang, *

Dengan demikian format baku tersebut peruntukannya pada
dasarnya adalah untuk keperluan standarisasi dan simplifikasi prosedur
L/C. Penggunaan format baku tersebut sifatnya tidak memaksa, ICC
hanya merekomendasikan penggunaannya. Rekomendasi ICC sifatnya
tidak mengikat, sehingga jika ada L/C tidak mengikuti format baku yang
direkomendasikan ICC halinil tidaklah mempunyai akibat hukum bahwa
L/C yang demikian menjadi dapat dibataklkan atauw batal demi hukum.
Lebih jauh, jangankan terhadap format baku ICC, ketentuan-ketentuan
UCP pun boleh tidak diikuti selurnhnya ataun sebagian oleh para pihak
dalam L/C, Artinya para pihak dapat mengatur sendiri beberapa klausul
dalam L/C sesunai kesepakatan meraka dalam kontrak penjualan dan
untuk hal-hal diluar klausul-klausul tersebut tunduk pada UCPatau L/C

tersebut tidak tunduk sama sekali tethadap UCP. Pernyataan tegas dari °

2 sutan Retny Syahdaeni” Bank Indonesia Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundang-
undangan Perbankan ¥, Pidato, Diucapkan pada peresmian penerimesrn jabatan Gur Besar dalam mata

pelajaran Tmu Hulayn Perbankan pada Falouitas Hukwrn Universitay Erlangea Surabaya, 16 Desernber
1996,
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1./C berlaku sebagai hukum bagi mereka. Pernyataan tegas ini membuat
tidak berlaku ketentaun-ketentuan UCF yang mengﬂtuf materiyang sama
tetapi bertentangan dengan pernyatasn tegas tersebut. Hal demikian ini
sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Asas kebebasan berkontrak
berlaku bagi L/C karena L/C merupakanlkontmk . Lebih ekstrim lagi,
dalam halL/C tidak tunduk pada UCP hal demikian juga tidak membuat

L/C tersebut menjadi dapat dibatalkan atau batal demi hukum,

. Dokumen-Dokumen Dalam Pelaksanaan Letter of Credit (L/C)

. Tanggung jawab Bank terhadap Dokumen

Maurice Mergrah mengatakan tujuan irrevecable L/C adalah
memastikan bahwa penerima memperoleh pembayaran dan pemohon
memperoleh barang melalui penguasaan document of title dari barang
tersebut, Syarat pembayaran L/C adalah pengajuan dokumen-dokumen
yang sesuai dengan persyaratan L/C. pengajuan dokumen-dokumen ini
merupakan kondisi agar L/C dapat dibayar atau diaksep dan dibayar
pada saat jatuh tempo. Dokumen-dokumen tersebut adalah dasar utama
untuk menentukan sikap bank dilam rangka pembayaran L/C.

Artikel 4 UCP 500 memuat ketentuan sebagai berikut;
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“in credit operations all parties concerned deal with docuuments, arid riot with
goods, services andjor other performances fo which the documents may
relate”.

Bank dan pihak-pihak lainnya dalam merealisasi L/C hanya
berurusan dengan dokumen-dokumen saja. Sepanjang dokumen-
dokumen yang diajukan kepada bank telah sesuai dengan persyaratan
L/C maka sejalan dengan artikel 4 UCF 500 bank harus membayar
dokumen-dokumen tersebut.

Inti dari pada tealisasi L/C adalah kesesuaian dokumen-
dokumen demgan persyaratan L/C. Oleh karema ite bank harus
melakukan penelitian atas dokumen-dokumen tersebut atas dasar
menentukan apakah dapat dibayar atau tidak. Patokan penelitian
dokumen-dokumen adalah UCP 500, artikel 13 hwruf a UCP 500
mengatakan sebagaiberikut:

“Barks must examie all documents stipulated i the creditwith reasonable
care, fo ascertain whesther or not they appear, on thetr face, o be in
complinnce with the ferms and conditions of the credits. Compliance of the
stipulated documents on their face with the ferms and conditions of the
credit, shall be determined by internasional standard banking practice as
reflected in these articles. Documents which appear on their face to be

inconsistens with one another wil be considered s not appearing on their
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face to be m complince with the ferms and conditions of the credit
Documents ot stipulated m the credit will not be examined by barks. If
they receive such documents, they shall return them to the presenier o7 pass
them on without responsibility”

Bank wajib melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang
diajukan kepadanya secara ketelitian yang wajar untuk menentukan
apakah dokumen-dokumen telah memiliki kesesuaian dengan
persyaratan L/C. Ukuran kesesuaian tersebut didasarkan pada standar
praktik perbanken internasional. Dokumen-dokumen yang tidak
konsisten satu terhadap yang lainnya merupakan cerminan bahwa tidak
terdapat kesesnaian antara dokumen-dokumen dan L/C,

Keputusan unfuk menentukan dokumen-dokumen telah atau
belum sesuai dengan persyaratan L/C dan dokumen-dokumen konsisten
satu dengan yang lainnya sepenubnya didasarkin pada penelidan bank
bukan berdasatkan pemahaman pihak lain. Penelitian dokumen-
dokumen semacam ini dinamakan penelitian berdasarkan “tampak
muka” (appear on thetr face).? Bank tidak perlu meneliti lebih jaunh dariitu.
Pernyataan tampak muka jangan ditafsirkan sebagaimuka atat belakang

dokumen,

2 JCP 500 dan 400




113

Dengan pengertian mengenai penelitian dokumen tersebut
bersifat subyektif, karena itu begitu pihak Bank menganggap clear maka
pihakﬁya (Bank) akan segera mengucurkan dana dan dokumen akan
dipegang oleh pihak Bank sendiri untuk selanjutnya dikirimkan ke
Issuing Bank (Bank Penerbit Letter of Credit L/C). Tetapi di dalam
prakteknya, pihak PT, Bank Negara Indonesia Cabang Jepara baru-baru
ini telah menerapkan pesysratan tambahan pada pihak eksportir yang
bertransaksi dengan pihak importir dengan kesepakatan Letter of Credit
(L/C) sebagai alat pembayaran, untuk membuat Surat Pernyataan yang
isinya apabila terjadi unpaid (tidak terbayar) dikemudian hari atan
masalah l;ai_n maka pihak eksportir bersedia mengembalikan dana sebesat
yang telah diserahkan pihak PT. Bank Negara Indonesia cabang Jepaza
pada eksportir?? Inj bisa diartikan Pihak eksportir merupakan pihak
yang sangat tidak terlindungi sangat dirugikan, karena ini bila ini terjadi
maka pihak eksportir kecuali harus mengembalikan dana Bank yang telah
dia (eksportir) terima juga barang eksportir sudah terkirim. Ini sungguh
tidak mendukung akan tuntutan kemajuan bisnis di Jepara khususnya.??

Standar praktik perbankan internasional yang merupakan

wkuran untuk menentukan kesesuaian dokwmen dengan L/C tidak

22 iyformasi hasil wawancara dengan BT, Bank Negara Indonesia cabang Jepara pada tanggal 30

Agustus 2002 dengan Bapak Sofiar Hidayat
B3 Informasi hasii wawancara dengan OV, MAKMUR JATI FURNITURE Jepara, pada tanggal 02
Septemnber 2002 dengan Bapak Edy dan Tbu Alfiatun datarn jabatannya sebagai owner/pernilik,
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membatasi kewajiban bank hanya untuk melaksanakan ketelitian yang
wajar ketika meneliti dokumen-dokumen. Ukuran tersebut dimaksudkan
antuk menentukan cakupan dalam mana keleliian yang wajar
diaplikasikan.2® Gagasan ketelitian yang wajar sering digunakan oleh
pen gad;lan—p engadilan dalam kaitannya dengan dokirin Kesesuaian
Mutlak, Ketelitian yang wajar _dalam kaitannya demgan dokirin
Kesesuaian Mutlak dimaksud tdak konsisten pemerapannys oleh
pengadilan-pengadilan, Pengadilan-pengadilan menggunakannya atas
dasar analisis kasus per kasus tidak penerapan yang berlaka umum.
Ke:q}udian, Artikel 13 huruf b UCP 500 mengemukakan:
"The Issuing Barwk, the Corgfz'rrrzing Bank, if any, or aNominated Bank
acting on their behalf, shall each have & reasonable time, not to exceed seven
barking days following the day of receipt of the docuiments, fo examine the
docimenis and determine whether to fake wup or refuse the documents and o
inform the pariy from whick it recetved the docurments accordingly.”

Bank dalam meneliti dokumen-dokumen dan menentukan
sikap mengambil alih atau menolak dokumen-dokumen tersebut seria
memberi tahu pihak pengirim dokumen-dokumen yang bersangkutan
hanya punya waktu maksimum 7 (tujuh) hari kerja perbankan setelah hari

penerimaan dokumen-dokumen dimaksud. Akan tetapi, dalam era

2 13CP 500 dan 400
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persaingan perbankan yang sangat kompetitif sekarang ini bank terkait
akan bernpaya melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya lebih cepat
dari batas waktu 7 (tujuh) hari tersebut, Namun dalam keadaan force

majeur karena tindakan pemerintah atan akibat-akibat alam, jangka waktu

7 (twjuh) hari dimaksud dapat dilampaul.

. Pengaturan Dokumen dalam UCP

UCP 500 memuat pengaturan dokumen-dokumen Jdari L/C
mulai dari Artikel 20 sampai dengan 38 Artikel 20, 21, dan 22 memuat
ketentuan umum yang haros diperhatikan bank dalam rangka
menetbitkan dokumen-dokumen. Artikel 23 sampai dengan 33 mepgahn‘
dokumen transportasi. Artikel 34, 35, dan 36 mengatur doknmen asuransl
Artikel 37 mengatur faktur. Terakhir, Artikel 38 mengatur dokumen
lainnya selain dokumen transportasi, dokumen asuransi, dan faktur,

UCP 500 mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh
masing-masing jenis dokumen. Tetapipersyara t-an tersebut hanya berlaku
sepanjang L/C tidak menentukan sebaliknya. Artinya, persyaratan
dokumen yang diatur dalam UCP 500 sifatnya kontraktual Para pihak
harus mengikutinya sepamjang para pihak menyetujui persyaratan UCP
500. Jika para pihak menghendaki persyaratan lain, maka persyaratan

demikian harus dinyatakan dengan tegas dalam L/C. Persyaratan
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dokumen di dalam L/C membatalkan persyaratan dokumen yang diatur
dalam UCP 500.25
Dalam hubungannya dengan persyaratan dokumen, Artikel 15
UCP 500 mengatakan:
“Bark assume vo lability or responsibilify for the form, sufficiency,
aceuracy, genuineness, falcification, or ?ﬁé;rzl effect of arny docwnent(s), or for
the general andfor particular conditions stipulated m the docement(s) or
superimposed thereon,; nor do they usswime any Iiébi?i ty or responsitilily for
the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery,
value or existence of the goods represented by any document(s), or for the
guod faith or acts and/or omissions, solvency, performunce, or sterding of
the consignors, the carriers, the forwarders, the consignzss or the imsurers of

the goods, or any other person whom so ever,”

Axtikel 15 UCP 500 membebaskan bank dari kewejiban atan
tanggung jawab terhadap antara lain bentuk, kecukupan dan ketepatan
dokumen-dokumen yang diajukan kepadanya. Pada sisi lain Artikel 13
huruf a UCP 500 mewajibkan bank untuk meneliti dokumen-dokumen
tersebut secara ketelitian yang wajar untuk memastikan bahwa dokumen-

dokumen dimaksud secara tampak muka sesuai dengan persyaratan L/C,

** Inforrnasi hasi] wawancara dengan Bank Indonesia di Semarang pada tanggal 06 September 2002
dengan Pimpinan Perpustakaan Bank Indonesia
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Bank tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dimuat dalam
Artikel 15 UCP 500 sepanjang dokumen-dokumen secara tampak muka

sesuai dengan uraian dokumen-dokumen yang dimuat dalam L/C,

. Dokumen yang dipersyaratkan L/C

Dokumen-dokumen yang diajukan oleh penerima selain wesel
bervariasi tergantung pada keinginan para_pihak yang dinraikan dalam
L/C. Namun, pada umumnyz L/C mensyaratkan untuk diajukan kepada
bank dokumen-dokumen yang terdivi dari faktur dagang (commercial
inveice), konosemen (bill of leding), dan dokumen asuransi (imsurarnce
document). Dalam hal diperlukan para pihak dapat mempersyaratkan
dalam L/C dokumen tambahan seperti faktur konsulat (corsidar inveice),
surat keterangan asal (cerfificate of origm), surat keterangan mutu
{certificate of qualify), tanda terima penggudangan (woarchouse receipt).
Sehubungan dengan perlunya penentuan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan dalam L/C, UCP 500 memuat ketentuan khusus untuk itu,
Artikel 5 huruf b UCP 500 menyatakan:

“All mstruction for the issuarice of & Credit and the Credit itselft and, where
applicable, all mstructions for en amendment thereto and the amendment
itself, -mmﬁt state precisely the documents agemst which payment,

acceptance or negotiation is to be made.”
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Permintaan penerbitan L/C, permintaan perubahan L/C, dan
perubahan L/C harus menéntukan secara tepat d.okuxﬁen-dokumen apa
yang dipersyaratkan untuk dipenuhi oleh penerima dalam memperoleh
pembayaran, akseptasi, atan negosiasi

| Kemudian, Artikel 20 mengatakan a UCP 500 mengatakan:

"Terms such as “first class”, “well known”, “qualified”, “mndependent”,
“official”, “compotent”, “local” and the like, shall wof be used to decribe the
Issuers of any decumeni(s) fo be presented under a credit. If such ferms are
tncorporated in the credit, bavks will accept the relative document(s) as presented,
provided that it appesrs on 1ts face to be in compliance with the other terms and
conditions of the credit and viof to have been issued by the berefictary.”

Dalam hal L/C 111empe1'syaratkan' ‘dokumen-dokumen
diterbitkan oleh pihak yang tidak ditentukan, bank akan menerima
dokumen-dokumen yang diajukan sepanjang doknmen-dokumen
tersebut secara tampak muka sesuai dengan persyaratan L/C dan tidak
diterbitkan oleh penerima.

Selanjutnya, Artikel 20 hurufb UCP 500 mengatakan:

“Unless otherwise stipulated in the Credit, banks will also accept a8 an
original document(s) a document (s} produced or appearing fo have been

produced;

1. by rephrograpiic, authomated or computerized systeny
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m as carborn copies,
provided that it s marked as original and, where necessary, appears
te be signed. A document may be sigred by handwriting, by
facsimile signaiire, by perforated siganture, by stamp, By Symbol,
Or By Any Other Mechanical Or Electronic Method Of
Authentication,”

Tujuan ketentuan ini ialah untuk mempermudah penerapan
komunikasi elektronik dalam perdagangan dan pembiayaan.

Kemudian, Artikel 20 huruf ¢ UCP 500 mengatakan:

I Unless etherwnsestivulted in the credit, banks will secept as o
copy(ies), a documet (s} either labelled copy or mot marked a5
anorigingl-copy(ies) need not be signed,

i, Credits thet require multiple document(s) such as “duplicate”, “fuwo
Jald”, fwo copies and the like, will be satisfied by yhe presentation of
one original and the remaming mumber In copies except where the
docurment ifself indicatates otherwise.”

Ketentuan ini bertujuan untuk mengembangkan keseragaman
praktik dalam rangks mendukung standar praktik perbankan
internasional berkenaan dengan dokumen rangkap (multiple document).

Akhirnya, artikel 20 huruf d UCP 500 mengatakan:
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“Uinless otherwise stipulated m the credit, a condition under a credit calling
Jor e document to be auf}mnf-iea ted, wvalidated, legalised, wisaed, certified or
mdicating o similay requirement, will be satisfied by mvy signature, mark, stamp
or Iabel on such doctement that on its face appears to satisfy the sboue condition.”
Ketentuan ini bertujuan untuk memperkenalkan keseragaman
dalam standar praktik perbankan internasional berkenaan dengan makna
”authen%‘ication”, “yalidation”, “legalisation”, dan tindakan sejenis
lainnya terhadap dokumen-dokumen L/C.
a, Faktur Dagang
Faktur dagang merupakan dokumen utama yang memuat uraian
barang secara rinci.
Artikel 37 huruf a UCP 500 mengatakan:
“Unless otherwise stipulated in the credit, commercial invoice:
i must appear on their face to be issued by the benefictary nemed m the
credit (except as provided in article 48}, and |
. muist be made out w1 the name of the applicant, (except as provided in
sub-article 48) and
ni. need not be signed.”
Faktur dagang harus diterbitkan coleh penerima dan harus ditujukan

kepada pemohon dan tidak perlu ditandatangani kecuali L/C

meneniukan lain,
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Kemudian, artikel 37 huruf ¢ UCP 500 mengemukakan:

“The description of the goods in the commercial zﬁvoi&a‘ st
correspond with the goods m the description m the credit. In all other
documents, the goods rmay be descrived i gevieral fa—?rmé not r’w-xco-f’;s fstentwith
the description of the goods mn the credit.”

Faktur dagang harus memuat uraian barang secara lengkap dan
tepat sesuai dengan barang dalam L/C. Kata must correspond tidak
berarti bahwa wraisn barang dalam faktur dagang harus benar-benar
sama dengan uraian barang dalam L/C, tetapi tidak boleh ada
perbedaan dalam kata-kata yang diuraikan. Cara yang paling aman

adalah mengikuti dengan tepat perkataan dalam L/C.

Nilai Faktur Dagang

Jumlah nilai faktur dagang termasuk ongkos amngkut dan
asuransi jika kedua biaya ini tidak menjadi tanggungan pemohon,
Jumlah nilaifaktur dagang seharusnya tidak boleh melampauijumlah
nilai L/C. Jika pelampauwan ini terjadi sepamjang L/C tidak
menentukan lain bank dapat mengambil alih dokumen-dokumen
dengan melakukan pembayaran sebesar nilai maksimum L/C.
Tindakan bank seperti ini dapa* tesjadi karena keberadaan artikel 37

hurutb UCP 503 yang mengatakan:




commercial HUOICES 185
the credit. Nevertheles
whndertakg, &CCEP t o draft(s),
nuoices, 15 ae
has 1ot prLd, ineurred o deferred paymen

regotiated for arn g

122

“[Inless otherunse stipulated i the credif, banks may refuse

sied for @mounts i 0SS 9 f the amouiitt permitted by

s if @ bark authorised to pRy, HCUT A deffered payment

or -nf.gotrﬁate snder w credit goeepts such

cistori will b bidimg uport all pm‘iifrs, -;:!rauided that stich banks

1F undertaking, accepteid draft(s) or
smowent tn excess of that permitted by the credit,”

Artikel 37 huruf b UCP 500 tepsebiut mempertimbangkan dalam

kaitannya dengan pengaturan [toleransiyang dimuat dalam artikel39

hurufb UCP 500 yang mengatakan:
“Unless a credit stipulates that the quantity of the goods specified

st not be exceaded or reduced, & tolerance of 5% more or Sibless will be

permissivle, alwrys provided that the amount of the drawings does not exceed

the amount of the credit This toleranice does mot apply when the credit

stipulates the quanttty m Erms of a stated ymimber of packig umitsd or

individual items”,

Toleransi yang diizinkan aptikel 39 huruf b tidak dapat

digunakan sebagai sarand meningkatkan nilai L/C. jika nilai L/C

dinyatakan sebagai perkalian dari jumlal yang ditetapkan dan harga

perunit yang tetap serta tidak didahuluikata seperti “about”, toleransi

5%  tidak dapat digunakan untuk memperoleh harga terhadap
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pengiriman barang diatas jumlah yang ditetapkan tersebut. Terhadap
kondisi ini berlaku artikel 37 hurut b UCP 200,

Kecuali L/C mengatur lain, bank diberi pilithan untuk
menerima faktur dagang yang diterbitkan untuk suatu nilai yang
melebihi nilai yang diizinkan L/C, tetapibank tidak harus membayar
nilai yang melebihi nifai L/C, Penerima tidak akan dibayar melalui
L/C untuk jumlah kelebihan barang yang telah dikirimnya. Penerima
perlu memints pembayaran kepada pemolon untuk kelebihan
pengiriman tersebut dan dalam hal ini peneiima dapat mengalami
kesulitan jika penerima dan pemohon tidak memiliki hubungan baik,

Dalam hal diterapkan artikel 39 hurat ¢ UCP 500
memperkenankan teleransi sebesar 5 % kurang dalam nilai yang
ditarik, sedangkan dalam hal artikel 39 huruf b UCP 509 berlaku,
ketentuan ini mengizinkan toleransi sebesar 5% lebih atau kurang
dalam jumlah. Artikel 39 husruf ¢ UCP 500 mensyaratkan bahwa dalam
hall/C menyatakan suatu jumlah, jumlah itu dikirim seluruhnya dan
harga perunit tidak dikuranei.

Bank tidak berkewajiban untuk memastikan bahwa harga
adalah seragam dalam setiap pengapalan atau untuk menentukan
bahwa harga pada pengapalan berikutnya lebih tinggi. Jika kata-kata

“about”, “approximately”, “circa” atau pernyataan serupa tidak
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digunakan, toleransi terhadap jumlah ma:ih dimungkinkan sesuai

artikel 39 huruf b.

Uraian Barang dalam Faktur Dagang

Artikel 37 huruf ¢ UCP 500 mensyaratkan babhwa uraian barang
dalam vaktur dagang berkaiten dekat (correspond) dengan uraian
barang dalam L/C. dalam dokumen-dokumen lainnya uraian barang
dapat dibuat secara wmum Komvisten dengan uraian barang dalam )
L/C.

Pemohon biasanya mengatur dalam L/C bahwa pembayaran
berdasarkan L/C harus dilakukan atas dasar pengajuan faktur dagang
yang memuat ursian barang yang berkaitan dekal dengan uraian
barang dalam L/C. Pemohon mungkin mensyaratkan agar bank °
melakukan pembayaran setelah yakin bahwa uraian barang yang
dikirim dalam fakinr dagang persis sesunai dengen uraian barang
dalam kontrak penjualan,

Akan tetapi bank lebih menyukai jike dalam L/C tidak
dipersyaratkan bahwa faktur dagang memuat uwraian barang yang
rinci, Uraian barang yang rinci menambah beban tugas dan
membuang waktu banyak bagi bank untuk meneliti uraian barang

tersebut. Bank umumnya tidak memiliki pegawai yang pengetahuan
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teknis untuk melakukan penilaian berkenaan dengan tumpang tindih
dari uraian barang yang berbeda dalam satu dokumen atau antar
dokumen. Keadaan ini dapat menimbulkan sengketa yang mengarah
pada pengajuan gugatan. Selain itu tindakan membuang wakiu
banyak bagi bank merupakan pemborosan bisya dan hal ind tidak
dikehendaki® |

Namun demikian terlepas daribank tidak menghendaki uraian
barang vang rinci dalam faktur dagang L/C pada umumnya meminta
agar dalam faktur dagang dimuat barang yang dapatmeliputijumlah,
tipe, macam, standar, grade, dan harga, Uraian barang dalam faktur

dagang harus sama dengan uraian barang dalam L/C

Putusan Pengadilan Amerika

Dalam kasus Banco Nacional Ultramarine vs. First National
Bank of Boston, L/C memuat klausul bahwa pembayaran L/C
dilakukan dengan pengajuan dokumen-dokumen yang membuktikan
barang berupa Prazilisn white crystel sugar dikirim dari Rio de Janeiro,
Ternyata, faktur dagang tidak memuat klausul yang dimuat dalam

L/C pada saat faktur dagang disjukan kepada bank.

* Informasi hasil wawancara dengan PT. Lippo Bank cabang Jepara, pada tanggal 04 September 2002
dengan Direktur Bapak Agus

D

(UPT-PUSTRA UG T]
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Konsekuensinya, bank menolak untuk melakukan pembayaran.
Pengadilan memutuskan bahwa bank penerbit tidhk berkewajiban
untuk melakukan akseptasi dan pembayaran wesel yang disertai
dengan pengajuan faktur dagang yang tidak menunjukkan bahwa
pengiriman Brazilian white crystal sugar telah dilaksanakan.

Kemudian, dalam kasus Illtl‘.l'[lfltil-)llﬂl Banking Corporation vs,
Irving National Bank, bank tergugat menerbitkam L/C untuk
kepentingan seorang Liberman, L/C memberi kuasa kepada pabrikan
Jepang untuk melakukan penarikan wesel kepada ban}_; penerbit atis
beban rekening Liberman dengan Kkondisi empat bulan setelah
pengunjukan untuk nilai yang tidak melampani 42.500 dolar Amerika
atas pengajuan dokumen-dokumen yang menyatakan pengiriman
pakaian yang terbuat daxi bahan sutra (Silk Cloth), L/C juga memuat
kiausul bahwa Sik Cloti tersebut harus dibuat as per dur Lebermuans
designs and total width of st}ipes not more than 50 percent of the material
width, Sehubungan dengan itu, fabrikan Jepang menarik wesel senilai
22,750 dolar Amerika, Ketika wesel tersebut disjukan kepada bank,
bank menolak melakukan akseptasi atas wesel atas darar bahwa faktur
dagang tidak menyatakan stripes rof more thayi 50 percent of the material

width sebagaimana dipersyaratkan dalam L/C, Pengadilan memutus
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bahwa bank tergugat dibenarkan untuk menolak melakukan akseptasi
atas wesel yang diajukan kepadanya,

Dalam dua kasus di atas putusan pengadilan Amerika telah
sesuai dengan hukum L/C karena hakim membenarkan penolaka;t
akseptasi wesel yang didasari dokumen yang menyimpang. Akseptasi
wesel dilakukan oleh bank penerbit hanya jika dokumen-dokumen
yang diajukan termasuk faktur dagang sesuai demgan persyaratan
L/C. Dalam hal terdapat penyimpangan- pada dokumen, bank
penerbit tidak akan melakukan akseptasi atas wesel sebab kalau hal
demikian dilakukan, maka bank penerbit berkewajiban melakukan
pembayaran wesel pada saat jatuh tempo. Sementara, pemohon
kemungkinan besar menolak pembayaran kembali kepada bank
penerbit jika dokumen-dokumen yang disampaikan kepada pemohon

mengandung penyimpangan. Hal ini berarti risiko bagibank penerbit.

Kasus Faktur Dagang di Jakarta?

Bank penerbit di Jakarta menerbitkan L/C ke luar negeri dalam
rangka pembelian barang curahan, Barang kemudian dikirim ke
Indonesia melalui Kawasan Berikat di Indﬁnésiﬂ dan dokumen-

dokumen diproses melalui bank, Dalam kasus ini diajukan kepada

x7

Hagsi! informasi dari Perpustakaan Bark: Indonesia Semarang,
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bank penerbit 2 (dua) faktur dagang yaitu pertama faktur dagang yang
diterbitkan oleh pemjual di luar negeri dan kedua faktur dagang vang
diterbitkan oleh agen penjual di Kawasan Berikat, Oleh karena barang
yang &iimpor adalah barang curahan, maka begitu barang sampai di
Kawasan Berikat berkurang timbangannys dibanding sewaktu barang
ditimbang dinegara pelabubhan muat.

Atas dasar hasil timbangan barang di Kawasan Berikat, maka
agen penjual di Kawasan Berikat menerbitkan faktur dagang yang
kedua sementara fakiur dagang yang pertama telah diterbitkan oleh
penjual. Kedua faktur dagang ini bersama-sama dengan dokumen-
dokumen lainnya dikirimkan bank penegosiasi kepada bank penerbit
sekaligus meminta pembayaran kembali kepada bank penerbit yang
bersangkutan, Bank penerbit kemudian melakukan penelitian
dokumen dan menemukan bahwa nilai faktur dagang yang
diterbitkan penjual sedikit lebih tinggi dari nilai faktur dagang yang
diterbitkan agen penjual.

Berdasarkan hal tersebut bank penerbit tidak mau melakukan
pembayaran kembali kepada bank penegosiasi dengan alasan terdapat
penyimpangan dalam dokumen-dokumen yang diajukan bank
penegosiasi kepada bank penerbit. Tindakan ini diprotes oleh bank

penegosiasi di luar negeri dengan mengatakan bahwa tidak ada




penyimpangan dalam dokumen-dokumen yang dikirimkannya dan
oleh: karena itau pula bank penerbit seharusnya melakukan
pembayaran kembali kepada bank penegosiasi ditambah biaya bunga
karena keterlambatan mengkredit rekening bank penegosiasi.

Dalam kasus di atas tindakan bank penegosiasi adalah tepat
karena di dalam L/C yang diterbitkan bank penerbit di Jakarta tidak
dipersyaratkan bahwa faktur dagang diterbitkan oleh agen penjual di
Kawasan Berikat, sehingga faktur dagang yang digunakan adalah
faktur dagang yang diterbitkan oleh penjual di negara asal barang.
Kalau faktur dagang yang diterbitkan penjual konsisten dengamn
dokumen-dokumen lainnya hal ini berarti bahwa maka dalam
dokumen-dokumen pengapalan tidak ada penyimpangan dan bank
penerbit seswai dengan UCP 500, misalnya Artikel 2 dan 14,

diwajibkan melakukan pembayaran kembalikepadabank penegosiasi.

b. Dokumen Transportasi
1. Marine/Ocean Bill of Lading
Artikel 23 UCP 500 pada intinya mengatur babwa

Maring/Ocean Bill of Ladtng memuat hal-hal sebagai berikut:
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. Pernyataan mengenai mnama pengangkut dan  telah

ditandatangani atau disahkan oleh pengangkut atau agen yang

" bertindak dan untuk atasnama pengangkut atau nahkoda,

. Pernyataan bahwa barang telah dimuat di atas kapal atan

sudah dikirim dalam kapal yang ditentukan,
Pernyataan bahwa pelabuhan muat dan pelabulian bongkar

telah sesuai dengan yang dipersyaratkan L/C,

. Maring/Qeeanr Bill of Lading terdiri dari satu asli atan jika

diterbitkan lebih dari satu asli, seperangkat lengkap yang ashi

harus diterbitkan,

. Muarine/Ocean Bill of Lading memuat semua syarat dan kondisi

pengangkutan atau sebagian syarat dan kondisi pengangkutan
dengan mernjuk pada suatu sumber atau dokumen selain
daripada Marine/Oeean Bill of Lading (short formyblank back bill of .
zaémg), |
Pernyataan tidak adanya indikasi bahwa Marig/Ceean Bill of
Lading tunduk pada charier party danfatau tidak adanya

indikasi bahwa kapal pengangkut hanya digerakkan oleh layar,

g, Muaring/Ocean Bill of Lading memenuhi persyaratan alih kapal.

Marineg/Ocean Bill o, Lading digunakan untuk bilf of Inding

yang mancakup pengapalan barang dari satu pelabuhan ke
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pelabuhan lainnya, Maring/Ocean Bill of Lading berbeda dengan
inland water-way bill. Jika dokumen transpoﬂasi menunjukan
bahwa pengangkutan barang tidak hanya melalni laut, tapi
digabung dengan pengangkutan barang melalni darat, maka
dokumen transportasi semacam ini tidaklah sebagai Maring/Ocean
Bill of Lading, tetapi sebagai Multimodal or Combined Transport
Document. #

Marine/Oceann Bl of Lading adalah sema dengan
conventional bill of ladimg yang lazim dinamakan il of ladmg.
_‘I\"Iemu'ut Sassoon, definisi &1} of lading adalah sebagai berikut:

“A bill of lading is a document which is signed by the carrier or s
agent acknowledging that goods hawe been shipped on board a
particular vessel bound for a particular destiation and stating the
terms on which the goods so received arve to be carried.”

Sementara itu definisi berdasarkan putusan pengadilan
dalam kasus Bank of Taiwan vs. Unien Bank of Philadelphia
adalah demikian:®

“A bill of lading s in substance a written acknowledgement by the

master or owner that e has received such goods as tf describey for

2 UCP 500 article 26
s T . ' ‘
* Hasil inforrnasi dari Perpustakean Bank Indonesia Semarang,




132

the voyage stated, to be carried on the terms stated, and delivered to
the person specified in the bill.”

Sejalan dengan definisi Sassoon master atau owner dalam
definisi putusan pengadilan ini adalah pengangkut atas barang
yang dikirim. Bl of lading memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu tanda
terima barang oleh pemilik kapal, kontrak pengangkutan barang
antara pengirim (shipper) dan pengangkut (cwrrier) dan document of
title. Bill of lading dapat diterimms sebagai dokumen transportasi
dalam rangka transaksi L/C, jika bill of lading menyatakan nama
pengangkut yang melakukan pengangkutan barang. Karena bill of
lading merupakan bukti kontrak pengangkutan barang, maka bill of
lading harus menyatakan siapa pengangkut. Pengangkut tidak
harus pemilik kapal ataw orang yang punya hak atas kapal
berdasarkan charter.

Bill of lading harus ditandatangani atau disahkan oleh
pengangkut atan masier, atan oleh agen pengangkut atau agen
master. Dalam bill of leding cukup nama pengangkut disebut dan
penandatangan dapat dilakukan oleh wmaster atau oleh agen
pengangkut atau agen master.

Bil} of Indirg harus menyatakan bahwa barang telah dimuat

di atas kapal yang disebut namanya. Bl of lading tidak cukup




133

hanya dengan menyatakan bahwa barang telah diterima untuk
dikirim, Bifl of lading yang memuat pemyataan— demikian tidak
merupakan pemberitahuan bahwa barang telah dimuat di atas

kapal

Putusan Pengadilan Amerika

Dalam kasus Kunglig Jaranvagsstyrelsen vs. Dexter and
Carpenter dipermasalahkan cakupan definisi bill of Jadmg dan
pengadilan memutus bahwa “receipt for water carriage, signed by 4
iransporiation company” memenuhi definisi bill of lading dan dapat
diperlakukan sebagaibukti pengiriman barang yang sab.

Walaupun demikian pengakuan terhadap “recerved for
shipment bill of Ia&r‘-mg” oleh pengadilan ini tidak sejalan dengan
kebiasaan dalam perdagangan. Halini dapat dilihat dariketentuan
Artikel 23 huruf a butir ii UCP 500 di atas yang menyatakan bahwa
bill of lading harus menyatakan bahwa barang telah dimuat di atas
kapal atau dikapalkan pada kapal tertentn. Tetapi, isi Artikel 23
huruf a butir ii tersebut tidak berlaku jika L/C mengatakan bahwa
received for shipment bill of lading dapat diterima,

Kemudian Artikel 23 huruf a UCP 500 menunjuk pada bill

of lading yang mencakup pengapalan bavang dari satu pelabuhan
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ke pelabuhan lainnya. Ketentuan alih kaplal (transhipment) pada
Artikel 23 hurut b, ¢, dan d UCP 500 menekankan perlunya satu bill
of lading ataw satu set il of laduig yang mencakup seluruh
pengangkutan melalui laut. Bl of lading berkenaan dengan a]j};1
kapal tersebut dinamakan franshipment bili of ladmg,

Bill  of leding seyogyanya membuktikan kontrak
pengangkutan yang meliputi seluruh perjalenan mulai dari
pelabuhan muktisampai dengan pelabuhan bongkar. Bill of lading
perlu mencakup seluruh pe1ja1a11a;1 agar pembeli berhak atas
barang sepanjang perjalanan tersebut. Bill of ladmyg yang meliputi
seluruh perjalanan ini dinamakan through Bill of lading,

Adakalanya juga penjual menyewa sebuah kapal untuk
mengirim barang dalam berongan atau dalam jumlah yang sangat
besar. Pengangkutan barang tersebut tunduk pada kontrak yang
menjadi dasar penyewaan kapal dan bill of Iadimg yang diterbitkan
dinamakan Charter Party Bill of Lading. Charter Party Bill of Lading
tidak memuat semua persyaratan konirak penyewaan kapal tetapi
melakukan rujukan pada kontrak tersebut, Bank dapat menerima
Charter Party Bilk! of Ladtng,

FroA

L/C adakalanya merujuk pada “negotiable bill of ladmg”, “to

woow T ELE

order and blark endorsed”, fo order of ABC Co.”, “to order of XYZ
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Bartk” dan “to order and endorsed deliver to the order of XYZ Bank™%
Semua bill of lading ini adalah bersifat dapat dialihkan {(negotiable)
dalam arti bill of lading yang demikian memperbolehkan the right of
transfer of title terhadap barang yang diwakili bill of lading
dimaksud dari satu pihak ke pihak yang lainnya dengan cara
gridorsemnent.

Bdl of lading yang bersitat dapat dialihkan supaya jangan
dipertentangkan dengan fetokopi bill of lading yang tidak dapat
dialihkan (nom-negotisble copy). Kata-kata “nor-negofieble” dan
“copy’ semata-mata menjelaskan bahwa &l of lsdmg yang
didahului dengan kata-kata tersebut tidak merupakan bill of ladmg
asli seh:ingga tidak bersifat dapat dialihkan,

Halaman belakang bl of luding memuat sejumlah klausul-
klausul berkenaan dengan persyaratan kontrak pengangkutan.
Namun, dalam short form bill of lading ataw blank back bill of ladmng
klausul-klausul kontrak pengangkutan tersebut tidek ditemukan
pada halaman belakang bill of lading, Alasannya adalah jenis bill of
lading yang disebut belakangan ini tidak diterbitkan berdasarkan
kop surat maskapai pelayaran melainkan berdasarkan nama
pengangkut yang diketik pada bill of Indmyg tersebut. Bil of leding

semacam ini juga dapat diterima oleh bank sesuai dengan Artikel
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i}

23 huruf a UCP 500, Bank tidak berkewajiban meneliti klausul-

klausul pada halaman belakang bill of lading.>

Putusan Mahkamah Agung RI3?

Dalam kasus PT Sejahtera Bamk Umum (penggugat)
melawan PT Perusahaan Pelayaran Samudera Indonesia dan PT
Gespanmindo (tergugat [ dan I Mahkamah Agung RI
memberikan putusan hahwa tergugat I dam II berdasarkan
perbuatan melawan hukum vang dilakukan oleh keduanya
masing-masing haras membayar tumai setengah bagian dari
selurnh jumlah kerugian yang telah diderita penggugat yaitu
sebesar 169.000 dolar Amerika ditambah bunga kerugian sebesar
6% setahun yang merupakan kekurangan pembayaran kembali
atas penerbitan L/C yang dilakukan oleh penggugat.

Dalam kasus ini, atas permintaan PT Gespanmindo, PT
Sejahtera Bank Umum melalui Standard Chartered Bank Jakarta
menerbitkan L/C kepada penerima di Australia untuk pembelian
pupuk sebanyak 3.000 MT. PT Perusahaan Pelayaran Samudera
Indonesia/ Agen mengangkut pupuk dari Australia ke Jakarta. Bill

of lading dikuasai PT Sejahitera Bank Umum dan belum diserahikan

*UCP 500 article 23a
a1 A C .
Hagzil informasi dart Perpustakaan Bank Indonesia Sernarang,
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kepada PT Gespanmindo karena perusahaan ini belum membayar
kembali kepada PT Sejahtera ABank Umum sebesar 169,000 dolar
Amerika yang merupakan kekurangan pembayaran dalam rangka
pellerbitail L/C dimaksud. Tanpa pengetahuan PT Sejahtera Bank
Umum, PT Perusahaan Pelayaran Samudera Indonesia telah
menyerahkan pupuk kepada PT Gespanmindo tanpa penyerahan
biI;f of lading asli/ Akibatnya, PT Sejahtera- Bank Umum merasa
dirugikan dan menuntut ganti kerugian sebesar 169,000 dolar
Amerika ditembah bunga.

Terhadap kasus ini, PT Gespanmindo seharnsnya tidak
meminta kepada PT Perusahaan Pelayaran Samudera Indonesia
untuk menyerahkan pupuk kepadanya tanpa disertai bill of lading
asli. Faktanya, bilt of lading asli masih dikuasai cleh PT Sejahtera
Bank Umum dan belum diserahkan kepada PT Gespanmindo
karena perusakaan ini belum menyelesaikan kewajibannya
berdasarkan penerbitan L/C kepada bank penerbit, Fupuk yang
diimpor dari Austrelia masih dikuasai T Sejahtera Bank Umum
karena bill of lading asli sesuai L/C dibuat kepada orl_der bank.
Pupuk yang diimpor ini adalah jaminan utama bagibank penerbit.
Jaminan utama itu telah diserahkan oleh PT Perusahaan Pelayaran

Samudera Indonesia kepada PT Gespanmindo.
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Kasus Bill of Lading di Jakarta®?

Bank penerbit di Jakarta menerbitkan L/C ke luar negeri
yang a.utara lain mensyaratkan dalam L/C agar 1 (satu) ashi
konosemen (bill of lading) yang consignee-nya dibuat order bank
langsung dikirim kepade gembeli di Takarta dan 2 (dua) ashi b of
lading lainnya agar dikirim kepada bank penerbit. Persyaratan L/C
ini dipenuhi oleh bank penegosiasi di luar negeri,

Setelah diterimarya bill of luding asli texsebut oleh pembeli,
pembeli memanfaatkannya sebagai dokumen dalam rangka
memproses pengelnaran barang dari pelabuhan tanpa
sepengetahuan bank penerbit. Caranya, pembeli membuat fotokopi
dari asli 1] of Tnding kemudian dimintakan cap daribank penerbit
lalu tands tangan pejabat bank penerbit dipalsukan. Dengan
adanya cap dan tanda tangan pejabat bank penerbit, maka seakan-
akan bank penerbit telah melakukan endorsemen pada &ill of lading
tersebut yang merupakan ketentuan hukum agar hak kepemilikan
barang pada bil of lading dapat beralih dari bank penerbit kepada

pembeli,

¥ Hasil informasi dari Perpustaliaan Bank Tndonesia Sernarang,
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Fotokopi bill of lnding yang lengkap dengan cap dan tanda
tangan pejabat bank tersebut kemudian digunakan oleh pembeli
untuk memproses pengeluaran barang yang ditmpor, Untuk

menghindari penolakan dari pihak yang berwenang, pembeli

melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ashi bill of

lading yang telah diendarse oleh bank pener‘mt hilang. Pembeli
berhasil mengeluarkan barang dari pelabuhan, Sementara, pembeli
tidak menebus dokumen-dokumen yang ada pada bank penerbit
yang berart pembeli tidak melakukan pembayaran kembali
kepada bank penerbit yang telah melakukan pembayaran kembali
kepada bank penegosiasi untuk kepentingan pémbe]i.

Dalam kasus ini pembeli beritikad tidek baik yaitu
mengupayakan pengelnaran barang yang berdasarkan bl of lnding
masih diknasai oleh bank penerbit. Pihak yang berwenang
terntama Maskapai Pelayaran dalam hal ini juga lalai karena
memperkenankan pengeluaran barang dilakukan atas dasar
totokopi bill of lading tanpa melakukan konfirmasi lebih dahulu
kepada bank penerbit sebagai consignee dari bii} of lading dimaksud.

Akibatnya, bank penerbit mengalami kerugian.®®

F Letter of Credit Tinjauan A.spel Hulum dan Bisnis, Dr. Ramlan Lnntmg,, 3.5L, LL.M, Penerbit
Salernba Empat, 2000,
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2. Non-negotiable Sea Waybill

Artikel 24 UCP 500 pada intinya mengatur bahwa Non~

negotiable Bill of Lading memuath al-hal sebagai berikut:

a. Pernyataan nama pengangkut dan telah ditandatangani atau

disahkan oleh pengangkutatatt agen yang pertindak untuk dan
atas nama pengangkut, atatt disahkan oleh nahkoda atan agen
yang pertindak untuk dan atas nama nahkoda,

. Pernyataan bahwa parang telah dimuat di atas kapal atau
dikizim dengan kgpal yang ditentukan,

Pernyataan bahwa pelabuhan muat dan pelabuhan bongkat
sesuai dengan persyaratan L/C,

. Non-regotiable Bill of Lading terdiri dari satu ash atau jika
diterbitkan lebih dari satu asli, seperangkat lengkap asli harus

diterbitkan,

Non-negotiable Bill of Lading memuat semua syarat dan kon disi

pengangkutan atau memuat sebagian syarat dan kondisi -

pengangkutan dengan merujuk pada satn sumber atau
dokumen selain dari Non-regotiable Bill of Lading (short

form/blank back Non-negotiable Sea Waybill),



141

f. Pernyataan tidak adanys indikasi bahwa Norregotiable Seq
Waybill tunduk pada charier party atan hanyé digerakkan oleh
layar,

g. Nom-negotiable Sea VWaybill sesual dengan ;;erlsyaratan L/C,

h. Non-negotiable Sen Waybll memenuhi persyaratan alih kapal

Sea waybill tidak sama dengan Maring/Ceean Bill of Lading
dilihat dari sifat sebuah dokumen transportasi yamg dapat
dialihkan. Sea weybill adalah dokumen transportasi yang tidak
dapat dialihkan, sementara Marme/Ocean Bl of Lading adalah
dokumen transportasi yang dapat dialihkan darisatu pihak kepada
pihak lainnya. Dapat juga dikatakan bahwa sez waybill bukan
merupakan document of tifle. Alasannya adalah pengiriman dan
penyampaian barang ditujukan kepada pembeli (consignee)
berdasarkan pengajuan buktiidentitas diri pembeli dan tidak perlu
disertai dengan penyerahan sea waybill yang asli oleh pembeli. Sea
waybill terutama digunakan sebagai dokumen transportasi yang
membuktikan tanda terima barang yang dikapalkan. Selain itu, sex
wabill juga merupakan bukti kontrak pengangkutan antara
pengangkut dan pemasok,

Wuybill  telah lama digunakan dalam transportasi

menggunakan kereta api dan disusul kemudian dalam transportasi
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dengan pesawat udara. Turakhir, waybill juga digunakan dalam
transportasi yang menggunakan kapal Waybill rmemiliki
karakteristik bl of lading (Maring/Qcean Bill of Lading) dalam arti
bahwa waybill merupakan tanda terima barang dan kontrali
pengangkutan; namun, waybil] bukan merupakan document of title
atau bersifat dapat dialihkan. Pengalihan weybill tidak merapakan
pengalihan kepemﬂil-:an barang yang diwakili dokumen
transportasi tersebut. Sehingga, waybill tidak tepat digunakan
sebagai dokumen transportasijika pembeli ingin menjual kembali
barang yang sedang dalam perjalanan dari luar negeri. Ketentuan
sea waybill sebagaimana dimuat dalam Artikel 24 UCP 500 pada
dasarnya memuat ketentuan Maring/QOcean Bill of Lading
sebagaimana dimuat dalam Artikel 23 UCP 500 dengan
menggunakan Non-negotiable Sea Waybill sebagai pengganti bill of

lading.

F. Pilihan Hukum Dalam Transaksi L/C
1. Pilihan Hukum pada Umumnya
UCP tidek mengatur pilihan hukum untuk menyelesaikan
kasus L/C. Dengan menundukkan L/C pada UCP para pihak hanya

mengadopsi seperangkat ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan
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prosedur dari L/C. Para pihak belum 562 menyatakan pilihan hukum
untuk masalah-masalah L/C lainnya seperti pengaturaﬁ pilihan hukam
atas sengketa L/C. Pengaturan masalah-masalah L/C lainnya teraebut‘
dapat mernjqk pada hukum nasional Dengan demikian, UCP bukanlah
satu-satunya pilihan hukum yang berlaku atas L/C, hukum nasional
dapat juga dijadikan sebagai pilihan hukum atas L. Bahkan UCP dan
hukum nasional dapat secara bersamaan sebagai pilihan hukum atasL/C.
Dalam hal terjadi kasus L/C temta:rﬁa ‘berkenaan dengan
masalah yang tide;k diatur oleh UCP, pengadilan menyelesaikan kasus
dimaksud berdasarkan pilihan bukum yang dimuat dalam L/C. Jika L /C
tidak memuat pilihan hukum, hakim harus menentukan hukam nasional
yang berlaku (Governing law) atas L/C tersebut dengan cara m emerapkan
prinsip-prinsip hukwm perdata internasional yang berlaku bagi kontrak.
Dalam transaksi L/C, pengaturan pilihan hukum tidek
sesederhana sebagaimana halnya penentuan pilihan hukum dalam
kontrak pads umumnya, Hal ini disebabkan transaksi L/C melibatkan
beberapa kontrak yang terkait satu sama lain. Kontrak-kontrak tersebut
pada dasarnya terdiri dari kontrak penjualan, permintaan penerbitan
L/C, L/C dan kontrak keagenan. Masing-masing kontrak berbeda para

pihaknya.
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Pada kontrak penjualan para pihaknya adalah pembeli dan
penjual. Dalam kontrak ini diperlukan beberapa pilihan hukum demi
kepastian hukum karena pembeli dan penjual umumnya berada dalam.
negara yang berbeda. Jika tidak ada pilihan hukwm, maka hukum
nasional yang Detlaku ditentukan oleh hakim berdasarkan prinsip-pubintp
hukum perdata internasional.

%ementara, pada permintaan pemerbitan L/C para pihaknya
adalah pemohon dan bank penerbit, Dalam kontrak ini pada dasarnya
tidak ada masalah mengenai pilihan hukum atau penentuan hukum
nasional yang berlaku karena umumnya pemohon dan bank penerbit
berada dalam mnegara yang sama. Hukum yang berlaku terhadap
permintaan penerbitaan L/C sudah sepatutnya adalah hukum negara
dimana bank penerbit dan pemohon berada. Sekiranya bank penerbit dan
pemohon berada dinegara yang berbeda, maka perlu diatur klausul
pilihan hukum dalam kontrak tersebut. Jika tidak ada pengaturan pilihan
hukum didalam komtrak, maka hukum nasional yang berlaku atas
ermintaan penerbitan L/C juga ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip
hukum perdata internasional.

Selanjutnya, dalam L/C para pihaknya adalah bank penerbit

dan penerima. Dalam L/C pada umumnya pilihan hukumnya adalah

UCP. Dalam praktik di Indonesia, penulisbelum pernah menemukan L/C




145

yang diterbitkan bank wmum tunduk pads hukum nasional tertentu
selain tumdik _pada UCP. Sebaliknya, L/C yang diterbitkan dari luar
negeri seperti Amerika sudah ada yang memuat Klansul pilihan hukum
selain tunduk pa({a UCP. L/C dari amerika ada yangmenyatakan tunduk
socara bersamaan pada UCP dan hukum nasional amesika, Untuk L/C
vang tidak memuat klansul pilihan hukum selain tunduk pada ucr,
penentuar hukum nasional yang berlaku terutama antuk maslah-masalah
L/C yang tidak diatur dalam UCP dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip
hukum perdata mtern asional.

¥emudian, untuk kontrak keagenan patd pihaknya adalah
bank penerbit dan bank penrus. Dalam hal L/C tunduk pada UCP, maka
hak dan kewgjiban kedua bank dalam rangka pelaksanaan L/C tel&;h jelas
diatur dalam UCP selain dalam L/C. antuk kontrak keagenan ini, dalam
praktik penulis belum pernah melihat ada pengusulan klausul pilihan
sendiri di luar L/C antara bank penerbit dan bank penerus. Pilihan
hukum pntuk kontrak keagenan ini adalah UCP sepanjang L/C tunduk
pada UCP. Hal ini karena instruksi pelaksanaan L/C kepada bank
penerus dimuat dalam L/C. Oleh karena itu, jika L/C tunduk pada UCP,
maka dengan sendirinya kontrak keageman yang lahir berdasarkan
instruksi tersebut dan merupakan pagian dari L/C juga tunduk pada

UCP.
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Batasan Pilihan Hukum

Para pihak melakukan pilihan hukum atas dasar asas
kebebasan berkontrak walaupun pilihan hukum para pibak harus
dihorntati, namun pilihan hukum tersebut tidak boleh bertentangan
dengan ketertiban umum (gpblic policy). Konsepsi ketertibanp umum
berbeda dari satw negara kemegara yang lainnya. Menurut Peraturan
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 temtang Tatacara pelaksanaan
putusan Arbitrase Asing, ketertiban umum adalah sendi-sendi asasidari

seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia,

_Sudargo Gautama memberi contoh ketertiban umum tersebut -

adalah keberadaan ketentuan larangan permintaan [ndonesia untuk
melakukan impor barang tertentw, Dalam hal ini hukum dalam kontrak
dalam pedagang Indomesia dan pedagang luar negeri tidek boleh
mengesampingkan larangan impor tersebut. Larangan impor oleh
Indonesia bersifat ketertiban umum dan oleh karena itu tidak boleh
dilanggar oleh para pihak dengan memilih hukum negara tertentu yang
tidak mengenal larangan tersebut, Belisu memberikan contoh lainnya
yang bersifat ketertiban umum adalah ketentuan pemerintah mengenai
kuota dalam rangka ekspor impor barang tertentu. Ketentuan kuota ini

juga tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan memilih
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hukum negara tertenfu yang tidak mengenal kuota dalam rangka ekspor

impor.

Pilihan hukum hanya dapat dilakukan terhadap sistem hukum
yang memiliki koterkaitan yang relevan dengan kontrak. Para pihak tidak
dapat memilih sistem hukum yang sama sekali tidak ada sangkutpauknya
dengan kontrak yang bersanghuiun. Kemudian, piihan hukam hanya
dapat dilakukan dibidang hukum kontrak yang bersifat mengs tur, bukan
dibidang hukum kontrak yang bersifat mengatur, bukan dibidang hukum
yang bergﬁat memaksa. Selajutnya pilihan hakuam merujuk pada hukum

substansi (hukum intern) dari negara yang dipilih bukan merujuk pada
sistem hukum perdata internasional dari negara yang dipilih.

Dalam tramsaksi L/C kontrak penjualan, permintaan
penerbitan L/C, L/C dan kontrak dengan keagenan merupakan bidang
Lukwm kontrak yang bevsifat mengatur, Sehingga, dalam hal diperlukan

dalam masing-masing kontrak tersebut dapat dimuat klausul pilihan

Tk,

Penentnan Hukum Nasional yang Berlaku

Menurut hemat penulis kontrak-kontrak dalam rangka transisi
L/C yaitu kontrak penjualan, permintaan penerbitan L/C, L/C dan

kontrak keagenan jika dilihat dari pentingnya pengaturan pilihan hukum
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dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pertama kelompok yang
mutlak perlu pilihan hukum dan kedua kelompok ?ang relatif perlu
pilihan hukum. Kelompok pertama meliputi kontrak penjualan dan L/C
dan kelompok kedua mencakup penerbitan L/C dan kontrak keagenan.
Pengelompokan ini dilakukan atas pertimbangan bahwa permintaan
penerBitan L/C pada dasarnya tidak memerlukan pengaturan pilihan
hukum karena pemohon dan bank penerbit pada umumnya berada dalam
negara yang sama. Sementara, kontrak keag'enan yang merupakan bagian
dari L;'C‘.. juga pada dasarnya tidak memerlukan pengaturan pilihan
hukum karena pemohon dan bank penesbit pada umumnya berada dalam
negara yang sama. Sementara, kontrak keagenan yang merupakan bagian
dari L/C juga pada dasarnya tidak memerlukan pengaturan pilikan
hukum sendiri karena kontrak keagenan mengikuti pengaturan pilihan
hukum untuk L/C. Berdasarkan pengelompokkan tersebut pengaturan
pilihan hukum hanya sangat relevan untuk kontrak penjualan danL/C.
Dalam hal kontrak penjualan tidek memuat klausul pilihan
hukum, maka hukum mnasional yang berlaku atas komirak penjualan
tersebut d%dasarkall berdasarkan teori-teori hukum perdata internasional
yang berlaku untuk kontrak penjualan tersebut ditentukan berdasarkan
teori-teori hukmn. perdata internasional yang berlaku untuk kontrak

seperti teori tempat kontrak dibuat (lex loci solutionis) dan teori
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keterk;aitan paling dekat dan paling nyata the closest and most real
connection).

Dari ketiga teoxi ini penulis sependapat dengan Sadargo
Gautama yang, memilih untuk menggunakan teori keterkaitan paling
dekat dan paling nyata yang dinamakannya teori prestasi yang paling
karakteristik (#he wost characteristic connection). Menurut teori ini hukum
nasional yang berlaku untuk kontrak penjualan adalah hukum nasional
tempat penjual berada karena ia yang harus menyediakan bahan baku,
memproduksi barang, mempersiapkan transportasi atau pengapalan
barang dan menyerahkan barang kepada pembeli. Semua upaya ini
menjadikan penjual paling memiliki keterkaitan paling dekat dan paling
nyata dibandingkan dengan pembeli yang hanya mengeluarkan uang,
Pengeluaran uang saja dari segi hukum tidak merupakan hal yang luar

hiasa.

Hukum Nasional yang berfaku atas 1/C

Dalam hal L/C tidak memuat kKlausul pilikan hukum, maka
hakim harts menentukan hukum nasional yang berlaku atasL/C tersebut
dalam hal terjadi sengketa. Penentuan hukum nasional yang berlaku

didasatkan pada prisip-prisip hukum perdata internasional. Hukum
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perdata internasional mengenalbeberapa teoriun tuk menentukan hukum
nasioximl yvang berlaku.

Teori tersebut antara lain adalah teori lex Joor contractus yaitu |
teori yan‘g mengatakan bahwa hukum nasional yang berlaku atas L/C
adalah hukum nasional negara tempat L/C litandatangani. Dalam
rangka L/C, L/C ditandatangani oleh bank penerbit dan oleh karena itu
hukum nasional negara dimana bank penerbit berada.

Teori lainnya adalah teoxi fex loer solutionis yang mengabidon
bahwa hukum nasional yang berlakn untuk L/C adalah hukum nasional
negara tempat pelaksanaan kontrak. Dalam hal L/C, L/C dilaksanakan
dengan cara menerbitkan dan dilakukan pembayaran L/C. bank yang
menerbitkan dar membayar L/C adalah bank penerbit dan sebab itu
hukum nasional yang berlaku atas L/C adalah hukum nasional negara
dimana bank penerbit berada.

Hal ini berarti bahwa penentuan hukum nasional yang berlaku
atas L/C baik berdasarkan teori Jex loci solutionss harilnya akan selalu
sama yaitu memberlakukan hukwm nasional negara tempat bank
penerbit, Oleh karena itu dalam rangka penentuan hukum nasional yang
berlaku atas L/C, pembedaan kedua teori hukum perdata internasional
ini tidak relevan. L/C adalah adalah pengecualian terhadap pembedaan

antara ‘teori lex loci confracius dan lex loci solutiorus. Artinya, untuk

1
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menentukan hukum nasional yang berlaku atas 1/C tidak perln dilihat

dyi kedua teori tersebut melainkan cukup berdasarkan salah satu saja dari

kedua teori dimaksud.

Sudarge Gautama berpendapat bahwa untuk menentukan
hukum nasional yang berlaku atas kontrak dagang internasional
didasarkan pada teori prestasi yang paling karakteristik dengan kontrak
tersebut, Beliau lebih lanjut mengatakan dengan adanya kriteria prestasi
yang paling karakteristik, akan diperoleh lebih banyak kepastian hukum
dibanding dengan menggunakan teori-teori lama saperti lex loct coitractus
ataun lex loci solutionis atau teori lainmya. Penulis sependapat dengan
beliau.

Teori prestasi yang karakteristik dari Sudargo Gautama
tersebut beliau juga untuk L/C mengingat L/C adalah salah satu dari
kontrak ‘1dagang internasional. Dalam hal klausul tidak memuat klausul
pilihan hukum maka un tuk menentukan hukum nasional yang berlakn
atas L/C tersebut dapat digunakan teori prestasiyang paling karakteristik
atau C.F.G Sunaryati hartono menamakannya teori faktor yang paling
terkait disebutjuga teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata.

Menurut teori imi, kecemderungan hukum nasional yang
berlaku untuk L/C adalal hukum negara dimana bank peneirbit berada,

Alasannya adalah keterkaitan paling dekat dan paling nyata ditemukan
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%

di:nega.;a bank penerbit berupa tempat dilakukannya penerbitan L/C,
tempat ai}akli.kalxnya perubahan L/C, tempat dilakukannya penelitian-
penelitian dokumen-dokumen dan tempat dilaksanakannya pembayaran
L/C.5% Namun, kecenderungan itu juga berlaku bagi pembeﬂakuafl
hukwm negara dimana penerima berada karena pada negara tersebut
dapat terjadi permintaan pembayaran L/C, penelitian dokumen-

dokumen, dan pembayaran L/C.

Putusan Pengadilan Inggris

Dalam kasus Offshore Internasional SA vs Banco central
A, hakim menentukan hukum nasional yang berlaku untuk kasus L/C
berdasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata dan hasilnya
hakim memilih hukwm negara tempat bank penerus sebagei hukum
nasional yang berlaku atas L/C. Dalam kasus ini penerima (penggugat)
berbentuk badan hukum Panama tetapi beroperasi di Texas. Pemohon
berbentuk badan hukum dan demikian juga dengan bank penerbit. L/C
yang diterbitkan dengan nilai dolar Amerika memuat syarat bahwa
pembayarannyadilakukan dalam hal terjadi pembayaran kontrak
pembangunanyang berlokasi di Spanyol. L/C diteruskan dalam Dbank
penerus di New York dan diterima diminta dalam L/C untuk

mengajukan dokumen-dokumen kepada bank penerus di New York.
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Penerima menggugat bank penerbit di pengadilan Inggris. Pokok masalah
antara lain adalah mengenai pementuan jatuh tempo L/C apakah
ditentukan berdasarkan hukum Spanyol atau hukm negara bagian New
York. Pengadilan memutuskan bahwa hukum negara bagian New York
merupakan hukum yang berlaku sebab hukum ini yang keterekaitannyas
paljng"(:iekat dan paling nyata dengan transaksiL/C.

Dalam kasus ini L/C tidak memuat ketentuan dinegara
mana L/Cjatuh tempo, sehingga pengadilan harus menentukannya. Oleh
karena dalam L/C tidak dimuat klausul hukum, maka hakim harus

menentukan hukum yang berlaku atas L/C sebagai dasar hukum untuk

menentukan di negara mana terjadijatuh tempo L'/'C.

Pilihan Hukum dalam Hal 3ank Penerus diberi Kuasa melakukan
penyelesaian Pembayaran L/C

UCP memberi hak kepada bank penerbit untuk memberi kuasa
kepada bank penerus agar melakukan pembayaran L/C kepada
penerima. Pemberi kuasa ini dimuat dalam L/C. Dalam hal bank penerus
diberi kuasa melakukan pembayaran L/C dengan cara pembayaran atas
unjuk (sight payment) dan L/C tidak memuat klausul pilihan hukuni,
maka hukum nasional yang berlaku atas L/C ditetapkan berdasarkan

teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata. Bank penerus sebagai
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bank pegtbayar sebelum melakukan pembayaran L/C harus melakukan
beberapa: kegiatan, pertama bank pembayar meneliti kesesuaian
dokumen-dokumen yang diajukan dengan L/C. Kedua bank pembayaran
melakukan pembayaran L/C kepada penerima dalam hal dokumen-
dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan L/C. Berdasarkann
pelaksanaan-pelaksanaan fungsi diatas lmaka sesuai dengan teori
keterkaitan paling dekat dan paling nyata hukum nasional yang berlaku
terhadap L/C vyeitu hukum nsional negara dimana bank pembayara
perada. Dalam hubungannya dengan penerima bank penerbit bertungsi
hanya sebagai penerbit L/C.

Jika bank penerus diberi kuasa o'eh bank penerbit untuk
melakukan pembayaranl L/C dengan cara pembayaran negosiasi

(negotiation) dan L/C tidak memuat klausul pilihan hukum, maka

hukum yang berlaku untuk L/C juga ditentukan berdasarkan teori .

keterkaitan paling dekat dan paling nyata. Dalam hai pembayaran L/C
secara negosiasi, pertama bank penerus sebagai bank negosiasi teriebih
dahuln melakukan penelitian keseuaian antara dokumen-dokumen yang
diajukan dan persyaratan L/C. kedua, bank penegosiasi melakukan
pembayaran L/C kepada penerima dengan terlebih dakulu menggun akan
dana sendiri-sendiri sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan sesuai

dengan persyaratan L/C. Untuk L/C yang pembayarannya dengan cara
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pembayaran tersebut, hukum nasional yang berlaku terhadap L/C adalah

hukum nasional negara dimana bank penegosiasi berkedudukan.

Alasannya keterkaitan paling dekat dan paling nywta ada di negara bank

penegisosai yaitu berupa penelitian dokumen-dokumen yang diajukan
dan pembayaran L/C. Sementara dalam hubungaunya dengan penerima
pada negara bank penerbit hanya dilakukan penerbitan L/C,

Jika bank penerbit memberi kuasa kepada bank penerus un tuk
melakukan pembayaran L/C dengan cara akseptasi (acceptance), maka
antik menentukan hukum nasional yang berlaku bagi L/C dalam hal
L/C tidak memuat pilihan hukum juga didasarken teori keterkaitan
paling dekat dan paling nyata. Jika pembayaran L/C dilakukan dengan
cara akseptasi, pertama bank penrus sebagai bank aksep melakukan
penelitian atas dokumen-dokumen yang disjukan un tuk diajukan dengan
persyaratan L/C. Kedua, bank pengaksep melakaukan akseptasi atas
wesel berjangka yang ditarik sepanjang dokumen-dokumen yang sesuai
dengan persyaiatan L/C. ketiga bank pengaksep melakukan pembayaran
wesel berjangka pada saat jatuh tempo. Berdasarkan teori keterkaitan
paling dekat dan paling nyata maka hukum nasional yang berlaku untuk
1/C adalak hukum negara dimana bank pengaksep berada. Dalam
hubungannya dengan bank penerima negara temyatbﬁnk penerbithanya

terkait dengan penerbitan L/C.
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Jika bank penerbit memberi kuasa kepada bank penerus untuk
111e1\am.bahl<an konfirmasinya pada L/C dan dalam L/C tidak dimuat
klawsul pilihan ll.ukum maka hukum nasional yang berlaku atas L/Cjuga
ditetapkan berdasarkan teori keterkhitan paling dekat dan paling nyata.
Berdasarkan teori tersebut hukum nasional yang beﬂaku untuk L/C yang
dikonfirmasi ialah hukum negara dimana bank penerus sebagai bank
konfirmasi berada. Alasannya adalah pertama bank pengkonfirmasi
menambah haknya konfirmasinya pada L/C sehingga tanggung jawab
bank ini terhadap pembayaran L/C sama dengan tanggung jawab bank
penerbit. Kedua bank 'Iko:nfirmasi melakukan penelitian atas dokumen-
dokumen untuk diajukan sesuai dengan persyaratan L/C. Ketiga bank
pengkontirmasi sesnai dengan pefsyaratan L/C melakukan pembayaran
L/C dengan cara pembayaran atas ujuk, pembayaran kemudian,
pembayaran dengan negosiasi atau pembayaran dengan akseptasi. Dalam
kaitannya dengan penerima, negara bank penerbit hanya terkait dengan

penerbitan L/C.

Putusan Pengadilan Amerika
Tetapi, dalam  kasns Institute Nacional de
Comercialization Agricola {Indeca) vs Continental Illinois National

Bank and Trust Company of Chicage, hakim menentukan hukum




157

nasional yang berlaku atas dasar teori tempat pelaksanaan kontrak (Jex
Ioei solutionis). Hakim mengatakan hukum nasional yang berlaku untuk
L/C yané dikonfirmasi oleh bank penerus adalah hukum negara dimana
bank penerus sebagai bank pengkonfirmasi berada sebab di negara
tersebut bank pengkonfirmasi melakukan kewajiban berupa pelaksanaan
L/C. Dalam kasus ini hakim 1118111b&1r1akﬁka11 hukum Amerika karena
bank pengkonfirmasi berada di Amerika. Hakim berpendapat bahwa
bank pengkonfirmasi berkewajiban langsung untuk membayar L/C
kepada penerima dan berhak seperti bank penerbit untnk menagih
pembayaran kembali atas nang yang dibayarkannya.

Dalam hal L/C dikonfirmasi, penentuan hukum nasional
yang berlaku berdasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata
dan berdasarkan teori tempat pelaksaan kontrak hasilnya akan selalu
sama vaitu ﬁexnberlakukan bukum nasional di megara dimana bank
pengkonfirmasi berada. Alasannys adalah status bank pengkonfirmasi
sama denpan status bank penetbit yaitu sama-sama bertanggung jawab
atas pembayaran L/C. negara tempat pembayaran L/C adalak unsur
pertimbangan yang sangat penting dalam menentukan hukum nasional
yang berlaku menurut kedua teori Dalam hal t/C dikonfirmasi oleh
bank pengkonfirmasi, maka pembayaran L/C peda kesempatan pertama

pada umumnya dilakukan negara tempat bank pengkonfirmasi. Oleh
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Larena itu berdasarkan kedua teori hukum perdata internasional tersebut
hukum masional yang berlaku bagi L/C selalu hukum nasional negara

tempat bank pengkontirmasi.

G. Kasus Asia Jati Furniture Jemaa *
1. Gambaran Kasus Asia Jati Furniture di Jepara dengan Lady Bay di

Irlandia.

Kronologis peristiwanya:

a. Pertama kali, terjadi kesepakatan antara kedua‘pihak bahwa alat
pembayaran transaksi jual beli tersebut memakai Letter of Credit
(L/C)sebagai alat pembayaran impoxtir kepada eksportir.

b. Selan];:ut\‘nya, pihak importiv meminta kepada Bank Penerbit yakni Net
West f’;ank di Inggris untuk menerbitkan Letter of Credit (L/C) yang
ditujukan kepada eksportir melalui Bank Penerima yakni PT. Bank
Negara Indonesia Cabang Jepara.

c. Setelah itn kemudian Letter of Credit (L/C) turun/ dikirim Bank
Penerbit sampai pada Bank Penerima yang selanjutnya diberitahukan
kepada eksportir bahwasanya Letter of Credit (L/C) sudah turun/

dikirim dan diterima clehnya.

¥ Sumber Data adalah kasus dari yang penulis alari sendiri dan data-data pemenuhan syarat-syarat
Letter of Credit {L/C) terlampir.
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d. Selanjutnya eksportir Asia Jati Furniture Jepara menyiapkan barang,
kontainer dan dokumen-dokumen kontainer dan kemudian
mengirimkan barang tersebut sesnai dengan permintaan di Letter of
Credit (L/C) mengenal barang dengan jumiah nilai nangnya tidak
lebih dan tidak kurang daridh dani total Letter of Credit (L/C).
 gotelah barang terkirim, maka langkah selanjutnys adalah pihak
eksportir Asia Jati Furniture Jepara mengumpulkan/ menyiapkan
semua dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Letter of Credit
(L/C) dan diseraln {rwimaken pada Bank Penerima PT. Bank Negara
Indonesia Cabang Jepara yang kemudian setelah dicek dan diteliti oleh
pihak bank mengenai kesempurnaan dokumen, pihak Bank penerima
PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara membayarkan képada
pihak eksportir sejumlah nilai uang invoice barang yang terkirim.
Setelah diterimakan oleh pihak bank kepada eksportir sejumlah 50%
yang dalam hal ini adalah kebijakan dari bank tersebut sendiri dari
jumlah nilai total invoice barang yang terkirim dengan catatan
kekurangan vang 20% akan dibayarkan/ diterimakan kepada
eksportir setelah pihak issuing bank/ bank penesbit/ Net West Dank
London Inggris mengirimkan/ membayar lunas kepada pihak PT.
Bank Negara Indonesia Cabang Jepara, jadi kewajiban eksportir secara

teori telah selesai tinggal menunggu pembayaran yang 20% tersebut.
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g. Sampailangkah diatas lancar, namun setelah itu permasalahan timbul,

setelah beberapa waktu ditunggu pihak bank penerb-:it/ issuing bank
tidak juga membayar kepada piftak bank penerima Letter of Credit
(L/C)yang pada suatu ketika bank penetbit mengirimkan facximile
yang berisijawaban bahwa issuing bank unp aid tidak mau bayar.

. Setela}h dicari dan diteliti sebab-sebabmya pada semua pihak di
Indonesia maupun di Inggris, ternyata alasan mereka unpaid adalah
karena kgierlambatan kedatangan dokumen-dokumen yang dikirim
lewat Kurir dari pihak PT. Bank Negara Indonesia kepada pihak Net
West Bank sebagai Bank Penerbit selama +3 bulan, yang mana karena
keterlambatan itu mengandung konsekuensi konteiner tidak- bisa
diambila dan berakibat pihak eksportir wajib membayar denda sewa
area kontainer dan ini tidak disanggupi pihak eksportir karena itu
bikan kesalahannya dan tidak diatur di dalam I etter of Credit (L/C)
dan kemudian mata rantaiberlanjut, pihak Net West Bank unpaid.
Pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara terkejut dan panik
Kemudian pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara setelah
meminta pihak issuing bank untuk membayar gagal, ganti menuntut
pihak eksportir yakni Asia Jati Furniture untuk mengembalikan
sejumalh uang yang diberikan pihak PT. Bank Negara Indonesia

Cabang Jepara kepadanya dan ada lngkah tambahan dari PT. Bank
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Negara Indonesia Cabang Jepara ialah memblokir semua rekening
eksportir atas nama Asia Jati Furniture di PT, Bank Negara Indonesia

Cabang Jepara,

2. Penyelesaian Secara Teori Yang Benar?

Kronologisnya langkah-langkahnya:

a. Dertama kali, harus terjaidi kesepakatan antara kedua pihak bahwa alat
pembayaran transaksi jual beli tersebut memakai Letter of Credit
(L/C)sebagai alat pembayaran importir kepada eksportir.

b. Selanjutnya,. pihak importir meminta kepada Bank Penerbit untik
menerbitkan Letter of Credit {L/C) yang ditujukan kepada eksportir
melalui Bank Penerima.

¢, Setelah itu kemudian Letter of Credit (L/C) turun/ dikirim Bank
Penerbit sampai pada Bank Penerima yang selanjutnya diberitahukan
kepada eksportiv bahwasanya Letter of Credit (L/C) sudah turun/

dikirvim dan diterima olehnya.

3 Informasi hasil waweancars dengan PT. Bark Negara Indonesia cabang Jepara pada tanggal 30
Agustus 2002 dengan Bapak Sefiar Hidayat, Informasi hasil wawancara dengan PT. Lippo Bank
cabang Jepara, pada tanggal 04 September 2002 dengan Direktur Bapak &gus, Informasi basil
wawancara dengan CV. MAKMUR JATI FURNITURE Jepara, pada tanggal 02 Septernber 2002
dengan Bapak Edy dan Teu Alfiatun dalam jabatannya sebagai owner/pemilik, Informasi hasil
wawancara dengan OV, MAKMUR JAYA FURMITURE Jepara, pada tanggal 30 Agustus 2002
dengan Direltur Bapak Wakudi di Jepara dan OV, KOTa JATI FURNITURE Jepara dengan Direltur
Bapak Yusach.
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. Selanjutnya eksportiv menyiapkan barang, kontainer dan dokumen-

dokumen dan kemudian mengirimkan barang fersebut sesuai dengan
perminta 81'; di Letter of Credit (L/C) mengenai barang dengan jumlah
nilai uangnys tidak lebih dan tidak kurang daridh dari total Letter of
Credit (L/C).

Setelah barang terkirimi, maka langkah selanjutnya adalah pihak
eksportir mengu:ﬁpull\;anf menyiapkan semua dokumen-dokumen
yang dipersyaratkan oleh Letter of Credit (L/C) dan.diserah terimakan
pada Bank Penerima yang kemudian setelah dicek kesempurnaan
dokamen, pihak Bank penerima membayarkan kepada pihak eksportir
sebesar invoice barang yang terkirim.

Langkah selanjutnya adalah hak dan kewajiban dan Bank Penerima
untuk menagih nilai uang tersebut kepada Bank Penerbit dan importir,

pada dasarnya hak dan kewajiban dari eksportir sudah selesal.

. Setelah pihak importir memenuhi segala kewsajibannya maka mereka

berhak mengambil kontainer yang berisi barang pesanan tersebut di

pelabuhan mereka.
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Gambar 1 adalah gambaran skema Prosedure Letler of Credit {L/C) Secara
Teori Yang Benar antara Asia Jati Furniture Jepara dan FT. Bank Negara

Indonesia Cabang Jepara dengan Lady Bay di Irlandia.
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3. Penyelesa'ian Realitas Di Lapangan Antara Asia Jati Furniture (AJE)
dengan PT. Bank Negara Indonesia Cabang jepara dan impartir

a. Setelah ada permasalahan tersebut dam ada tuntutan PT. Pank Negara

Indonesia Cabang Jepara, piliak AJF sebagai pihak yang merasa
menyebabkan kerugian pada PT. Bank Negara Indomesia Cabang
Jepara mencoba untuk membantu ikut menyelesaikan masalah
keunamgam tersebut walanpun itu sebenarnya bukankewajiban AJF lagi
dengan jalan memanggil pikak importiv untuk datang ke Indonesia

guna dizjak berunding menyelesaikan permasalahan tersebut.

. Dengan itikad baik pula, pihak importir datang ke Indonesia dengan

didampingi pihak AJF datang dan berunding di Kantor PT, Bank

Negara Indonesia Cabang Jepara.

. Satu penyelesaian yang ditawarkan oleh pihak importir pada P'T. Bank

Negara Indonesia Cabang Jepara sanggup mengganti sejumlah uang
vang telah dibayarkan/ diterimakan kepada pihak AJF sebesar §0%

dari total invoice barang terkirim tersebut,

. Pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara menerima

penyelesaian tersebut dan kemudian oleh importir membayar
sejnmlah wang tersebut yang selama ini dituntut mereka PT. Bank
Negara Indonesia Cabang Jepara pada eksportir, Selesai ? ternyata

tidak.
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e. Setelah pihak importiv membayar, pihak PT. Bank Negara Indonesia
Cabang Jepara kemudian berubah menumstut terbayarnya selisih kurs
pondsterling {GBP) pada rupiah terhadap kekurangan uang yang
20% total invoice yang belum dibayarkan/ diterimakan pada eksportir.

f. Masalah tersebut sampai tulisan ipi ditulis belwm ada kepastian

hikwn yang tetap mehgeiai penyelesaiannya.

Gambar 2 adalah pambaran skema penyelesaian secara damai antara Asia
Jati Furniture Jepara dan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara

dengan Lady Bay di Irlandia.
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EXSPORTIE DRLANV PERJANVIAN HERJA
DENGAN LIC { LETTER OF GREDIT } SEBAOA! ALAT PEBAYARAN
Swatr Sanfi ¢f UD. ASIA JAT!I FURNITURE JEPARR




BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A RESIMYULAN

Dari uraian dan hasil penelitian dalam bab-bab sebelumnya, maka

dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.1.

Letter of Credit (L/Chmerupakan kontrek baku (kontrak standar)yang
berlaku secara internasional Akan tetapi, dalam hal kepentingan
perbankan atan kepentingan nasional suatu negara menghendakilain,
maka kontrak baku dapat disimpangi untuk disesuaikan dengam
kepentingan tersebut. Penyimpangan ini cukup hanya didasarkan
pada kebijakan masing-masing negara tanpa perlu meminta
pevsetujuan dari Internasional Camber of Commerce (ICC) yang
mempelopori keberadaan Letier of Credit (1./C) sebagai kontrak baku,
Letter of Credit {L/C)yang menyimpang dari kontrakbaku dan Letter
of Credit (L/C) yang sesuai dengan kontrak baku keduanya sama-
sama berlaku sah,

Menurut UCP dan'doictrin, Letter of Credit (L/C) terdiri dari banyak
jenis. Jenis Letter of Credit (L/C) yang digunakan tergantung struktur
transaksi yang dasarnya adalah Kontrak penjualan. Jika dilihat dari

sifatniya semua jenis Letter of Credit (L/C) terdiri dari 2 (dua)
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1.3.

1.4.

1.5,
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kelompok yaitu kelompok yang bersifat dapat dibatalkan atau diubah
(revocable) dan kelompok yang bersifat tidak dapat dibatalkan atan
diubah (irrevocable}.

Letter of Credit (L/C) dibayar jika dokumen-dokumen yang diajukan
sesuai dengan persyaratan Letter of Credit (L/C). Ukuran kesesuaian
tersebut adalah doktrin kesesuaian mutlak yang dianut pengadilan
internasional dan prinsip kesesuaian yang dianut UCP.

Letter of Credit (L/C) direalisasi terpisah dari realisasi kontrak
penjualan. sesuai UCP, Letter ot Credit (L/C) dibayar jika dokumen-
dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan Letter of Credit
(L/C) terlepas dari reﬂlisasik011 trak penjualan mengalamiwanprestasi
atau tidak. Prinsip pembayaran Letter of Credit (L/C) berdasafkan
kesesnaian dokumen tersebut tidak dapat dilaksanakan jika dalam
transaks; Letter of Credit (L/C) terdapat unsur penipuan. Penipuan
adalah pengecualian terhadap keharusan pembayaran Letter of Credit
{(L/C). Likuidasi bank juga merupskan pengecualian teshadap
kewajiban pembayaran Letter of Credit (L/C). Akan tetapi krisis
moneter tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pembayaran
Letter of Credit (L/C).

UCP tidak menentukan pilihan hukum, Letter of Credit (L/C) juga
pada umunya tidak memuat klausul pilihan hukum kecuali

penundokan pada UCP. Dalam hal terjadi sengketa terutama




1.6,

169

mengenai masalah-masalah Letter of Credit (L/C) yang tidak diatur
UCP, Dalam hal terjadi sengheta lerutama mengenai masalah Letter of
Credit {L/C) yang tidak diatur UCP harus ada hukum nasional untuk
menyelesaikan sengketa tersebut. Karena dalam Letter of Credit{L/C)
tidak ada pilihan hukum selain UCP, maka hakim harus mmenentukan
hukumn j.=1_‘11ﬂsi':>11 al yang berlaku atas Letter of Credit (L/C) berdasarkan
teori hukum perdata internasional FHukum nasional yang berlaku
yang ditentukan hakim berdasarkan teori tersebut harus dihormati
oleh para pihak yang bersengketa.

Pada kasus Asia Jati Furniture di Jepara adalah bukan kewajiban dari
Asia Jati Furniture di Jepara untuk menanggung kesalahan apabila
telah terjadi wnpaid (tidek mau bayar ) dari pihak bank peﬁerbit
maupun eksportir, ini dikaremakan Letter of Credit {L/C) adalah
pembayaran dilakukan setelah dokumen-dokumen telah terpenuhi
sesuai dengan Letter of Credit (L/C) terlepas dari barang sebagai
obyek jual beli tersebut. Karena pada dasarnya Letter of Credit {L/C)
itn adalah jualbeli dokumen. Eksportirjual dokumen, sedangkan bank

penerima Letter of Credit (L/C) sebagai pembelk dokumen.

B, SARAN-5ARAN

Dari uraian dan hasil penelitian dalam bab-bab sebelumnya, maka

penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:
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UCP tidak sama dengan produk hukum legislatif atau produk hukum
yud:il(&tii", disarankan agar semua Letter of Credit (L/C) yang
diterbitkan oleh bank penerbit di Indonesia supaya dibuat tunduk
pada UCP 500 mengingat keberadaan UCP 500 telah diterima secara
internasional.

Karena UCP dan hukum nasional saling terl-milt dan tidak dapat
dipisahkan dalam merealisasi pembayaran Letter of Credit (L/C),
maka UCP dan hukumnasional seyogianya sejalan satu sama lain.
Sehubungan dengan itu diserankan agar dapat dipertimbangkan
penyusunan hukum Letter of Credit (L/C) internasional untuk
Indonesia.

Letter of Credit (L/C) yang diterima dari Inar negeri dinsnlkan agar
supaya bersifaf irrevocable agar bank penerbit di Inar negeri tidak
dapat membatalkan atan mengubah Letter of Credit (L/C) secara
sepihak tanpa persetujuan bank yang ditunjuk oleh penerima di
Indonesia.

Walaupun dalam pelaksanaan Letter of Credit (L/C) wukuran
kesesuaian antara dokumen-dokumen yang diajukan dan persyaratan
Letter of Credit (L/C) adalah cokirin kesesuaisn mutlak dan prinsip
kesesuaian, kami savankan agar sedapat mungkin dianut kesesuaian
mutlak jika pihak Indonesia sebagal bank pembayar atan bank

penegosiasi, sehingga seperti salah ketik dalam dokumen sepanjang
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sifatnya tidak substansial tidak merupakan penyimpangan sehingga
pembayaran Letter of Credit (L/C) tetap dapat dilaksanakan,
Kamiberharap semoga seperti kasus Asia Jati Furniture diJepara tidak
teralang di kemudian hari sehingga para pelaku bisnis di Indonesia
umumnya dan pebisnis di Jepara khususnya merasa terlindungi
keamanan bisnisnya di dalam kontrak kerja dengan pihak luar negeri.
Karena dengan terlindunginya pelaku bisnis Indonesia, juga dapat
menmgka.tkan ekonomi nasiogal dan wjung-wjungnya meningkatkan
pula devisa negara pada sektor Non Migas.

Para pelaku Letter @f.Credit {L/C) dan semua pihak terkait dengan
pelaksanaan Letter of Credit (L/C) agar memiliki konsepsi dan
pemahaman yang sama mengenai transaksi Letter of Credit (L;’C)
termasuk hukum Letter of Credit (L/C) demi kepastian hukum dan
kepastian praktek Letter of Credit (L/C).

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dipexlukan
kebijaksanaan dan langkah-langkah yang seragam untuk mengelola
cara pemba%afan transaksi ekspor-impor Indonesia.

Penggunaan Letter of Credit (L/C) sebagai salah satu cara
pembayaran transaksi ekspor-impor perlu dikeloja dengan bijaksana
sehingga tidak menimbulkan masalah-masalal‘l tethadap pelaksanaan

transaksi ekspor-impor
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Untuk mencapai keseragaman pengelolaan Letter of Credit (L/C)
tersebut dipandang perln untuk melakukan pengaturan Letter of

Credit (L/C) secara rinci dalam Peraturan Bank Indonesia.
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